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BAB |
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bantul Tahun Anggaran
2019 adalah sebagai berikut :

1.
2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan Daerabh;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerabh;

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tetang Perubahan Kedua
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Bantul Tahun 2006-2025 yang diperbaharui dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 11 Tahun 2012;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016

tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
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16.

17.

18.

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-
2021;

Peraturan Bupati Bantul Nomor 138 Tahun 2018 tentang
Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten
Bantul Tahun 2018;

Peraturan Bupati Bantul Nomor 137 Tahun 2018 tanggal 28
Desember 2018 tentang Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2018;

Keputusan Bupati Bantul Nomor 914/028/DPA/PPKD/2020
tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan ~ Anggaran pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

B. VISIDAN MISI

1.

VISI

Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang
ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan,
kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian
dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai
beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun
2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang
sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai

keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam

. wadah Neaara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.
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Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk
mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

a. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki
kesehatan jasmani, rohani dan sosial.

b. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki
kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.

c. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang
produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak
dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.

d. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang
peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat
gotong-royong.

e. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang
memiliki rasa patriotisme cita tanah air dan tumpah darah
untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.

f. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang
beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan

toleransi beragama.

2. MiISI

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan
bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu,
sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya
serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita
tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan
yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan
memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk

mencapai Visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-

2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

a7

)
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Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif,
efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi

birokrasi;

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat,

cerdas, terampil dan berkepribadian luhur;

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada
percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan

pengentasan kemiskinan;

Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana
umum, pemanfaatan sumber daya alam dengan
memperhatikan  kelestarian lingkungan hidup dan

pengelolaan risiko bencana;

Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang
agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta

berbudaya istimewa.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal

yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi

dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan

pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan

dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan

dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Kriteria suatu rumusan tujuan pembangunan:

a.

Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing
misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan
memperhatikan visi;

Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui

beberapa tujuan;
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c. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerabh;
dan
d. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan

yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,

rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima

tahun ke depan. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:

a.
b.

Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui
beberapa sasaran;

Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah;
dan

Memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable,

Achievable, Realistic dan Time-based).

Langkah-langkah perumusan tujuan dan sasaran:

a.

Merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi
dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah
terpilih;

Menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat
memecahkan isu-isu strategis dalam jangka menengah.
Dalam hal pernyataan tujuan belum sepenuhnya
memecahkan isu-isu strategis maka pernyataan tujuan
perlu disempurnakan;

Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran
dari setiap tujuan;

Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari

setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator
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kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
daerah; dan
e. Menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan
sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap
pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN, dan

RPJMD Propinsi.

Tabel 1.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Kabupaten Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera,
Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, Dan Kebangsaan Dalam Wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

No. Misi Tujuan Irjrdl_kator Sasaran Daerah I EHr
ujuan Sasaran
1 Meningkatkan Mewujudkan Indeks  Tata | Terwujudnya Indeks  Tata
tata kelola | tata kelola | Kelola penyelenggaraan | Kelola
pemerintahan pemerintahan | Pemerintahan | pemerintahan Pemerintahan
yang baik, | yang baik, | (Indonesia daerah yang | (Indonesia
efisien dan | efisien dan | Governance berkualitas Governance
bebas KKN | bebas KKN Index/IGI) Index/IGI)
melalui
percepatan
reformasi
birokrasi
2 Meningkatkan Mewujudkan Indeks Terwujudnya Umur Harapan
kualitas sumber | peningkatan Pembangunan | derajat Hidup
daya manusia | kualitas hidup | Manusia (IPM) | kesehatan
yang sehat, | masyarakat. masyarakat yang
cerdas, tinggi
terampil  dan Terwujudnya Angka
berkepribadian akses dan mutu | Harapan
luhur pendidikan yang | Lama sekolah
berkualitas
3 Mewujudkan Meningkatkan | Angka Turunnya Jumlah | Angka
kesejahteraan kesejahteraan | Kemiskinan Masyarakat Kemiskinan
masyarakat masyarakat Kurang Mampu
difokuskan Pertumbuhan | Terwujudnya Pertumbuhan
pada Ekonomi perekonomian Ekonomi
percepatan daerah yang | Gini Ratio
pengembangan berkualitas
perekonomian Terwujudnya Pertumbuhan
rakyat dan destinasi jumlah
pengentasan pariwisata yang | kunjungan
kemiskinan berdaya  saing | wisatawan
dan unggul
Terciptanya Cakupan
industri kreatif |industri kreatif
yang berkualitas
Terpenuhinya Pertumbuhan
kebutuhan produksi




LKP.I BUPATI BANTUL AKHIR TAHLN ANGGARAN 2013

No. Misi Tujuan Ir_1|_d|_kator Sasaran Daerah Il EHe
ujuan Sasaran
pangan tanaman
masyarakat pangan
Pertumbuhan
produksi
tanaman
hortikultura
Pertumbuhan
produksi
tanaman
perkebunan
Pertumbuhan
produksi
daging
(sapi,kambing,
domba, kuda ,
unggas)
Terpenuhinya Pertumbuhan
kebutuhan produksi
perikanan perikanan
masyarakat
4 Meningkatkan Menjaga daya | Indeks Terpenuhinya Indeks
kapasitas dan | dukung alam | Kualitas sarana Kepuasan
kualitas sarana | dan Lingkungan prasarana publik | Masyarakat
prasarana lingkungan Hidup dan prasarana | Terhadap
umum, hidup  untuk dasar Layanan
pemanfaatan pembangunan masyarakat Infrastruktur
pengelolaan berkelanjutan Terwujudnya Indeks
sumberdaya lingkungan hidup | Kualitas
alam dengan yang kualitas Lingkungan
memperhatikan Hidup
kelestarian Terciptanya Desa Tangguh
lingkungan kesadaran Bencana
hidup dan masyarakat
pengelolaan dalam  kesiap-
resiko bencana siagaan bencana
Terwujudnya Presentase
kesesuaian Kesesuaian
pemanfaatan Pemanfaatan
ruang Ruang
5 Meningkatkan Mewujudkan Angka Terwujudnya Angka
tata kehidupan | rasa aman | Kriminalitas ketentraman dan | Kriminalitas
masyarakat dan nyaman ketertiban
Bantul yang | dalam masyarakat
agamis, kehidupan
nasionalis, masyarakat
aman, progresif | Mewujudkan Indeks Terwujudkan Indeks
dan harmonis | budaya Pembangunan | pelestarian dan | Pembangunan
serta sebagai Kebudayaan pengembangan Kebudayaan
berbudaya identitas budaya daerah
istimewa spesifik
daerah

Sumber: RPJMD Tahun 2016-2021
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Sementara itu, enam indikator target dari dampak

pencapaian sasaran secara agregat dari semua misi dalam
mencapai visi jangka menengah atau sering disebut dengan
sasaran utama disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 1.2 Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah

Kondisi
Aspek/Fokus/ Kondisi Kinerja Aspek/Fokus/
Urusan/Indikator Kineria Target pada PD Urusan/Indikator
Kinerja Satuan Tam?n Kineria Akhir Keterangan Penanggung Kinerja Satuan
Pembangunan 2015 g Periode Jawab Utama Pembangunan
Daerah RPJMD Daerah
(2021)
1 Indeks Tata Klasifi kasi
Kelola
Pemerintahan 7,45 . . . " 8,5 (Sangat
(Indonesia (Baik) 75 (Baik) 70 (Baik) 7,5 (Baik) 8,0 (Baik) Baik)
Governance
Index/IGI)
2 mﬂg"‘arapa” Tahun | 7344 | 7347 73,3 73,60 73,65 7370 |
3 Angka Harapan Tahun
Lama Sekolah 13,55 14,73 15,4 15,23 15,38 15,54
4 Angka Persen
Kemiskinan 14,55 14,07 12,13 10,86 9,59 8,32
L Perfumbuhan Persen
Ekonomi 5,06 51 54 545 55 5,6
6 Gini Ratio Angka 0,3967 0,41 0,3093 0,39 0,38 0,37
7 Perfumbuhan Persen
jumlah
kunjungan 12,03 21,59 7 22 23 24
wisatawan
3 Cakupan Persen
Industri Kreatif 39 1,1 35 45 47 50
9 Pertumbuhan Persen
produksi 9,94 0,1133 0,1015 0,1020 0,1025 0,1030
tanaman pangan
10 Perfumbuhan Persen
produksi
tanaman 14,09 7,94 1,05 1,08 1,10 1,125
hortikuttura
1 Pertumbuhan Persen
produksi 7,8 0,17 0,20 0,25 0,30 0,35
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Kondisi
AspekiFokus/ Kondisi Kinerja Aspek/Fokus/
Urusan/Indikator Kineria Target pada PD Urusan/Indikator
Kinerja Satuan Tahl?n G Akhir Keterangan Penanggung Kinerja Satuan
Pembangunan L Periode Jawab Utama Pembangunan
Daerah Sl RPJMD Daerah
(2021)

tanaman
perkebunan

12 Pertumbuhan Persen
produksi daging
(sapi,kambing, 4,24 20,52 0,70 0,80 0,90 1,00
domba, kuda,
unggas)

13 Pertumbuhan Persen
produksi 0,35 5,92 1,35 1,40 1,45 1,50
perikanan

14 Indeks Klasifikasi
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap N/A 7,57 74 76 78 80
Layanan
Infrastruktur

15 Indeks Kualitas Angka
Lingkungan 31,35 451 50 56 63 72
Hidup

16 Desa Tangguh Persen
Bencana 15 29,33 25,34 38,66 45,33 52

17 Persentase Persen
Kesesuaian
Pémanfaatan 70 70,24 70,35 72,5 75 80
Ruang

13 Angka Persen
Kriminalitas 0,061 0,074 0,035 0,070 0,065 0,06

19 Indeks Angka
Pembangunan 54,8 57,01 60 75 80 85
Kebudayaan

Sumber: RPIJMD Tahun 2016-2021

D. DATA UMUM
1. Kondisi Geografis
Batas Administrasi
Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara
14°04'50" 27°50'50" Lintang Selatan dan 110°10'41"-
110°34'40" Bujur Timur. Secara administratif, batas

wilayah Kabupaten Bantul :

sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul sebelah Timur,

sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten
Sleman

sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo di sebelah
Barat

sebelah Selatan : Samudra Indonesia
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Luas Wilayah dan Pemanfaatan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 506,85 Km2,
terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 desa dan
933 pedukuhan. Dlingo adalah kecamatan yang
mempunyai wilayah paling luas, vyaitu 55,87 Km2,
sementara Srandakan adalah kecamatan dengan wilayah
paling sempit, yaitu 18,32 Km2. Jumlah desa dan
pedukuhan terbanyak terdapat di Kecamatan Imogiri
dengan delapan desa dan 72 pedukuhan dan paling sedikit
di Kecamatan Srandakan dengan dua desa dan 43

pedukuhan.
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Tabel 1.3 Penggunaan Lahan Tahun 2019 (Ha)

Luas Lahan (Ha)
Keb T o T Lai
No | Kecama K T ebun Hutan 6;}” 3 mb | "M Total
tan ampU | sawah | €9 a ak | Y@
ng al uk
Camp | Raky Tan
ur at dus
Bamban 115,17 1125
1 glipuro 186.74 6 81,900 0| 227,000
Bangunt 12862 | 6.5 4407
2 | apan 461.49 1 3 | 65,303 5| 284800
11940 | 2.0 1217
3 | Bantul 192.38 2 0| 68,484 6 | 219500
170
,54 | 168,12 97,6 8505
4 Dlingo 114.69 | 25,831 3 5 73 9 558700
212
,79 | 134,78 249 | 2,3 7716
5 Imogiri 240.40 | 91323 8 0 0 00 9 544900
13671 | 104
6 Jetis 422.83 9 52 | 51,300 3947 244700
10, | 156,34 1659
7 | Kasihan | 585.04 | 81799 | 558 5 4 | 323800
20, 30, 7107
8 | Kretek 41.97 | 94356 | 934 | 46,942 200 1| 267700
Pajanga 42, | 228,59 2126
9 n 129.96 | 27228 | 413 4 8 332500
4,4 | 106,14 2523
10 | Pandak 99.01 | 97322 00 6 1 243000
Piyunga 12961 | 53, 1,54 3317
11 | n 358.93 8| 564 | 71,614 0 1 325400
57, 6,27 3590
12 | Pleret 240.17 | 70701 | 205 | 35,599 3 5 229700
Pundon 45, 2226
13 | g 89.53 | 86634 | 598 | 73,350 5| 236800
9,2 3,03 | 11, 29,2
14 | Sanden 57.23 | 82,839 | 69 | 89,600 1| 900 38 | 231600
6,8 | 182,49 27,7
15 | Sedayu | 304.87 | 95950 | 71 8 94 | 343600
13706 18,8
16 | Sewon 513.28 7| 195 | 64,196 14 271600
Srandak 2,6 2,61 | 99 3,0 | 4007
17 | an 77.12 | 47,816 89 | 69,400 - 2 00 00 1 183200
4,115. | 1,568, | 648 | 1,694,1 113, | 54, 3,0 | 5750 | 506850
64 402 | 342 76 619 | 300 00 98 0
Persent
ase (%) 100
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2. Kondisi Topografi

Topografi sebagai dataran rendah 40% dan lebih dari

separuhnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara

garis besar terdiri dari:

a.

Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta
perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas
89,86 km2 (17,73 % dari seluruh wilayah).

Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai
merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94
km2 (41,62 %).

Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan
terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah
bagian Barat, seluas 206,05 km2 (40,65%).

Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian
dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya
yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di Pantai

Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.

3. Kondisi Geologi

Berdasarkan struktur Geologi, luas tanah di Kabupaten

Bantul sebagian besar adalah Jenis Regosol. Jenis tanah di

Kabupaten Bantul berdasarkan Struktur Geologi, terdapat

beberapa susunan struktur geologi sebagai berikut:
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® Renzina

| Aluvial

®m Grumusol
m Latosol

® Mediteran

® Regosol

Lithosol

Sumber : DPUPKP, 2019

Grafik 1.1 Susunan Struktur Geologi

4. Kondisi Klimatologi

Menurut klasifikasi iklim Koppen, Bantul memiliki iklim
muson tropis. Sama seperti kabupaten lain di Indonesia, musim
hujan di Bantul dimulai bulan Oktober hingga Maret, dan musim
kemarau bulan April hingga September. Rata-rata curah hujan di
Bantul adalah 90,76 mm, dan bulan paling tinggi curah hujannya
adalah Desember, Januari, dan Februari. Suhu udara relatif
konsisten sepanjang tahun, dengan suhu rata-rata 30 derajat

Celsius.

Tabel 1.4 Keberadaan Stasiun Pencatat Hujan Tahun 2019

No. Stasiun Lokasi
1 Ringinharjo Ringinharjo, Kasihan (Dinas PUPKP)
2 Nyemengan Dusun Nyemengan, Tirtonirmolo, Kasihan
3 Gandok Dusun Gandok JI. Imogiri Barat Km 5
4 Kotagede Jalan Wonosari Km 3
5 Pundong Depan Kantor UPT Pengamatan Opak Hilir
6 Barongan Dusun Barongan, Sumberagung, Jetis
7 Ngetal Dusun Ngetal, Karangtalun, Imogiri
8 Gedongan Dusun Gedongan, Caturharjo, Pandak
9 Piyungan Piyungan
10 Sedayu Desa Argodadi, Sedayu
11 Ngestiharjo Desa Ngestiharjo, Kasihan
12 Dlingo Dlingo

Sumber: DPUPKP, 2019
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5. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada semester Il tahun
2019 sebanyak 949.325 jiwa, dengan komposisi laki-laki
sebanyak 472.916 jiwa dan Perempuan 476.409 jiwa.

Tabel 1. 5 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2019

JENIS KELAMIN
NO KECAMATAN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

1 | SRANDAKAN 15.505 15.713 31.218
2 | SANDEN 15.763 16.209 31.972
3 | KRETEK 15.101 15.762 30.863
4 | PUNDONG 17.658 18.250 35.908
5 | BAMBANGLIPURO 20.673 21.207 41.880
6 | PANDAK 26.112 25.901 52.013
7 | PAJANGAN 18.000 18.040 36.040
8 | BANTUL 31.988 32.377 64.365
9 | JETIS 29.111 29.438 58.549
10 | IMOGIRI 31.583 31.959 63.542
11 | DLINGO 19.649 19.888 39.537
12 | BANGUNTAPAN 55.800 56.155 111.955
13 | PLERET 24.246 23.924 48.170
14 | PIYUNGAN 26.041 26.292 52.333
15 | SEWON 50.183 49.624 99.807
16 | KASIHAN 51.749 51.778 103.527
17 | SEDAYU 23.754 23.892 47.646
JUMLAH 472.916 476.409 949.325

Sumber : Disdukcapil, 2019
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JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELAMIN DI KABUPATEN BANTUL

B Laki-laki
472,916 jiwa

E Perempua
476,409 jiwa

Total = 949.325 Jiwa

Sumber : Disdukcapil, 2019

Grafik 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Berdasarkan Jenis
Kelamin

1) Jumlah penduduk menurut Jenjang Pendidikan
Jumlah penduduk menurut jenjang Pendidikan
di Kabupaten Bantul paling banyak adalah lulusan
SMA/ Sederajat yaitu sebesar 265.264 jiwa atau 28%,
sedangkan yang paling sedikit adalah Srata Il yaitu
sebesar 417 atau 1% dari jumlah penduduk di

Kabupaten Bantul.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN SEMESTER 2
TAHUN 2019 KABUPATEN BANTUL
2% = 6% 1% - 0% ® BELUM/TIDAK SEKOLAH
1% B BELUM TAMAT SD
B TAMAT SD/SEDERAJAT
TAMAT SMP/SEDERAJAT
u 8% B TAMAT SMA/SEDERAJAT
u DI/DII
DIII/SARJANA MUDA
DIPLOMA IV/SRATA |
SRATAI
15% SRATA Il

Sumber : Disdukcapil, 2019

Grafik 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan




LKP.I BUPATI BANTUL AKHIR TAHLN ANGGARAN 2013

b. Pendidikan

Tabel 1. 6 Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Pendidikan Tahun

2019
: L 2019
No mellener Kinee UiEme Target Realisasi |% Realisasi
1 | Angka Putus Sekolah SD/MI 0.02 0,004 180.00
2 | Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0.02 0,01 150.00
3 | Persentase Kelulusan SD/ Ml 100 100 100.00
4 | Persentase Kelulusan SMP/ MTs 100 100 100.00
5 | Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI 2 3 75.00
6 | Peringkat rata-rata nilai USM SMP/MTs 1 3 60
7 Jum.lah Prestasi Non Akademik Tk 6 4 66.67
Nasional
8 | APK SD/MI 96.30 95.26 98.92
9 | APK SMP/MTs 95.25 101,38 106.44
10 | APM SD/MI 84.55 85.86 101.55
11 | APM SMP/MTs 68.00 76,8 112.94
12 | Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs 100 108,56 108.56
Angka Melanjutkan SMP/MTs ke
13 SMA/SMK 100 111,18 111,18
14 | Angka Rata-Rata Lama Sekolah 8.94 9,35 104.59
15 | APK PAUD 98.85 106,24 107.48
Persentase prestasi olahraga tingkat
16 | propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga 28 32,18 114.93
Pelajar) yang diikuti
17 | Jumlah Pemuda Pelopor 4 5 125.00

Sumber : Disdikpora, 2019

Misi ke 2 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPIJMD) 2016-2021 yaitu
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat,

cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.

Angka Putus Sekolah SD/MI pada tahun 2019
mentargetkan sebesar 0,02% terealisir sebesar 0,004 %,
maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 180 %
dengan kategori Sangat Tinggi. Realisasi sebesar 0.004
diperoleh dari data Jumlah anak putus sekolah pada
jenjang SD/MI sebanyak 3 siswa, sedangkan jumlah siswa
SD/MI di jenjang SD/MI sebanyak 80.711 siswa sehingga
terealisir sebesar 0.004. Jika dibanding dengan tahun 2018
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bahwa angka putus sekolah terealisir 0.01 angka putus
sekolah ditahun 2019 menurun dibanding dengan tahun
2018.

Angka Putus Sekolah SMP/MTs. Pada tahun 2019
mentargetkan sebesar 0,02 % terealisir sebesar 0,01 %,
maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 150%
dengan kategori sangat baik. Realisasi sebesar 0.01
diperoleh dari data Jumlah anak putus sekolah pada
jenjang SMP/MTs sebanyak 4 siswa, sedangkan jumlah
siswa di jenjang SMP/MTs sebanyak 38.610 siswa
sehingga terealisir sebesar 0.02. Jika dibanding dengan
tahun 2018 bahwa angka putus sekolah terealisir 0.02
angka putus sekolah ditahun 2019 mengalamin penurunan
dibanding dengan tahun 2018.

c. Kesehatan
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan pada tahun 2019
didasarkan pada sasaran yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Bidang Kesehatan yaitu Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan

berkepribadian luhur, dimana indikatornya antara lain:

Tabel 1.7 Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Kesehatan Tahun

2019
2019

No Indikator Kinerja Utama . % .

Target Realisasi Realisasi
1 Angka Kematian Ibu 85 Per 100.000 KH | 99.49 Per 100.000 KH 82.11
2 Angka Kematian Bayi 8,2 Per 1.000 KH 8.4 Per 1.000 KH 98.41
3 Prevalensi Balita Gizi Buruk 0,39% 0.41% 94.87
4 Prevalensi HIV AIDS <0,5% 0.12% 176
5 Angka Kesakitan / Incidence 120 Per 100.000 140 Per 100.000 83.33

Rate (IR) DBD penduduk penduduk '

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

19
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Keberhasilan ini  banyak dipengaruhi oleh
pengembangan layanan kesehatan di sektor publik.
Keberhasilan pembangunan kesehatan dipengaruhi oleh
kualitas layanan kesehatan yang terus membaik. Salah
satu faktor yang berkaitan dengan peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan masyarakat adalah mutu pelayanan
kesehatan. Penilaian mutu pelayanan Puskesmas yang
terstandar oleh Kementrian Kesehatan adalah Akreditasi
Puskesmas.Sampai dengan tahun 2019 seluruh
Puskesmas di Kabupaten Bantul telah terakreditasi.

Kecukupan tenaga kesehatan juga merupakan salah
satu faktor yang menentukan kualitas layanan. Rasio
dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat
pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan
jumlah penduduk yang ada. Dikaitkan dengan standar
sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya rasio dokter
umum dibanding jumlah penduduk adalah 40/100.000
penduduk. Dengan demikian pada tahun 2019, Kabupaten
Bantul membutuhkan dokter umum sejumlah SAT378
orang. Rasio dokter spesialis adalah 6/100.000 penduduk

atau dibutuhkan sejumlah 57 dokter spesialis.

6. Potensi Ekonomi Daerah

a. Pertanian dan Peternakan

Tabel 1.8 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi
Sawah, PadiLadang, Jagung, Kacang Tanah, dan Kedelai

. . Tahun

No. Komoditas Uraian 2018 2019** Ket.

1 Padi Sawah Luas Panen 31.182,3 29.524 | Ha
Produktivitas (GKG) 60,06 63,56 | ku/ha

Produksi (GKG ) 187.285 187.655 | Ton

Produksi beras - 120.099 | ton

2 Padi Ladanqg Luas Panen 197 23 | Ha
Produktivitas (GKG) 45,56 50,10 | ku/ha
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. . Tahun
No. Komoditas Uraian 2018 2019+ Ket.
Produksi (GKG ) 898 115 | Ton
Produksi beras 575 73.6 | Ton
3 Padi Luas Panen 31.379,3 29.597 | Ha
Produktivitas (GKG) 59,97 63.55 | ku/ha
Produksi (GKG ) 188.183 188.089 | Ton
Produksi beras 120.474,757 120.377 | Ton
4 Jagung Luas Panen 3.565,1 4934 | Ha
Produksi (pipilan) 26.086 34.903 | Ton
Produktivitas 73,17 70,74 | ku/ha
5 Kacanag tanah Luas Panen 2.586.4 2.704.8 | Ha
Produksi (wose kering) 4.068 4.065 | Ton
Produktivitas 15,73 15.03 | ku/ha
6 Kedelai Luas Panen 1.213.6 909 | Ha
Produksi (wose kering) 1.883 1445 | Ton
Produktivitas 15,52 15.90 | ku/ha
Sumber: DPPKP, 2019 *Angka Sementara

Produksi kedelai, pada tahun 2019 ini juga
mengalami  penurunan dibandingkan tahun 2018.
Penurunanan produksi kedelai mencapai 23,26 % atau 438
ton. Penurunan ini di sebabkan karena faktor panjangnya
musim kemarau selama tahun 2019, sehingga mengalami
kemunduran tanam , dimana petani sudah menyiapkan
benih siap tanam, tetapi hujan tidak kunjung turun.Faktor
air yang menjadi sumber kehidupan tanaman kedelai
dimana dibutuhkan pada saat masa pengisian polong
tetapi tanaman kekurangan air , jadi pengisian polong
tudak penuh sehingga menyebabkan produktivitas kedelai

menurun.




LKP.I BUPATI BANTUL AKHIR TAHLN ANGGARAN 2013

Tabel 1.9 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Sko
N Kelompok Kkal/ o Skor Skor
i %AKE | Bobo Skor r
0,
0 Pangan Kapit | % ) i Aktu AKE Mak pp
a al S
H
. . 1.172,
1 | Padi-padian 1 56 53,3 0,5 28,1 | 26,6 | 25,0 | 25,0
2 | Umbi-umbian 57,2 3 2,6 0,5 1,4 1,3 2,5 1,3
3 | Pangan Hewani 280,3 | 13 12,7 2,0 26,9 | 255 | 24,0 24,0
4 | Minyak dan 80,0 | 4 36| 05| 19| 18| 50| 18
Lemak
5 | Buah/Bij 573| 3| 26| 05| 14| 13| 10| 1,0
Berminyak
6 | Kacang-kacangan | 198,3 | 10 9,0 2,0 19,0 | 18,0 | 10,0 | 10,0
7 | Gula 27,7 1 1,3 0,5 0,7 0,6 2,5 0,6
8 | Sayur dan Buah 190,4 9 8,7 5,0 457 | 43,3 | 30,0 | 30,0
9 | Lain-lain 20,8 1 0,9 - - - - -
2.084, | 10 118, | 100,
Total A 0 94,7 11,5 | 125,1 5 0 93,7

Sumber : DPPKP, 2019

Hasil perhitungan analisis perhitungan PPH sebesar
93,7. Skor tersebut naik dibandingkan tahun 2018 yaitu
sebesar 91,7. Peningkatan tersebut mengindikasikan
kualitas konsumsi pangan masyarakat Bantul semakin
meningkat, dengan kata lain semakin beragam dan
berimbang, Skor ideal PPH adalah sebesar 100 yang
mengindikasikan kualitas pola konsumsi pangan sudah

beragam diantara 9 kelompok utama.
b. Perikanan

Tabel 1.10 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan

: Jumlah
No. Uraian 2018 2019

1 Nila 2.164.370 2.618.329
2 Lele 2.567.437 7.425.503
3 Gurami 7.028.122 1.723.948
4 Mas 179.914 36.828
5 Bawal 21.421 218.661
6 Patin 37.444 42.888
7 Udang Vaname 292.292 374.440
8 Lain-lain -
Jumlah 12.291.000 12.440.597**

Sumber : DPPKP,2019 Ket : ** Angka Sementara
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Pada tahun 2019 produksi
mengalami kenaikan sebesar 1,20 % atau 149.597 kg dari
12.291.000 kg pada tahun 2018 menjadi 12.440.597 kg
pada tahun 2019. Kenaikan produksi ini didukung oleh

perikanan budidaya

adanya peningkatan produksi perikanan budidaya. Hal ini
disebabkan

masyarakat kabupaten Bantul yaitu budidaya lele kolam

adanya penerapan teknologi baru di
bulat secara intensif. Teknologi MATLAIR (hemat lahan
dan air ) ini menerapkan kolam bulat dengan inlet outlet
dan aerasi serta manajemen air secara intensif sehingga
dapat meningkatkan padat tebar ikan lele sampai dengan
400 ekor per meter kubik. Selain itu factor lain adalah
adanya fasilitasi bantuan sarpras budidaya baik dari APBN
Pusat maupun APBD | DI Yogyakarta berupa kolam bulat,
terpal, benih dan pakan kepada 65 kelompok pembudidaya
ikan di Kabupaten Bantul yang meningkatkan luas panen

perikanan budidaya dan meningkatkan produksi perikanan.

Tabel 1.11 Jumlah Rumah Tangga Perikanan dan Produksi Perikanan

Budidaya
: Jumlah
No. Uraian 5018 5019
1 | Rumah Tangga Perikanan (RTP) budidaya 5.176 5.216
2 Produksi perikanan budidaya (kg) 12.291.000 12.440.597**

Sumber : DPPKP, 2019

C. Pariwisata

Tabel 1.12 Data Event Tahun 2019

Ket : ** Angka Sementara

No. Jenis Event Keterangan
1 | Festival Makanan Tradisional Kegiatan PPDLN
2 | Festival Ingkung Kegiatan PPDLN
3 | Festival Mie Kegiatan PPDLN
4 | Festival Lampion Kegiatan PPDLN
5 | Festival Fashion Street Kegiatan PPDLN
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No.

Jenis Event

Keterangan

Festival Dayung

Kegiatan Peningkatan Daya Tarik

Festival Jogja Air Show (JAS)

Kegiatan Peningkatan Daya Tarik

Festival Malam 1 Syuro

Kegiatan Peningkatan Daya Tarik

© |00 |N O

Festival Malam 15 Syuro

Kegiatan Peningkatan Daya Tarik

10

Pentas Jathilan

Kegiatan Peningkatan Daya Tarik

11

Pentas Campursari

Kegiatan Peningkatan Daya Tarik

12

Pentas Koes Plus

Kegiatan Peningkatan Daya Tarik

13

Pentas Akhir Tahun

Kegiatan Peningkatan Daya Tarik

14

Pentas Aktraksi Wisata Parangtritis

Kegiatan Peningkatan Daya Tarik

15

The Harmony Nature & Culture Orchestra

Kegiatan PPDLN

Kegiatan PPDLN
Kegiatan PPDLN

16 | Syimphoni Orkestra

17 | Surving Kompetisi
Sumber : Dinas Pariwisata, 2019

Tabel 1.13 Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata Tahun 2019

No. Daya Tarik Wisata 2018 | 2019 | Satuan Keterangan
1 | Alam 25 32 Unit
2 | Buatan 59 84 Unit

No. Usaha Pariwisata Satuan
1 | Hotel bintang 3 3 Unit Sudah mempunyai ijin
2 | Hotel non-bintang 56 56 Unit Sudah mempunyai ijin
3 | Restoran/rumah makan 142 142 Unit
4 | Jasa perjalanan wisata 33 33 Unit Sudah mempunyai ijin

Sumber: Dinas Pariwisata, 2019

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis
di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak
peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga
memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul

pada tahun 2019 mencapai 5.166.615 orang. Capaian
RPIJMD sebanyak
4.445.781 orang. Dari sisi kontribusi terhadap PAD, pada
2019 mencapai Rp31.756.578.250,00 atau meningkat
sebesar 9,25% dari perolehan tahun 2018 yang berjumlah
Rp29.066.376.750.000,00.

tersebut sudah melebihi target
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d. Potensi Investasi

Tabel 1.14 Realisasi Investasi Per Triwulan Tahun 2019

PMDN PMA
No | Triwulan Proyek |n\/(eRsS;13i Tki | Proyek Inv(eRs[,)t)asi Tki
1 I 11 663.400.000,00 | 56 20 6.000.000,00 0
2 Il 20 6.618.000.000,00 29 33 895.500.000,00 68
3 1l 12 | 23.493.100.000,00 0 12 2.173.500.000,00 0
4 v 60 | 80.019.800.000,00 | 139 41 | 17.010.000.000,00 | 1.767

Sumber : LKPM Online, DPMPT 2019

Dari dapat dijelaskan bahwa realisasi investasi per

Triwulan di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 untuk

PMDN penambahan investasi terbesar terjadi di Triwulan
[l dengan nilai investasi sebesar Rp.23.493.100.000,00.
Sedangkan untuk PMA penambahan investasi terbesar

terjadi di Triwulan [l dengan nilai investasi sebesar
Rp.2.173.500.000,00.

Tabel 1.15 Realisasi Ekspor per Bulan di Kabupaten Bantul tahun 2018 &

2019
Bulan Jumlah Eksportir Volume Ekspor Nilai

2018 2019 2018 2019 2018 2019
1. Januari 53 50 1155056.23 1442151.76 6455771.99 | 14347340.13
2. Februari 42 59 844405.11 1264395.45 7184745.2 | 14531118.74
3. Maret 60 54 1414344.8 1158769.42 10833172.5 11037306.5
4. April 65 61 1540693.4 1575753.09 9749026.69 | 12897820.82
5. Mei 63 64 1485849.49 1874843.2 10808099.3 | 13425203.67
6. Juni 52 50 1047518.09 934124.96 8153195.4 8681213.88
7. Juli 55 69 1133120.59 1662881.35 11017224.8 | 14258660.54
8. Agustus 58 66 1077531.22 1359516.52 9664964.97 | 12832277.46
9. September 54 64 1158203.65 1467132.77 9957473.33 | 13137510.02
10. Oktober 53 58 1229322.87 1389822.37 9396432.47 | 10890817.73
11. November 55 63 1170117.51 1279786.25 10072592.1 | 13091699.15
12. Desember a7 64 1266924.48 1236547.45 10978411.5 | 11909913.74
Jumlah 657 722 14523087.4 16645724.6 114271110 | 151040882.4

Sumber : Dinas Perdagangan, 2019
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7. Kondisi Perekonomian dan Kesejahteraan Daerah
a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kinerja pembangunan daerah salah satunya diukur
dari pertumbuhan ekonomi yaitu dengan menggunakan
pengamatan terhadap Domestik Regional Bruto (PDRB).
Pada tahun 2019 PDRB atas dasar harga konstan (ADHK)
menunjukan nilal sebesar Rp.25.86 triliun sedangkan untuk
PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukan nilai
sebesar Rp.18.80 triliun.

Tabel 1.16 PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan

Harga Berlaku Harga Konstan
No.| Tahun . .
Nilai (Rp) Pertumbuhan Nilai (Rp) Pertumbuhan
1 2015 19.891.904 7,93 | 16.045.645 3,66
2 2016 21.263.357 6,89 | 16.649.785 3,77
3 2017 22.719.305 6,85 | 17.291.765 3,86
4 2018 24.280.787 6,87 | 18.030.219 4,27
5 2019 25.869.428 6,54 | 18.808.652 4,32

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2019

Tabel 1.17 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul
Tahun 2014-2019

Kategori Uraian 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2019**
A Pertanian, Kehutanan, dan -2,62 | 2,12 | 152 | 250 | 2,00 0,13
Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 154 061 | 0,35| 0,06 1,57 -0,27
C Industri Pengolahan 4,02 | 2,67 | 543 | 6,39 | 5,52 5,38
D Pengadaan Listrik dan Gas 7,34 | 3,08 1558 | 399 | 485 4,73
E Pengadaan Air, Pengelolaan 349 | 295 | 296 | 3,18 | 5,16 8,25
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 580 | 405| 4,07 | 593 | 7,24 5,17
G Perdagangan Besar dan Eceran; 6,55| 6,77 | 654 | 579 | 5,64 5,19
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 3,77 | 380 | 423 ] 3,88 | 551 6,46
I Penyediaan Akomodasi dan Makan 7,73 589 | 6,19 | 570 | 6,75 8,68
Minum
J Informasi dan Komunikasi 7,04 | 565 | 841 | 5,87 6,18 7,29
K Jasa Keuangan dan Asuransi 953 | 855| 465 2,82 | 6,59 9,97
L Real Estate 8,78 | 6,87 | 582 | 497 | 541 6,43
M,N Jasa Perusahaan 6,59 | 7,06 | 4,26 | 427 | 5,37 7,38
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Kategori Uraian 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2019**
(@) Administrasi Pemerintahan, 528 | 526 | 5,84 | 4,98 455 3,42
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
P Jasa Pendidikan 771 780 | 2,95 | 5,16 6,08 6,65
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 7,31 | 751 | 520 ]| 513 | 4,62 7,02
R,S,T,U | Jasa lainnya 6,66 | 841 | 6,02 | 5,61 7,14 6,09
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 504 | 497 | 505 5,10 5,47 5,563

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2019

b. Inflasi

Kondisi tingkat inflasi di Kabupaten Bantul pada
tahun 2019 menunjukan angka sebesar 2,71 . Angka
tersebut lebih rendah dibandingkan angka inflasi Daerah
Istimewa Yogyakarta dan angka nasional. Pencapaian
inflasi di Kabupaten Bantul dari tahun 2016-2019
menunjukan angka yang selalu lebih rendah dari inflasi DIY
dan nasional, hal ini menandakan tingkat tingkat
keberhasilan  Pemerintah daerah melalui  Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam upaya
penegendalian inflasi daerah.

Tabel 1.18 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bantul, Kota
Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2016-2019

Laju Inflasi Laju Inflasi : : :
No. Tahun Kan. Bantul Prov.JYogyakarta Laju Inflasi Nasional
1 2016 2,26 2,29 3,02
2 2017 3,96 4,20 3,61
3 2018 2,61 2,66 3,13
4 2019 2,71 2,77 2,72

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2019

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah hendaknya tidak hanya
berorientasi kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi
yang tinggi semata (growthoriented), namun setidaknya
pencapaian pembangunan juga harus mampu dirasakan
manfaatnya dan menjawab kebutuhan masyarakat (people

need oriented). Salah satu indikator keberhasilan
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pembangunan terhadap masyarakat adalah indikator
indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human
Development Index (HDI). Pencapaian IPM Kabupaten
Bantul tahun 2019 adalah sebesar 80,01 dan lebih
meningkat dibandingkan dengan tahun 2018. Kondisi IPM
Kabupaten Bantul mulai tahun 2014-2019 memperlihatkan
tren yang meningkat, artinya kinerja pembangunan daerah
semakin dirasakan dan memiliki manfaat bagi masyarakat

di dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Tabel 1.19 Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No Tahun NILAI IPM NILAI IPM
Kab. Bantul DIY

1 2014 77,11 76,81

2 2015 77,99 77,59

3 2016 78,42 78,38

4 2017 78,67 78,89

5 2018 79,45 79,53

6 2019 80,01 79,99

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2019

d. Gini Rasio
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Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2019
Grafik 1.4 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Bantul Tahun 2013-2018
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e.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat

kesenjangan pendapatan di masyarakat adalah
penghitungan gini rasio. Pada tahun 2017 Gini Ratio
Kabupaten Bantul menyentuh angka 0,4 atau meningkat
0,0161 poin (ketimpangan semakin melebar). Pada tahun
2018, meningkat sebesar 0,035 poin. Berdasarkan kriteria

Oshima kategori ketimpangan rendah (kurang dari 0,4).

Kemiskinan

Tabel 1.20 Data Kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2014 - 2019

Tingkat Indeks Indeks G.ari.s
Tahun Kemiskinan Kedz_ilar_nan Kepgra_han Kemiskinan
Kemiskinan Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)
2014 15,89 2,19 0,48 301.986
2015 16,33 3,16 0,89 312.514
2016 14,55 2,02 0,41 332.057
2017 14,07 2,21 0,56 347.476
2018 13,43 2,17 0,46 369.480
2019 12,92 1,87 0,43 381.538

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2019

Kemiskinan merupakan permasalahan serius dalam
proses pembangunan daerah. Tingkat kemiskinan yang
tinggi
berdampak kepada berbagai

dapat memberikan permasalahan serius yang
aspek mulai ekonomi,
kesehatan bahkan sampai masalah kerawanan sosial.
Pemerintah Kabupaten Bantul sangat serius dalam

menangani permasalahan kemiskinan didaerah.

Pada 2019

Kemiskinan di Kabupaten selain melaksanakan Program-

tahun Strategi Penanggulangan
program penanggulangan kemiskinan juga memfokuskan
pada perbaikan data DTPPFM atau DTKS (Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial) , yaitu memaksimalkan entry data ke

dalam aplikasi SIKS NG yang merupakan hasil dari

Musyawarah tingkat Desa untuk cleaning data inklusi dan

a7
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eklusi error. Selain itu dalam program penanggulangan

kemiskinan lebih memfokuskan pada pemenuhan

kebutahan dasar, seperti perbaikan rumah tidak layak huni,

tambahan pemenuhan asupan gizi, program tersebut

sebagai berikut :

1.

Tim Koordinasi Penanggulangan  Kemiskinan
Kabupaten Bantul di tahun 2019 focusing pada
perbaikan data penerima manfaat (sasaran
penerima). Melalui Sistem Informasi Manajemen
Monitoring Penanggulangan Kemiskinan (SI MISKIN),
telah dilakukan pemetaan sasaran program
penanggulangan kemiskinan

Rehab rumah tidak layak huni yang ditangani oleh
Dinas PUPKP, DInas Sosial, Pemerintah Desa serta
sumber pendanaan lain yaitu optimalisasi peran CSR
dan pengelolaan Zakat Daerah.

Program Boga Sehat, yaitu Program pemberian
tambahan asupan makanan bergizi bagi lansia miskin
absolut dan penyandang disabilitas untuk menambah
pemenuhan 2100 kalori. Program ini dilaksanakan
mulai bulan 1 Maret 2019 sampai dengan bulan
Desember 2019. Untuk program tambahan bagi
warga miskin dan lanjut usia terlantar juga

mendapatkan tambahan anggaran dari CSR.
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BAB Il
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH

Pengelolaan keuangan daaerah merupakan keseluruhan proses
perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan
pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib administrasi keuangan. Dalam
perkembangan informasi dan teknologi pemerintah dituntut untuk
melakukan reformasi pengelolaan keuangan yang dapat mewujudkan
keterbukaan dan pertanggungjawaban agar mempermudah akses data
yang dibutuhkan oleh setiap unsur yang memiliki kepentingan.
Sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah dan mengingat perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, timbul hak dan
kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola

dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat beberapa peraturan
perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah,

antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir
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kalinya dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerabh.

Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang
bersumber dari transfer dana dari pemerintah atasan (APBN dan APBD
DIY) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil,
dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana penyesuaian, bagi hasil

pajak daerah, dan bantuan keuangan

Struktur APBD Kabupaten Bantul tahun anggaran 2019 meliputi
komponen Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Secara
terperinci jenis Pendapatan terdiri: (1) pendapatan asli daerah yang
bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (2)
pendapatan transfer yang bersumber dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil
bukan pajak/SDA, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan dana
alokasi khusus non fisik, dana penyesuaian, bagi hasil pajak daerah, dan
bantuan keuangan; serta (3) lain-lain pendapatan yang sah yang berasal

dari pendapatan hibah.

Komponen belanja terdiri atas: (1) belanja operasional, yang meliputi
belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah,
dan belanja bantuan sosial; (2) belanja modal yang meliputi belanja modal
tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan

bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan bangunan, belanja modal aset
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tetap lainnya, serta belanja modal aset lainnya dan (3) belanja tak terduga,
yang merupakan belanja yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan
program dan kegiatan.

Transfer terdiri atas transfer bagi hasil pendapatan dan transfer
bantuan keuangan. Sementara komponen pembiayaan terdiri atas: (1)
penerimaan daerah, yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan
pinjaman dalam negeri, dan penerimaan kembali investasi non permanen;
dan (2) pengeluaran daerah, yang terdiri dari, penyertaan modal /investasi
pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, dan

pengeluaran investasi non permanen lainnya.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk
mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai
permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan
kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan
dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi

PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Beberapa upaya strategis untuk mendukung terwujudnya good
governance dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah yang

profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, ditempuh dengan:

1. Mempedomani kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan
dan barang daerah;

2.  Mengupayakan percepatan penerapan dan pemahaman aplikasi
sistem informasi pengelolaan keuangan dan barang daerah yang
terintegrasi dengan menjalin kerjasama dengan pihak terkait untuk
mengadakan asistensi penerapan manajemen pengelolaan keuangan
dan barang daerah yang transparan dan akuntabel melalui

implementasi sistem masing-masing;
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10.

11.

Menjalin kerjasama dengan perwakilan BPKP Pemda DIY untuk
asistensi penerapan manajemen pengelolaan keuangan daerah
melalui pendampingan atau coaching clinic penyusunan Laporan
Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengelolaan
keuangan BLUD Puskesmas;

Mengikuti Diklat teknis dan workshop mengenai pengelolaan pajak
daerah dan retribusi daerah, perkembangan peraturan pengelolaan
keuangan dan barang daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah
pusat maupun lembaga keuangan lainnya;

Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari pemerintah
pusat agar prediksi pendapatan daerah, khususnya dana
perimbangan, dalam APBD semakin realistis;

Melaksanakan sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang
terintegrasi melalui Simpatda;

Meningkatkan koordinasi antar OPD penghasil dalam upaya
tercapainya target pendapatan asli daerah yang diampu oleh masing-
masing OPD penghasil dan mengevaluasi atas kinerja pendapatan
asli daerabh;

Meningkatkan koordinasi antar OPD untuk memonitor dan
melaporkan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang menjadi
tanggung-jawabnya;

Penyebarluasan informasi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan
pengelolaan aset daerah melalui media masa, media online, leaflet,
dan lain-lain;

Menambah dan merevisi Standard Operating Procedure (SOP) pajak
daerah, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah
berdasarkan peraturan yang berlaku;

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan
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keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas melalui
pembentukan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD);
12. Melaksanakan tata kelola keuangan berbasis akrual agar dapat

menyajikan laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan
pemerintahan daerah dilakukan dengan pemberian kewenangan
yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan
kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan
sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga
pemerintah daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian
keuangan daerah melalui desentralisasi fiskal dengan
mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah khususnya

potensi pendapatan asli daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah memberi kewenangan dan
kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah untuk
meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggali potensi
pendapatan asli daerah terutama bersumber dari pajak daerah
dan retribusi daerah. Oleh karena itu dibutuhkan adanya tata
kelola pajak daerah dan retribusi daerah yang baik oleh
pemerintah daerah, yang memiliki dampak positif bagi
pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun kebijakan pengelolaan
pendapatan asli daerah terutama pajak daerah dan retribusi
daerah yang diambil adalah pungutan atas pajak daerah dan

retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan
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umum, memperhatikan aspek keadilan, memperhatikan
kemampuan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan

tidak menghambat investasi daerah.

Terkait implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun
2009, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan
pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) mulai tanggal 1 Januari 2011 berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2010 tentang Bea
Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan pengelolaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2013 seperti tertuang
dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18
Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang Perdesaan
dan Perkotaan.

Berkaitan dengan adanya Permendagri Nomor 64 Tahun
2013 perihal Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah
maka dalam pengelolaan pendapatan setiap transaksi harus
dilakukan dengan dokumen yang jelas untuk mengetahui

keakuratan realisasi dari transaksi pendapatan.

2. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli
daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan memperkuat
kapasitas fiskal daerah dengan mengoptimalkan sumber
pendapatan daerah dengan memaksimalkan penyelenggaraan
pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan

dasar publik masih banyak bergantung pada penerimaan dari
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dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana
alokasi khusus, dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Adanya otonomi daerah akan memacu daerah
meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang lebih baik
yang tercermin dengan semakin meningkatnya kapasitas fiskal
dan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Perlu
dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah
dalam rangka mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan
daerah yang merupakan komponen kapasitas fiskal daerah
melalui  peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya antara
lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain-lain
pendapatan yang sah, dana perimbangan bagi hasil pajak dan
bagi hasil bukan pajak. Beberapa strategi yang dilakukan untuk

menutup terjadinya kesenjangan fiskal:

a. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi
daerah melalui langkah-langkah intensifikasi dan
ekstensifikasi:

1) Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah
terutama  ditujukan untuk meningkatkan
kepatuhan (compliance) dan memperkuat basis
pajak dan retribusi daerah yang ada. Secara
umum, proses ini meliputi:

a) Penyederhanaan dan modernisasi
(komputerisasi) sistem perpajakan dan retribusi

daerah;

b) Penyempurnaan landasan hukum serta law
enforcement bagi pengenaan pajak dan retribusi

daerah;
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d)

f)

9)
h)

Peningkatan ketaatan masyarakat dalam
kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah
melalui sosialisasi dan pemberian penyuluhan
yang memadai kepada masyarakat mengenai

ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;

Peningkatan pengawasan terhadap
pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi

daerah;

Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang
intensif dan efektif dengan seluruh SKPD

pengelola pendapatan;

Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi

daerah;
Pelayanan pajak terpadu;

“Si-Sari” (Sistem Selasa Sehari), pelayanan

validasi Selasa sehari untuk BPHTB;

Web pembayaran PBB yang bisa diakses di desa
dan kecamatan.

2) Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah

terutama ditujukan untuk memperluas basis

pajak/retribusi daerah. Proses ini meliputi:

a)

Mendata obyek dan wajib pajak yang belum
terdata dan pendataan ulang terhadap obyek
pajak dan wajib pajak yang mengalami
perubahan, sehingga potensi pendapatan asli
daerah yang bersumber dari pajak daerah dapat
diketahui baik secara kuantitatif maupun

kualitatif, antara lain dengan cara meningkatkan

serta menggali potensi wajib pajak daerah yang
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b)

ada khususnya wajib pajak restoran dan wajib
pajak hotel.

Optimalisasi penyerapan penerimaan dari basis
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan yang pengelolaannya dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari
2015 dengan mengoptimalisasikan pelayanan
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan

perkotaan melalui:

(1) Pelayanan pendaftaran obyek pajak dan
mutasi obyek/subyek PBB P2;

(2) Pelayanan pembetulan, pembatalan dan
salinan atas SPPT/SKPD/STP PBB P2;

(3) Permohonan keberatan dan pengurangan

atas pajak terutang;

(4) Restitusi/pengembalian kelebihan

pembayaran pajak daerah;

(5) Memberikan kemudahan pembayaran pajak
daerah khususnya PBB P2 dengan sistem

on line bekerjasama denganempat bank

yang ditunjuk di wilayah Pemda DIY.
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Peningkatan kontribusi penerimaan bagian laba atas
penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik
daerah/BUMD.

Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak
melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam
menyerap basis pajak terkait.

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang potensial untuk ditingkatkan. Pada tahun 2019
kontribusi yang disumbangkan dari pendapatan asli daerah
terhadap pendapatan daerah sebesar 20,77%. Untuk
menentukan pengelolaan komponen PAD diperlukan
identifikasi potensi komponen PAD yang digunakan untuk
mengetahui posisi komponen PAD sebagai sumber
pendapatan daerah dengan menganalisis rasio
pertumbuhan jenis penerimaan dengan proporsi atau

sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan.

Besarnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap
pendapatan daerah merupakan salah satu tolok ukur
perkembangan ekonomi daerah. Besarnya pendapatan
asli daerah secara umum juga menunjukkan kemajuan
aktivitas perekonomian pada masyarakat yang dapat
dijadikan obyek pungut. Oleh karena itu, pencapaian target
pendapatan asli daerah merupakan faktor penting dalam

menilai laju pembangunan di daerah.

3. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Pada tahun 2019 pendapatan daerah Kabupaten
Bantul ditargetkan dalam APBD sebesar
Rp2.258.180.662.975,05 terealisasi
sebesarRp2.269.539.168.277,63 terdapat selisih lebih dari
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target sebesar Rpl11.358.505.302,58 atau tercapai 100,50%
sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Realisasi Pendapatan Asli
Daerah melebihi dari target yang direncanakan, sedangkan
untuk pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah kurang dari rencana anggaran. Perihal tidak tercapainya
target untuk pendapatan dikarenakan pendapatan transfer dari
Pemerintah Pusat tidak terpenuhi sesuai PMK yang disebabkan
oleh tidak tercapainya target penerimaan negara. Adapun target

dan realisasi dari sumber-sumber pendapatan daerah

ditampilkan pada Tabel berikut :
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Tabel 2.1 Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

)

. . Bertambah/ Capaian
No Uraian Target Realisasi (Berkurang) (F(),/O)
| | Pendapatan Asli Daerah 467.159.577.195,00 505.929.472.001,63 38.769.894.806,22 108,30
1 | Pajak Daerah 198.715.500.000,00 213.628.741.844,18 14.913.241.844,18 107,50
2  Retribusi Daerah 42.959.909.608,00 48.278.231.843,00 5.318.322.235,00 112,38
3  Hasil Pengelolaan Kekayaan 21.883.863.426,19 21.945.038.058,10 61.174.631,91 100,28
Daerah yang Dipisahkan
4  Lain-lain Pendapatan Asli 203.600.304.161,22 222.077.460.256,35 18.477.156.095,13 109,08
Daerah
Il | Pendapatan Transfer 1.634.139.587.432,60 1.625.756.237.566,22 8.383.349.866,38 99,49
1  Pendapatan Transfer 1.388.065.951.692,00 1.351.157.100.831,00 | (36.908.850.861,00) 97,34
Pemerintah Pusat
A | Dana Bagi Hasil Pajak 29.734.628.100,00 19.354.934.749,00 | (10.379.693.351,00) 65,09
B | Dana Bagi Hasil 986.778.000,00 592.066.800,00 (394.711.200,00) 60,00
Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak/SDA
C  Dana Alokasi Umum 1.015.302.849.000,00 1.015.302.849.000,00 0,00 100,00
D Dana Alokasi Khusus 96.588.942.592,00 92.853.634.690,00 (3.735.307.902,00) 96,13
E | Dana Alokasi Khusus 245.452.754.000,00 223.053.615.592,00 | (22.399.138.408,00) 90,87
(non fisik)
2  Pendapatan Transfer 165.849.585.000,00 165.849.585.000,00 0,00 100,00
Pemerintah Pusat Lainnya
A  Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00
B Dana Penyesuaian 165.849.585.000,00 165.849.585.000,00 0,00 100,00
3  Pendapatan Transfer 154.194.885.782,60 164.965.839.463,00 10.770.953.680,40 106,99
Pemerintah Daerah
A | Pendapatan bagi hasil 154.194.885.782,60 164.965.839.463,00 10.770.953.680,40 106,99
pajak
B . Pendapatan bagi hasil 0,00 0,00 0,00 0,00
lainnya
4  Bantuan keuangan 4.598.000.000,00 4.356.000.000,00 (242.000.000,00) 94,74
\\/
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. . Bertambah/ Capaian
No Uraian Target Realisasi (Berkurang) (F(’%)
Bantuan keuangan dari 4.598.000.000,00 4.356.000.000,00 (242.000.000,00) 94,74
pemerintah daerah provinsi
lainnya
Il | Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 78.312.663.305,04 77.281.170.982,00 (1.031.492.323,04) 98,68
1 | Pendapatan Hibah 78.199.300.771,00 77.281.170.982,00 (918.129.789,00) 98,83
2 | Pendapatan dana darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
3 | Pendapatan lainnya 113.362.534,04 0,00 (113.362.537,04) 0,00
Pendapatan Daerah 2.258.180.662.975,05 2.269.537.703.277,63 11.357.040.302,58 100,50

Sumber: BKAD Kabupaten Bantul, 2019

II - 43




LKP.J BUPATI BANTLIL AKHIR TAHLIN ANGGARAN 2013

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat peranan sumber-
sumber pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah yang
dicapai Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu pendapatan asli
daerah memberikan kontribusi sebesar 22,29%, pendapatan
transfer memberikan kontribusi terbesar sebesar 74,30%, dan
lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 3,41%. Rincian
sumber pendapatan daerah berdasarkan tabel tersebut diatas

adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul pada
tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp467.159.577.195,41
terealisasi sebesar Rp505.928.007.001,63, terdapat selisih
lebih dari target sebesar Rp38.768.429.806,22 atau
tercapai 108,30%. Perincian realisasi pendapatan asli

daerah adalah sebagai berikut:

1) Pajak daerah ditargetkan sebesar
Rp198.715.500.000,00 terealisir sebesar
Rp213.628.741.844,18, terdapat selisih lebih dari
target sebesar Rp14.913.241.844,18 atau tercapai

107,50%;
2) Retribusi daerah ditargetkan sebesar
Rp42.959.909.608,00 terealisir sebesar

Rp48.276.766.843,00, terdapat selisih lebih dari
target sebesar Rp5.316.857.235,00 atau tercapai
112,38%;

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
ditargetkan sebesar Rp21.883.863.426,19 terealisir
sebesar Rp21.945.038.058,10.
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4) Lain-lain pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar
Rp203.600.304.161,22, terealisir sebesar
Rp222.077.460.256,35, terdapat lebih dari target
sebesar Rpl18.477.156.095,13 atau tercapai
109,08%.

Kontribusi terbesar dari jenis pendapatan asli daerah
terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul adalah
berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
sebesar 43,89% dan pajak daerah sebesar 42,23%.
Kontribusi lainnya berasal dari retribusi daerah sebesar
9,54% dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan sebesar 4,34%.

b. Pendapatan Transfer
Pada tahun 2019 pendapatan daerah dari
pendapatan transfer ditargetkan sebesar
Rpl.712.708.422.474,60 terealisasi sebesar
Rpl1.686.328.525.294,00, terdapat selisih kurang sebesar
Rp26.379.897.180,60 atau mencapai 98,46% sebelum
dilakukan audit oleh BPK-RI.

Selisih kurang tersebut bersumber dari pendapatan

transfer dari pemerintah pusat sebesar
Rp36.908.850.861,00 dari target sebesar
Rp1.388.065.951.692,00 terealisir sebesar
Rpl1.351.157.100.831,00, dan bantuan keuangan sebesar
Rp242.000.000,00 dari target sebesar
Rp4.598.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp4.356.000.000,00 atau 94,74%. Selisih lebih
pendapatan transfer pemerintah daerah sebesar
Rp10.770.953.680,40 dari target Rpl154.194.885.782,60
terrealisasi sebesar Rp164.965.839.463,00 atau 106,99%,
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sementara pendapatan dari pendapatan transfer
pemerintah pusat lainnya dalam bentuk dana penyesuaian

terrealisir sesuai rencana sebesar Rp165.849.585.000,00.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul yang
bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah
ditargetkan sebesar Rp78.312.663.305,04 terealisir
sebesar Rp77.281.170.982,00 terdapat selisih kurang
sebesar Rp1.031.492.323,04 atau tercapai 98,68%.

4. Permasalahan dan Solusi
Pencapaian target pendapatan tidak terlepas dari berbagai
hambatan dan tantangan yang harus terus diupayakan untuk
dapat diatasi sesuai dengan kemampuan terutama dengan
berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Permasalahan yang
dihadapi pada tahun anggaran 2019 dalam aspek pendapatan

daerah disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.2 Permasalahan dan Solusi dalam Aspek Pendapatan Daerah

No. Permasalahan Solusi
1. | Informasi mengenai pelayanan 1. Melakukan sosialisasi mengenai
perpajakan didaerah belum maksimal pelayanan perpajakan di daerah

2. Modernisasi sistem dan sarana
prasarana pelayanan pajak di

daerah
2. | Kesadaran dan ketaatan masyarakat 1. Memperbanyak sosialisasi pajak
untuk membayar pajak masih belum kepada masyarakat
optimal 2. Mengintensifkan pelayanan mobil

keliling dan pelayanan jemput
bola bagi masyarakat pembayar
pajak.

Sumber: BKAD Kabupaten Bantul, 2019
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B.

PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1.

Kebijakan Umum Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah, belanja daerah dibagi menurut kelompok
belanja yang terdiri dari:

a. Belanja operasional, yaitu belanja yang dianggarkan terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang
dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja

bantuan sosial;

b. Belanja modal, yaitu belanja yang dianggarkan terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dengan arah peningkatan proporsi belanja
publik yang didukung oleh efektivitas dan efisiensi belanja
aparatur, yang terdiri dari belanja tanah; belanja peralatan
dan mesin; belanja gedung dan bangunan; belanja jalan,

irigasi, dan bangunan; dan belanja aset tetap lainnya;

c. Belanja tak terduga, yaitu belanja yang tidak berkaitan

dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

d. Transfer, yaitu pengeluaran belanja kepada pemerintah,

pemerintah daerah lainnya, dan pemerintah desa.

e. Kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-

prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang
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berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan
fungsi masing-masing SKPD, prioritas pembangunan
sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan
situasi dan kondisi pada tahun berikutnya. Peningkatan
alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap
SKPD harus terukur jelas untuk setiap indikator kinerjanya
diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun strategi yang ditempuh dalam pengelolaan belanja

daerah adalah sebagai berikut:

a.

Belanja daerah diprioritaskan untuk pencapaian visi, misi,
dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021,

Pengelolaan belanja daerah harus mempertimbangkan
analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja,
dan standar pelayanan minimal serta anggaran berbasis

gender.

Berdasarkan kondisi proyeksi beban fiskal tersebut,
pengelolaan belanja daerah perlu diarahkan pada
memperbesar belanja langsung berupa program/kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan/pelayanan dasar
masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pengurangan
pengangguran, dan penyediaan infrastruktur publik, serta
kegiatan yang mendukung revitalisasi perdesaan melalui
pemberdayaan masyarakat.Sedangkan belanja tidak
langsung diupayakan lebih efisien dan efektif untuk
meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai salah satu

wujud reformasi birokrasi.

Pada tahun 2019 pengelolaan BOSNAS di sekolah negeri

dimasukan dalam struktur APBD, sehingga anggaran dan
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realisasinya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam
laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah,
walaupun dana transfernya tidak melalui mekanisme kas

daerah.

2. Rencanadan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah

Pada tahun 2019 belanja daerah Kabupaten Bantul
dianggarkan sebesar Rp2.224.957.235.740,05 terealisasi
sebesar Rp2.010.601.520.469,63 atau 90,37%, dengan
perincian anggaran belanja operasional sebesar
Rp1.766.131.605.016,54, terealisasi sebesar
Rpl.672.492.538.938,88 atau 94,70%; anggaran belanja modal
sebesar Rp442.145.713.703,00 terealisasi sebesar
Rp336.796.564.780,75 atau 76,17%; dan anggaran belanja tak
terduga sebesar Rpl16.679.917.020,51, terealisasi sebesar
Rpl.312.416.750,00. Sementara itu, transfer dianggarkan
sebesar Rp279.105.426.251,40 terealisasi sebesar
Rp273.461.486.014,00 atau 97,98%, yang terdiri dari transfer
bagi hasil pendapatan dianggarkan Rp22.290.550.000,40
terealisasi 100% dan transfer bantuan keuangan dianggarakan
Rp256.814.876.251,00 terealisasi Rp251.170.936.014,00 atau
97,80%.

Realisasi belanja pada tahun 2019 mencapai 90,37%
disebabkan antara lain adanya efisiensi, beberapa kegiatan
yang gagal lelang, dan beberapa belanja yang tidak maksimal
yang disebabkan mundurnya penetapan perubahan APBD TA
2019. Anggaran dan realisasi belanja dan transfer daerah
ditampilkan pada Tabel berikut :
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Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun Anggaran 2019

No. Uraian Anggaran Realisasi gzrtsmgﬁg; (Coz)p aian
A Belanja 2.224.957.235.740,05 2.010.601.520.469,63 (214.355.715.270,42) 90,37
| | Belanja Operasional 1.766.131.605.016,54 1.672.492.538.938,88 (93.639.066.077,66) 94,70
1 | Belanja Pegawai 1.001.580.263.191,54 952.516.905.031,00 (49.063.358.160,54) 95,10
2 | Belanja Barang dan Jasa 686.139.282.825,00 653.369.794.350,88 (32.769.488.474,12) 95,22
3 | Belanja Bunga 400.000.000,00 39.333.3340,00 (360.666.666,00) 9,83
4 | Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00
5 | Belanja Hibah 68.964.539.000,00 59.646.486.223,00 (9.318.052.777,00) 86,49
6 | Belanja Bantuan Sosial 9.047.520.000,00 6.920.020.000,00 (2.127.500.000,00) 76,49
Il | Belanja Modal 442.145.713.703,00 336.796.564.780,75 (105.349.148.922,25) 76,17
1 | Belanja Tanah 5.886.775.500,00 1.283.152.400,00 (4.603.623.100,00) 21,80
2 | Belanja Peralatan dan Mesin 123.802.276.909,00 104.872.405.656,96 (18.929.871.252,04) 84,71
3 | Belanja Gedung dan Bangunan 67.407.048.015,00 63.607.527.362,51 (3.799.520.652,49) 94,36
4 | Belanja Jalan, Irigasi, dan Bangunan 240.576.752.878,00 162.934.796.897,30 (77.641.955.980,70) 67,73
5 | Belanja Aset Tetap Lainnya 4.046.339.401,00 3.716.261.963,98 (330.077.437,02) 91,84
6 | Belanja Aset Lainnya 426.521.000,00 382.420.500,00 (44.100.500,00) 89,66
Ill | Belanja Tak Terduga 16.679.917.020,51 1.312.416.750,00 (15.367.500.270,51) 7,87
1 | Belanja Tak Terduga 16.679.917.020,51 1.312.416.750,00 (15.367.500.270,51) 7,87
B Transfer 279.105.426.251,40 273.461.486.014,00 (5.643.940.237,40) 97,98
| | Transfer Bagi Hasil Pendapatan 22.290.550.000,40 22.290.550.000,00 (0,40) 100,00
Il | Transfer Bantuan Keuangan 256.814.876.251,00 251.170.936.014,00 (5.643.940.237,00) 97,80
Belanja dan Transfer Daerah 2.504.062.661.991,45 2.284.063.006.483,63 (219.999.655.507,82) 91,21

Sumber: BKAD Kabupaten Bantul, 2019
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a. Belanja Daerah

Jika dilihat dari realisasi belanja daerah Pemerintah
Kabupaten Bantul tahun 2019, realisasi belanja
operasional memiliki proporsi sebesar 73,22%, belanja
modal memiliki proporsi sebesar 14,74%, belanja tak
terduga memiliki proporsi sebesar 0,07%, dan belanja
transfer memiliki proporsi sebesar 11,97%. Adapun
anggaran dan realisasi masing-masing belanja untuk tahun

anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

3) Belanja Operasional

Belanja operasional dianggarkan terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan. Pada tahun 2019 belanja operasional
dianggarkan sebesar Rp1.766.131.605.016,54 telah
direalisasikan sebesar Rp1.672.492.538.938,88 atau
94,70%. Realisasi belanja operasional didominasi
oleh belanja pegawai dengan proporsi terbesar dari
pengeluaran belanja operasional vyaitu sebesar
56,95%. Rincian dan realisasi belanja operasional

adalah sebagai berikut:

Belanja Pegawai
Belanja pegawai dianggarkan sebesar
Rp1.001.580.263.191,54 terealisasi sebesar
Rp952.516.905.031,00 atau 95,10%.

Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dianggarkan
sebesar Rp686.139.282.825,00 terealisasi
sebesar Rp653.369.794.350,88 atau 95,22%.
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4)

Belanja Bunga
Belanja bunga dianggarkan sebesar
Rp400.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp39.333.334,00 atau 9,83%.
Belanja Subsidi
Belanja subsidi dianggarkan sebesar Rp0O
terealisasi Rp0O atau 0%.
Belanja Hibah
Belanja hibah dianggarkan sebesar
Rp68.964.539.000,00 terealisasi  sebesar
Rp59.646.486.223,00 atau 86,49%.

Belanja Bantuan Sosial
Belanja bantuan sosial dianggarkan

sebesar Rp9.047.520.000,00 terealisasi

sebesar Rp6.920.020.000,00 atau 76,49%.
Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang
memiliki keterkaitan secara langsung dengan
program dan kegiatan yang meliputi belanja modal
tanah; belanja modal peralatan dan mesin; belanja
modal gedung dan bangunan; belanja modal jalan,
irigasi, dan bangunan; belanja modal aset tetap

lainnya, dan belanja modal aset lainnya. Belanja

modal pada tahun 2019 dianggarkan sebesar
Rp442.145.713.703,00 dengan realisasi sebesar
Rp336.796.564.780,75 atau 76,17%, dengan

perincian sebagai berikut:
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(1) Belanja Modal Tanah
Belanja modal tanah dianggarkan sebesar
Rp5.886.775.500,00 terealisasi sebesar
Rp1.283.152.400,00 atau 21,80%.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja modal peralatan dan mesin
dianggarkan sebesar Rp123.802.276.909,00
dan terealisasi sebesar Rp104.872.405.656,96
atau 84,71%.
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja modal gedung dan bangunan
dianggarkan sebesar Rp67.407.048.015,00 dan
terealisasi sebesar Rp63.607.527.362,51 atau
94,36%.
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Bangunan
Belanja modal jalan, irigasi, dan bangunan
dianggarkan sebesar Rp240.576.752.878,00
dan terealisasi sebesar Rp162.934.796.897,30
atau 67,73%.
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja modal aset tetap lainnya
dianggarkan sebesar Rp4.046.339.401,00 dan
terealisasi sebesar Rp3.716.261.963,98 atau
91,84%.

Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja aset tetap lainnya dianggarkan
sebesar Rp426.521.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp382.420.500,00 atau 89,66%.
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5) Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar
Rp16.679.917.020,51 terealisasi sebesar
Rpl1.312.416.750,00 atau 7,87%.

Transfer Daerah
Transfer daerah diberi alokasi anggaran sebesar
Rp279.105.426.251,40 dan terealisasi sebesar
Rp273.461.486.014,00 atau 97,98%. Transfer daerah
terdiri dari transfer bagi hasil pendapatan dan transfer

bantuan keuangan, dengan perincian sebagai berikut:

6) Transfer Bagi Hasil Pendapatan
Transfer bagi hasil pendapatan dianggarkan
sebesar Rp22.290.550.000,40 dan terealisasi
sebesar 100%.

7)  Transfer Bantuan Keuangan
Transfer bantuan keuangan dianggarkan
sebesar Rp256.814.876.251,00 dan terealisasi
sebesar Rp251.170.936.014,00 atau 97,80%.

3. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi pada tahun anggaran 2019

dalam aspek belanja daerah disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.4 Permasalahan dan Solusi dalam Aspek Belanja Daerah

No. Permasalahan Solusi
1. | Masih kurang optimalnya perencanaan | Peningkatan pemahaman terhadap
pengganggaran sehingga masih terjadi | alur  perencanaan yang jelas

revisi dokumen terstruktur serta sesuai dengan
regulasi.

2 | Pelaksanaan kegiatan masih banyak 1. Meningkatkan evaluasi dan
yang belum tepat waktu sesuai rencana monitoring pelaksanaan
sehingga banyak menumpuk di akhir kegiatan.
tahun 2. Menerapkan reward and

punishment yang lebih optimal.
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No. Permasalahan

Solusi

3. | Penerapan transaksi non tunai yang
belum optimal

Peningkatan sarana dan
prasarana serta sistem yang
lebih baik

Perbaikan dan peningkatan
sosialisasi terkait kebijakan dan
teknis transaksi non tunai

4 | Masih terdapat kekurang tepatan dalam
melakukan entry data kedalam sistem
sehingga menghasilkan  kekeliruan
dalam Laporan Keuangan

Meningkatkan pelatihan kepada
seluruh OPD terkait dengan
sistem pengelolaan keuangan
daerah.

Mengoptimalkan rekonsiliasi
data

Sumber: BKAD Kabupaten Bantul, 2019
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C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang
diarahkan untuk membiayai defisit anggaran atau menanamkan
surplus anggaran sehingga pengelolaan APBD dapat terlaksana
secara optimal. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan
merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih

antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan tahun 2019 terdiri dari
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran
sebelumnya dan penerimaan kembali investasi non

permanen lainnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan tahun 2019 diutamakan
untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah,

dan pengeluaran investasi non permanen lainnya.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang
dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan
dan belanja daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari
penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran
pembiayaan daerah.

2.  Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah
Besarnya penerimaan daerah dalam pembiayaan sebelum
audit oleh BPK RI, dianggarkan sebesar Rp307.841.999.016,40
dan dapat direalisasikan sebesar Rp297.094.616.747,40 atau
96,51%. Jumlah penerimaan daerah dalam pembiayaan
bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), yaitu
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran

selama satu periode anggaran, dan penerimaan kembali
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investasi non permanen. Dengan demikian dalam APBD tahun
2019, dapat terlihat bahwa besaran Silpa yang dianggarkan
sebesar Rp279.158.249.016,40 telah direalisasikan 100%;
Pinjaman dalam negeri dari rencana  anggaran
Rp15.000.000.000,00 terrealisir sebesar Rp7.000.000.000,00
atau 46,67%, sementara penerimaan kembali investasi non
permanen dianggarkan sebesar Rp10.710.000.000,00 telah
direalisasikan sebesar Rp7.853.006.902,00 atau 73,32%.

3. Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Besarnya pengeluaran pembiayaan daerah dalam
pembiayaan, dianggarkan sebesar Rp61.960.000.000,00 dan
telah direalisasikan sebesar Rp48.891.500.000,00 atau tercapai
78,91%. Jumlah pengeluaran daerah dalam pembiayaan ini
merupakan pos dari penyertaan (investasi) Pemerintah Daerah,
dianggarkan sebesar Rp34.825.000.000,00 dapat direalisasikan
sebesar Rp34.300.000.000,00 atau 98,49%, pembayaran pokok
pinjaman dari rencana anggaran Rp15.000.000.000,00 terralisir
Rp7.000.000.000,00 dan pengeluaran investasi non permanen
lainnya, dianggarkan sebesar Rp12.135.000.000,00 telah
direalisasikan sebesar Rp7.591.500.000,00 atau 62,56%. Target
dan realisasi pembiayaan daerah tahun 2019 dapat dilihat pada
Tabel berikut :
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Tabel 2.5 Target dan Realisasi Pembiayaan DaerahTahun 2019

: . Bertambah/ Capaian
No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) (Berkurang) (%)
I Penerimaan Daerah 307,841,999,016.40 297,094,616,747.40 (10,747,382,269.00) 96.51
1 Sisa lebih perhitungan tahun lalu 279,158,249,016.40 279,267,859,845.40 109,610,829.00 100.04
2 Pencairan dana cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 2.973.750.000.00 2.973.750.000.00 0.00 100.00
4 Penerimaan pinjaman dalam negeri 15.000.000.000.00 7.000.000.000.00 (8.000.000.000.00) 46.67
5 Penerimaan kembali piutang 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Penerimaan kembali investasi nonpermanen 10,710,000,000.00 7,853,006,902.00 (2,856,993,098.00) 73.32
Il Pengeluaran Daerah 61,960,000,000.00 48,891,500,000.00 (13,068,500,000.00) 78.91
1 Pembentukan dana cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Penyertaan (investasi) Pemerintah Daerah 34,825,000,000.00 34,300,000,000.00 (525.000.000.00) 98.49
3 Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri 15.000.000.000.00 7.000.000.000.00 (8.000.000.000.00) 46.67
4 Pemberian pinjaman 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Pengeluaran investasi non permanen lainnya 12,135,000,000.00 7,591,500,000.00 (4,543,500,000.00) 62.56
Pembiayaan Netto 245,881,999,016.40 248,203,116,747.40 2,321,117,731.00 100.94
Sumber: BKAD Kabupaten Bantul, 2019
IT - 58
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BAB Il
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
meliputi: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum dan penataan
ruang; (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) ketentraman,
ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (6) sosial. Urusan
pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
(1) tenaga kerja; (2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (3)
pangan; (4) pertanahan; (5) lingkungan hidup; (6) administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil; (7) pemberdayaan masyarakat dan
desa; (8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (9)
perhubungan; (10) komunikasi dan informatika; (11) koperasi, usaha kecil,
dan menengah; (12) penanaman modal; (13) kepemudaan dan olah raga;
(14) statistik; (15) persandian; (16) kebudayaan; (17) perpustakaan; dan
(18) kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (1) kelautan dan perikanan; (2)
pariwisata; (3) pertanian; (4) kehutanan; (5) energi dan sumberdaya
mineral; (6) perdagangan; (7) perindustrian; dan (8) transmigrasi.

Selain urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana yang
diuraikan di atas, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Fungsi penunjang
urusan pemerintahan tersebut mencakup: (1) perencanaan; (2) keuangan;
(3) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; (4) penelitian dan
pengembangan; dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, yang mencakup: (5) kesatuan bangsa dan politik

dalam negeri; (6) pengawasan; dan (7) pemerintahan umum.
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A. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN

DASAR

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Bantul dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar pada tahun 2019 beserta hasil-hasilnya
diuraikan dalam bab ini. Khusus untuk prestasi dan penghargaan yang
diraih disajikan pada Lampiran A dan target serta capaian indikator
kinerja disajikan pada Lampiran B.
1. PENDIDIKAN

a. Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan dalam urusan pendidikan

selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur;
a) Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek, Dan
Peningkatan Kapasitas Aparatur
2) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
a) Kegiatan Pengembangan kurikulum bahan ajar
dan model pembelajaran PAUD,
b) Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia
Dini,
c) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana
KBM PAUD
d) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini
3) Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
a) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar
SMP
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f)

9)

h)

)
k)

Kegiatan  Penyelenggaraan UNAS/UASBN
Pendidikan Dasar

Kegiatan Perijinan SD dan SMP Baru

Kegiatan Pengembangan Pendidikan Dasar
SMP

Kegiatan Pembangunan, rehab sarana dan

prasarana bangunan pendidikan Dasar

Kegiatan Pengembangan kompetensi siswa

pendidikan Dasar

Kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi

berbagai informasi pendidikan dasar

Kegiatan Pengembangan Kurikulum, bahan ajar

dan model pembelajaran Pendidikan Dasar SD

Kegiatan Pengembangan pendidikan dasar

berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal
Kegiatan Pengembangan pendidikan dasar SD

Kegiatan Pembangunan, rehab sarana dan
prasarana bangunan pendidikan SD

Kegiatan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu
Pendidikan SD

Kegiatan Pengembangan kompetensi siswa
pendidikan SD

Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dasar
SD/MI

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Siswa

Kegiatan Pengembangan Kurikulum, bahan ajar

dan model pembelajaran pendidikan SMP
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4)

5)

6)

Kegiatan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu
Pendidikan SMP

Kegiatan Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan
BOS.

Program Pendidikan non formal,;

a)

b)

C)

d)

e)
f)
9)

h)
i)
)

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Non
Formal

Kegiatan Pengembangan Pendidikan Non
Formal

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Non
Formal Paket A dan B

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Paket C
setara SMU

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Kelompok belajar yang didirikan dapat
menyelenggarakan program:

Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Rumah Pintar

Homeschooling

Peningkatan mutu pendidik dan tenaga

kependidikan;

a)

b)

Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga
pendidik dan kependidikan
Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan

Manajemen pelayanan pendidikan;

a)

Penerapan sistem dan informasi manajemen

pendidikan
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b) Penyusunan  kalender  pendidikan  dan
penerimaan peserta didik baru

c) Pembinaan dan Operasional Dewan Pendidikan

d) Penanaman iman taqwa dan akhlak mulia

e) Peningkatan pelayanan pendidikan inklusi.

7) Program Peningkatan Nilai Akademik.

a) Penambahan Pelajaran

b) Peningkatan Metode Pengajaran

c) Peningkatan Peran Orang tua

d) Pendampingan orang tua;

e) Tambahan jam belajar dan try out;

f)  Pendampingan khusus bagi siswa yang nilai

akademiknya di bawah rata-rata sekolah.

Realisasi Pelaksanaan Program
1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk
mendukung pelayanan Dinas pendidikan, pemuda
dan olahraga.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi
pendidikan, pelatihan, sosialisasi, Bimtek, dan
peningkatan kapasitas aparatur dengan anggaran
sebesar Rp851.122.500,00 dan realisasi sebesar
Rp714.399.300,00 atau 83,94%. Hasil yang dicapai
adalah:

a) Melaksanakan penilaian angka kredit sebanyak

4.000 guru;

b) Melaksanakan seminar/workshop peningkatan
kompetensi pengawas TK sebanyak 20 orang;
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2)

c) Melaksanakan seminar/workshop peningkatan
kompetensi guru sebanyak 100 orang;

d) Melaksanakan seminar/workshop peningkatan
kompetensi tenaga administrasi  sekolah
sebanyak 100 orang;

e) Melaksanakan diklat bagi pengawas sekolah
sebanyak 75 orang;

f)  Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur dinas sebanyak 150
orang;

g) Melaksanakan sosialisasi tunjangan profesi guru
kepada 4500 guru TK, SD, SMP.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Maksud dan tujuan program ini adalah
mengemban amanah dari Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
pada Bab 1, Pasal 1, Butir 14 dinyatakan bahwa
"pendidikan anak wusia dini adalah suatu upaya
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir
sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk
membantu  pertumbuhan dan  perkembangan
jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan
dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. Pendidikan
anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang
pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini
dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan
formal, non formal, dan/atau informal. Pendidikan
anak usia dini jalur pendidikan formal meliputi TK dan
RA. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non

formal meliputi KB, TPA, dan satuan PAUD sejenis.
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Penyelenggaraan PAUD didukung dana APBD

melalui program pendidikan anak usia dini sebesar
Rp2.742.417.500,00 dengan realisasi
Rp2.605.731.994,00 atau 95,02 %. Pada program
Pendidikan Anak Usia Dini terdapat 4 kegiatan,

adapun kegiatan tersebut :

a)

b)

Kegiatan Pengembangan kurikulum bahan
ajar dan model pembelajaran PAUD

Kegiatan Pengembangan kurikulum bahan
ajar dan model pembelajaran PAUD merupakan
kegiatan untuk mendukung pembelajaran
PAUD, baik ditingkat kabupaten, korwil dan
gugus. Menyasar pada peningkatan model
pembelajaran di lembaga PAUD.

Kegiatan ini didukung dengan dana dari
APBD sebesar Rp.78.541.000,00 dan realisasi
anggaran sebesar Rp.78.541.000,00 atau
100%.

Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak
Usia Dini

Kegiatan ini bertujuan untuk
mengembangakan lembaga PAUD dan Guru
PAUD melalui peningkatan kompetensi untuk
peningkatan peserta didik PAUD.

Kegiatan Pengembangan Pendidikan
Anak Usia Dini ini didukung dengan dana dari
APBD sebesar Rp.565.437.500,00 dan realisasi
anggaran sebesar Rp.529.693.400,00 atau
93,68%.

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana
KBM PAUD
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3)

Merupakan kegiatan pendukung untuk
pemenuhan sarana dan prasarana
pembelajaran di lembaga PAUD, baik lembaga
negeri maupun swasta. Dengan sumberda dari
Dana Alokasi Khusus dan APBD.

Kegiatan =~ Pengadaan sarana dan
prasarana KBM PAUD ini didukung dengan
dana dari APBD sebesar Rp.1.772.239.000,00
dan realisasi anggaran sebesar
Rp.1.718.794.594.,00 atau 96,98%.

d) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini

Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini adalah kegiatan utama dalam
penyelenggaraan pendidikan Anak Usia dini,
program ini menyalurkan biaya operasional
pendidikan PAUD yang berasal dari Dana
Alokasi Khusus untuk lembaga PAUD Negeri.

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini ini didukung dengan dana dari
APBD sebesar Rp.326.200.000,00 dan realisasi
anggaran sebesar Rp.278.703.000,00 atau
85,44%.

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Merupakan program utama dalam
penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama,
program ini merupakan komitmen dari pemerintah
daerah untuk mewujudkan pendidikan wajib belajar
sembilan tahun yang bermutu dan dituntaskan melalui

jalur pendidikan dasar jenjang SD dan SMP. Untuk
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penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun

dilaksanakan dengan dukungan dana APBD sebesar
Rp141.931.817.572,00 dengan realisasi sebesar
Rp132.966.097.040,00 atau 93,68%. Pada program
wajib belajar sembilan tahun terdapat 20 kegiatan,

adapun kegiatan tersebut :

a)

b)

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar
SMP

Kegiatan ini didukung dengan dana dari
APBD sebesar Rp.17.121.030.000,00 dan
realisasi anggaran sebesar
Rp.16.933.075.000,00 atau 98,90%. Adapun
bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan
berupa untuk Operasional Sekolah (BOP SMP
Negeri Rp.600.000,00/siswa,subsidi; Sekolah
Rujukan Rp.15.000.000/sekolah;subsidi
Sekolah Model Rp.10.000.000,00;subsidi
Sekolah penyelenggara Inklusi
Rp.600.000/siswa;subsidi UNBK
4.350.000/sekolah;Kartu cerdas
Rp.750.000,00/siswa;Beasiswa Prestasi Rp.
1.000.000,00 ;Beasiswa Bakat Rp.
1.000.000,00/siswa, subsidi Sekolah Imbas
Rp.10.000.000,00/sekolah;subsidi Sekolah
Kemaritiman Rp.10.000.000,00/sekolah.
Kegiatan Penyelenggaraan UNAS/UASBN
Pendidikan Dasar

Kegiatan Penyelenggaraan UNAS/UASBN
Pendidikan Dasar ini didukung dengan dana dari
APBD sebesar Rp.963.927.000,00 dan realisasi
anggaran sebesar Rp.910.606.180,00 atau

\‘, III - 67

)




LKP.J BUPATI BANTUL AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

d)

94,47%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan
yang dilaksanakan yaitu = melaksanakan
sosialisasi ke sekolah tentang juknis UN,
melakukan pendataan peserta UN SD/MI dan
SMP/MTs Negeri dan swasta. Pemberian susidi
Penyelenggaraan UN bagi peserta didik untuk
SD/MI Rp.17.000,00/siswa, Rp 30.000,00/siswa
untuk SMP, sedangkan untuk pokja Rp.
10.000,00/siswa untuk SD/MI,
Rp.13.000,00/siswa untuk SMP/MTs.
Kegiatan Perijinan SD dan SMP Baru

Kegiatan Perijinan SD dan SMP Baru ini
didukung dengan dana dari APBD sebesar
Rp.15.000.000,00 dan realisasi anggaran
sebesar Rp.10.050.000,00 atau 67,00%.
Kegiatan Pengembangan Pendidikan Dasar
SMP

Kegiatan Pengembangan Pendidikan
Dasar SMP ini didukung dengan dana dari
APBD sebesar Rp.43.585.000,00 dan realisasi
anggaran sebesar Rp.35.335.000,00 atau
81,07%.

Kegiatan Pembangunan, rehab sarana dan
prasarana bangunan pendidikan Dasar
Kegiataan untuk pemenuhan sarana
prasarana sesuai dengan SPM pendidikan ,
Kegiatan Pembangunan, rehab sarana dan
prasarana bangunan pendidikan Dasar ini

didukung dengan dana dari APBD sebesar
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f)

g)

Rp.6.298.900.000,00 dan realisasi anggaran
sebesar Rp.6.109.747.900,42 atau 97,00%.

Kegiatan Pengembangan kompetensi siswa
pendidikan Dasar

Pengembangan kompetensi siswa untuk
penguatan pembelajaran, dengan maksud untuk
mempertajam life skill siswa secara akademik
dan non akademik.

Kegiatan Pengembangan kompetensi
siswa pendidikan Dasar ini di didukung dengan
dana dari APBD sebesar Rp695.346.300,00 dan
realisasi anggaran sebesar Rp.467.540.000,00
atau 67,24%.

Kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi
berbagai informasi pendidikan dasar

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yaitu
pelaksanaan Bantul Expo Tahun 2019. Kegiatan
rutin tahunan yang dilaksanakan, yang bertujuan
sebagai sarana untuk sosialisasi berbagai
Informasi Pendidikan kepada masyarakat
umum. Kegiatan = Penyebarluasan  dan
Sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
ini di didukung dengan dana dari APBD sebesar
Rp.53.250.000,00 dan realisasi anggaran
sebesar Rp.48.225.000,00 atau 90,56%.
Kegiatan Pengembangan Kurikulum, bahan
ajar dan model pembelajaran Pendidikan
Dasar SD

Kegiatan  Pengembangan  Kurikulum,

bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan
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)

)

Dasar SD ini di didukung dengan dana dari
APBD sebesar Rp.338.525.000,00 dan realisasi
anggaran sebesar Rp.267.050.000,00 atau
78,89%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan
yang dilaksanakan kegiatan penguatan Mata
pelajaran bagi sekolah SD Negeri dan swasta.
Disamping itu juga penguatan kurikulum baru
untuk semua guru SD.
Kegiatan Pengembangan pendidikan dasar
berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal

Kegiatan Pengembangan pendidikan
dasar berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal
ini di didukung dengan dana dari APBD sebesar
Rp.147.000.000,00 dan realisasi anggaran
sebesar Rp.141.585.000,00 atau 96,32%.
Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang
dilaksanakan sebagai berikut : lomba sesorah
dan macapat siswa dan guru, lomba karawitan
siswa dan guru, lomba memanah tradisonal
siswa.
Kegiatan Pengembangan pendidikan dasar
SD

Kegiatan Pengembangan pendidikan
dasar SD ini di didukung dengan dana dari
APBD sebesar Rp.1.205.570.000,00 dan
realisasi anggaran sebesar Rp.915.300.000,00
atau 75,92%.
Kegiatan Pembangunan, rehab sarana dan
prasarana bangunan pendidikan SD

Kegiataan untuk pemenuhan sarana

prasarana sesuai dengan SPM pendidikan,
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k)

Kegiatan Pembangunan, rehab sarana dan
prasarana bangunan pendidikan SD ini di
didukung dengan dana dari APBD sebesar
Rp.5.742.873.000,00 dan realisasi anggaran
sebesar Rp.5.638.227.266.,24 atau 98,18%.
Kegiatan Pengadaan Sarana Peningkatan
Mutu Pendidikan SD

Merupakan kegiatan yang khusus untuk
melaksanakan kegiatan Dana alokasi khusus
Fisik bidang SD. Kegiatan Pengadaan Sarana
Peningkatan Mutu Pendidikan SD ini di didukung
dengan dana dari APBD sebesar
Rp.3.327.344.000,00 dan realisasi anggaran
sebesar Rp.3.206.771.900,00 atau 96,38%.
Kegiatan Pengembangan kompetensi siswa
pendidikan SD

Kegiatan Pengembangan kompetensi
siswa pendidikan SD ini di didukung dengan
dana dari APBD sebesar Rp.2.168.567.500,00
dan realisasi anggaran sebesar
Rp.1.531.150.190,00 atau 70,61%.

m) Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dasar

SD/MI

Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan
dasar SD/MI ini di didukung dengan dana dari
APBD sebesar Rp.27.217.689.000,00 dan
realisasi anggaran sebesar
Rp.26.216.364.000,00 atau 96,32%.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Siswa

Kegiatan ini di didukung dengan dana dari
APBD sebesar Rp.4.850.000,00 dan realisasi
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p)

q)

anggaran sebesar Rp.1.575.000,00 atau
32,47%.
Kegiatan Pengembangan Kurikulum, bahan
ajar dan model pembelajaran pendidikan
SMP

Kegiatan  Pengembangan  Kurikulum,
bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan
SMP ini di didukung dengan dana dari APBD
sebesar Rp.145.500.000,00 dan realisasi
anggaran sebesar Rp.133.820.000,00 atau
91,97%.
Kegiatan Pengadaan Sarana Peningkatan
Mutu Pendidikan SMP

Merupakan kegiatan yang khusus untuk
melaksanakan kegiatan Dana alokasi khusus
Fisik bidang SMP. Kegiatan Pengadaan Sarana
Peningkatan Mutu Pendidikan SMP ini di
didukung dengan dana dari APBD sebesar
Rp.2.638.860.000,00 dan realisasi anggaran
sebesar Rp.2.519.535.000,00 atau 95,48%.
Kegiatan Monitoring dan evaluasi dan
Pelaporan BOS

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang
dilaksanakan ialah melaksanakan monitoring
dan evaluasi penggunaan dan peleporan dana
BOS tahun 2019. Disamping itu juga
pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan ke
sekolah tentang penggunaaan dana BOS agar
sesuai dengan juknis yang berlaku.Kegiatan
Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan BOS ini

di didukung dengan dana dari APBD sebesar
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Rp.104.700.000,00 dan
sebesar Rp.93.200.000,00 atau 89,02%.

realisasi

Tabel 3.1 Kondisi Pendidikan Dasar Tahun 2019

anggaran

No Nama Jumlah Jumlah Guru
" | Lembaga | Negeri | Swasta Siswa | Jumlah | Sertifikasi %
1 SD 281 82 75.099 5.007 2.507 49,37
2 MI 3 29 6.195 450 136 42,63
3 SMP 47 45 31.552 2.399 1.612 67,59
4 MTs 9 15 8.026 693 436 56,26

Sumber: Disdikpora, 2019

Untuk peningkatan prasarana Pendidikan
SMP baik Negeri
dilaksanakan Pembangunan / Rehabilitasi ruang

maupun Swasta telah

kelas yang anggarannya bersumber dari Dana

APBN ( Bantuan Pemerintah/Blockgrand, Dana

Alokasi Khusus/DAK ) dan APBD Kabupaten

Bantul dengan rincian sebagai berikut :

a) Pembangunan ruang kelas sebanyak 9
ruang termasuk ruang perpustakaan dan
ruang kelas inklusi untuk 8 SMP ( 6
Sekolah Swasta dan 2 Sekolah Negeri ).

b) Rehabilitasi/perbaikan kelas

sebanyak 44 ruang untuk 15 SMP ( 14

SMP Negeri dan 1 Sekolah Swasta ), yang

ruang

dilaksanakan secara kontraktual sebanyak
4 Sekolah ( 8
dilaksanakan secara swakelola sebanyak
11 Sekolah ( 36 ruang ).

Untuk peningkatan Sarana Pendidikan

ruang ) dan yang

SMP telah dilaksanakan pengadaan Sarana

Pendukung untuk meningkatkan mutu standar

layanan UNBK dan pembelajaran dengan :
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a) Pengadaan media pendidikan sebanyak
28 paket untuk 18 SMP Negeri terdiri 2
laptop dan 2 LCD.

b) Pengadaan komputer untuk mendukung

UNBK sebanyak 24 paket untuk 24 SMP
Negeri ( 22 komputer dan 1 server)

Untuk mengetahui keberhasilan program wajib
belajar sembilan tahun, dapat dilihat dari indikator
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi
Murni (APM). APK menunjukkan perbandingan antara
jumlah siswa dengan jumlah penduduk pada usia
sekolah (usia 7-12 tahun), sedangkan APM adalah
perbandingan jumlah siswa SD/MI usia 7-12 tahun
dengan jumlah seluruh penduduk usia 7-12 tahun.
Realisasi APK SD/MI tahun 2019 sebesar 98,45%,
menunjukan adanya kenaikan sebesar 0,25% dari
capaian tahun 2019 sebesar 98.20%. APK SMP/MTs
tahun 2019 sebesar 97.83%.

Realisasi APM SD/MI pada tahun 2019 adalah
89.55%, adapun APM SMP/MTs tahun 2019 adalah
77.33%. Capaian APM seperti di atas bukan berarti
bahwa anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15
tahun banyak yang tidak bersekolah, akan tetapi
dimungkinkan dari kelompok umur tersebut
bersekolah di luar Kabupaten Bantul dan atau sudah

masuk di jenjang sekolah yang lebih tinggi.

Tingkat kelulusan jenjang SD/MI dam SMP/MTs
tahun 2019 mencapai 100%, sesuai dengan target
yang dicanangkan pada tahun 2019. Dalam kaitannya

dengan angka putus sekolah, segala upaya telah
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4)

dilakukan untuk meniadakan anak putus sekolah.
Angka putus sekolah pada tahun 2019 untuk jenjang
SD/MI sebesar 0,004% dan jenjang SMP/MTs tahun
2019 sebesar 0,02%.

Program Pendidikan Non Formal
Program pendidikan non formal didukung dana
APBD sebesar Rp1.481.470.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp1.378.745.800,00 atau 93,07%
dilaksanakan melalui empat kegiatan. Dari anggaran
tersebut tidak maksimal diserap karena pada triwulan
ketiga Tahun 2019 Pemerintah Pusat memberikan
BOP bagi Satuan Pendidikan non formal yang
menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Hal
tersebut mengakibatkan anggaran yang ada di APBD
tidak dapat direalisasikan karena akan terjadi
penganggaran ganda ketika belanja di pendidikan non
formal dibiayai dari APBD dan APBN.
a) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Non
Formal
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan
Non Formal meruapakan kegiatan
peyelenggaraan kegiatan-kegiatan pada
lemabaga non formal seperti PKBM untuk
menyelenggarakaan pendidikan kejar Paket A,
B dan C, kegiatan ini didukung dengan dana dari
APBD sebesar Rp.1.009.915.000,00 dan
realisasi anggaran sebesar Rp.961.570.800,00
atau 95,21%.

b) Kegiatan Pengembangan Pendidikan Non
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Kegiatan Pengembangan Pendidikan Non
Formal ini didukung dengan dana dari APBD
sebesar Rp.282.520.000,00 dan realisasi
anggaran sebesar Rp.252.335.000,00 atau
89,32%.

c) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Non
Formal Paket A dan B

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan
Non Formal Paket A dan B ini didukung dengan
dana dari APBD sebesar Rp.122.655.000,00
dan realisasi anggaran sebesar
Rp.99.280.000,00 atau 80,94%.

d) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan
Paket C setara SMU
Merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan
kejar Paket C setara SMU, untuk mendudukung
fasilitas dalam penyelenggaraan.

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan
Paket C setara SMU ini didukung dengan dana
dari APBD sebesar Rp.66.380.000,00 dan
realisasi anggaran sebesar Rp.65.560.000,00
atau 98,76%.

Adapun data pendidikan non formal dapat dilihat pada
Tabel berikut:.

Tabel 3.2 Kondisi Data Lembaga PNF Tahun 2019

No Nama Lembaga Jumiah Jumlah Warga Jumlah
: Lembaga Belajar Tutor

1 | SKB 1 170 Z

2 | PKBM 33 5570 518
3 | LKP 62 2272 182
4 | TBM 35 1.768 35
5 Rumpin 2 12 6

6 Homechooling 2 25 10

Sumber: Disdikpora, 2019
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e) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Pusat Kegiatan
(PKBM) merupakan PKBM adalah satuan

pendidikan nonformal yang menyelenggarakan

Belajar Masyarakat

berbagai kegiatan belajar sesuai dengan

kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari,

oleh, dan untuk masyarakat.

Tabel 3.3 Data Program Kesetaraan Tahun 2019

Jumlah Warga Belajar

No. Nama Program L P Jumlah
1 Paket A 178 377 555
2 Paket B 203 372 575
3 Paket C 679 761 1.440

Sumber: Disdikpora, 2019

Hasil Ujian Nasional
(UNPK) tahun 2018 baik paket B dan C serta ujian

sekolah paket A penentuan kelulusan dilaksanakan

Program Kesetaraan

oleh lembaga masing-masing. Pada Tahun Ajaran
2018/2019, untuk Kejar Paket B dan Kejar Paket C
dilaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer
(UNBK). Adapun hasil UNBK disajikan pada Tabel

berikut:

Tabel 3.4 Hasil Ujian Nasional Program Kesehatan Tahun 2019

Program Ll Lulus EEm % Kelulusan
Peserta lulus
Paket A 293 267 26 91,12
Paket B 754 648 106 90,71
Paket C 680 557 123 81,91
Sumber: Disdikpora, 2019
f) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Berdasarkan Peraturan Menteri
Pendidikan dan  Kebudayaan  Republik

Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang

az

Tl
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9)

h)

Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, LKP

dapat menyelenggarakan program:

(1) Pendidikan kecakapan hidup;

(2) Pendidikan kepemudaan,;

(3) Pendidikan pemberdayaan perempuan;

(4) Pendidikan ketrampilan kerja;

(5) Bimbingan belajar.

(6) pendidikan nonformal lain yang diperlukan
masyarakat.

Kelompok belajar yang didirikan dapat

menyelenggarakan program:

(1) pendidikan keaksaraan;

(2) pendidikan kecakapan hidup;

(3) pendidikan pemberdayaan perempuan;

(4) pengembangan budaya baca; dan/atau

(5) pendidikan nonformal lain yang diperlukan
masyarakat.

Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

TBM sebagai medium pengembangan
budaya baca merupakan tempat mengakses
berbagai bahan bacaan seperti buku pelajaran,
buku keterampilan praktis, buku pengetahuan,
buku keagamaan, buku hiburan, karya-karya
sastra serta bahan bacaan lainnya yang sesuai
dengan kondisi obyektif dan kebutuhan
masyarakat sekitar dan minat baca yang baik
aksaran baru, peserta didik jalur pendidikan
formal dan non-formal (warga belajar), dan

masyarakat umum tanpa batas usia.
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Rumah Pintar

Di Bantul terdapat dua rumah pintar yaitu
rumah pintar “Luru Illmu” di Kecamatan
Bambanglipuro dan rumah pintar “Pijoengan” di
Kecamatan Piyungan. Rumpin “Pijoengan”
pernah mendapat penghargaan sebagai Rumpin
terbaik di  Indonesia dalam  kategori
pengembangan sentra. Sentra unggulan
Rumpin adalah pertanian dan ketrampilan
produktif dengan ikon “Sejengkal Lahan Seluas
Harapan”, rumah pintar menumbuhkan kembali
minat warga dalam bidang pertanian sayuran

organik dimulai dari pekarangan warga.

Homeschooling

Sekolah rumah (homeschooling) diatur
dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 129
Tahun 2014 tentang Sekolah rumah. Sekolah
rumah adalah proses layanan pendidikan yang
secara sadar dan terencana dilakukan oleh
orangtua/keluarga di rumah atau tempat-tempat
lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan
komunitas dimana proses pembelajaran dapat
berlangsung dalam suasana yang kondusif
dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik
yang unik dapat berkembang secara maksimal.

Hasil pendidikan Sekolah rumah diakui
sama dengan pendidikan formal dan nonformal
setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan

standar nasional pendidikan.
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5)

6)

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

Program ini berisi kegiatan-kegiatan yang
mencakup peningkatan kompetensi guru,
kesejahteraan GTT/PPT, pengembangan tenaga
pendidik dan kependidikan, sekaligus mencakup
kelembagaan.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan anggaran
Rp48.374.377.700,00 dengan realisasi sebesar
Rp46.270.711.500,00 atau 95,65% dilaksanakan
melalui tiga kegiatan, sebagai berikut:

a) Kegiatan Evaluasi standar pelayanan minimal

b) Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga
pendidik dan kependidikan

c) Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan

Manajemen Pelayanan Pendidikan

Maksud dan tujaun Program manajemen
pelayanan pendidikan dilaksanakan dalam rangka
memberikan informasi secara lengkap tentang
penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bantul.
Program manajemen pelayanan pendidikan didukung
dana APBD sebesar Rp739.675.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp646.718.747,85 atau 87,43%.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program

ini antara lain:

a) Penerapan sistem dan informasi manajemen
pendidikan
Kegiatan dalam rangka mendukung

penerapan teknologi informasi dalam bindang
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b)

pendidikan, baik berupa pengadaan dan
pengembangan yang disesuaikan dengan
kebutuhan.

Kegiatan Penerapan sistem dan informasi
manajemen pendidikan dengan dana APBD
sebesar Rp169.400.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp131.500.000,00 atau 77,63%.
Penyusunan kalender pendidikan dan
penerimaan peserta didik baru

Kegiatan PPDB berpedoman pada
peraturan gubernur dan peraturan bupati
tentang PPDB. Kegiatan penerimaan peserta
didik baru sistem Real Time Online (RTO)
bertujuan memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya kepada setiap warga negara
agar memperoleh layanan proses penerimaan
peserta didik baru dengan cepat, transparan,
efektif, efisien, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Kegiatan Penyusunan kalender pendidikan
dan penerimaan peserta didik baru dengan dana
APBD sebesar Rp438.000.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp406.893.747,85 atau
92,90%.

Pembinaan dan Operasional Dewan
Pendidikan

Kegiatan Operasional Dewan Pendidikan
Kabupaten bantul, merupakan koordinasi dewan
pendidikan di tingkat kabupaten, untuk
mewadahi dewan sekolah pada tingkat sekolah,
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d)

sebagai wujud amanah permendikbud sebagai
salah satu pilar pendidikan.

Kegiatan ini di didukung dengan dana dari
APBD sebesar Rp.76.650.000,00 dan realisasi
anggaran sebesar Rp.53.975.000,00 atau
70,42%.

Penanaman iman tagwa dan akhlak mulia
Kegiatan Penanaman iman tagwa dan
akhlak mulia dengan dana APBD sebesar
Rp43.750.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp42.475.000,00 atau 97,09%. Kegiatan yang
dilaksanakan meliputi : Kegiatan yang
dilaksanakan meliputi : penyusunan 5 (lima)
judul buku pegangan bagi guru PAUD oleh 10
(sepuluh) orang pengawas dengan masing-
masing judul buku dicetak sejumlah 200
eksemplar. Buku tersebut akan didistribusikan
kepada lembaga PAUD yang yang ada di 17
Kecamatan.
Peningkatan pelayanan pendidikan inklusi.
Kegiatan Peningkatan pelayanan
pendidikan inklusi dengan dana APBD sebesar
Rp11.875.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp11.875.000,00 atau 100%. Kegiatan yang
dilaksanakan berupa workshop bagi 70 (tujuh
puluh) pengelola lembaga PAUD se Kabupaten
Bantul yang dilaksanakan pada tanggal 3
Desember 2019.
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Program Peningkatan Nilai Akademik

Program Peningkatan Nilai Akademik
merupakan program inovasi bidang pendidikan,
dengan adanya program ini diharapkan mampu
meningkatkan hasil Nilai akademik peserta didik di
lingkungan sekolah Kabupaten Bantul.. Program ini
didukung dana APBD sebesar Rp3.512.475.000,00
dengan realisasi sebesar Rp3.388.056.400,00 atau
96.46%.

Program ini didukung dengan 3 kegiatan yang

meliputi :

a) Penambahan Pelajaran
Kegiatan Penambahan Pelajaran dengan
dana APBD sebesar Rp2.775.375.000,00
dengan realisasi sebesar Rp2.722.045.000,00
atau 98.08%. Kegiatan yang dilaksanakan
meliputi :
(1) Pemberian insentif pada guru yang
memberi tambahan jam pelajaran.
(2) Operasional Tambahan jam Mengajar.
b) Peningkatan Metode Pengajaran
Kegiatan Peningkatan Metode Pengajaran
dengan dana APBD sebesar Rp711.900.000,00
dengan realisasi sebesar Rp644.061.400,00.
c) Peningkatan Peran Orang tua
Kegiatan ini dilaksanakan  meliputi
sosialisasi kepada komite sekolah dan
perwakilan orang tua wali siswa, dengan tujuan
orangtua/wali mengetahui tentang kegiatan

siswa baik jadwal pelajaran, materi belajar dan
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d)

f)

waktu-waktu ujian kompetensi agar
orangtua/wali juga mengawasi siswa diluar jam
sekolah. Kegiatan Peningkatan Peran Orang tua
dengan dana APBD sebesar Rp25.200.000,00
dengan realisasi sebesar Rp21.950.000,00 atau
87,10%.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan
nilai akademik hasil UN SMP dengan cara
melaksanakan tiga pilar yaitu :

Pendampingan orang tua;

Dilakukan dengan memberikan
pemahaman atau sosialisasi ke pada perwakilan
wali siswa, untuk mendampingi proses belajar
anaknya di rumah masing-masing.

Tambahan jam belajar dan try out;

Penambahan jam belajar dilakukan
disekolah masing-masing yang dilakukan guru-
guru pengampu di luar jam belajar sekolah.
Disamping itu dilaksanakan try out untuk melatih
siswa mengerjakan soal-soal yang di ujikan.
Pendampingan khusus bagi siswa yang nilai
akademiknya di bawah rata-rata sekolah.

Pendampingan khusus dilaksanakan bagi
siswa yang nilainya di bawah rata-rata atau nilai
50 ke bawah. Kegiatan ini dilaksakan oleh guru
di sekolah masing-masing di luar jam belajar

sekolah.

C. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan

pendidikan dan solusinya disajikan pada Tabel berikut:
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Tabel 3.5 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Pendidikan

Permasalahan

Solusi

Masih banyak SD yang belum
memiliki ruang perpustakaan yang
memenuhi SPM

Dilaksanakan pembangunan
ruang/gedung perpustakan secara
bertahap.

Masih kurangnya penilik PAUD,
Penilik LKP dan Penilik PKBM

Penambahan penilik PAUD, Penilik LKP
dan Penilik PKBM

Perlu peningkatan Kesejahteraan
bagi GTT dan PTT

Diupayakan penambahan insentif secara
bertahap.

Masih kurangnya partisipasi warga
dalam penyelenggaran Pendidikan
Non Formal

Dibutuhkan peran aktif dari semua pihak
untuk memberikan motivasi agar warga
belajar memiliki kesadaran untuk belajar
secara aktif di PKBM masing-masing

Sumber: Disdikpora, 2019
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2. KESEHATAN
Pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan di
Kabupaten Bantul diuraikan dalam berbagai program dan
kegiatan. Program dalam urusan kesehatan selama tahun 2019

adalah sebagai berikut:

a. Program dan Kegiatan
1) Program Obat dan perbekalan kesehatan;
a) Kegiatan Pengadaan obat dan peningkatan layanan
farmasi
2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
a) Kegiatan Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
b) Kegiatan Peningkatan kesehatan masyarakat
c) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
d) Kegiatan Perijinan dan pengawasan praktek tenaga
dan sarana kesehatan
e) Kegiatan Pelaksanaan BLUD di Puskesmas
f) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas
g) Kegiatan Operasional Rumah Sakit
3) Program Pengawasan Obat dan Makanan;
a) Kegiatan Peningkatan pemberdayaan
konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat;
a) Kegiatan Promosi Kesehatan
b) Kegiatan Pemberdayaan masyarakat sehat
5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
a) Kegiatan Peningkatan status gizi
6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
a) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan
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7)

8)

9)

10)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular;

a) Kegiatan Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

b) Kegiatan Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular

c) Kegiatan Peningkatan survellance Epidemiologi dan
penanggulangan wabah

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;

a) Kegiatan Evaluasi dan pengembangan standar
pelayanan kesehatan

b) Kegiatan Pembangunan dan pemutakhiran data
dasar standar pelayanan kesehatan

c) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

a) Kegiatan Pelayanan Jamkesda pada UPT
Jamkesda

Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan

jaringannya;

a) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana
puskesmas

b) Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan

c) Kegiatan Pembangunan, Perluasan, dan Rehab

Puskesmas, Pustu dan Jaringannya

11)Program  Kemitraan  Peningkatan  Pelayanan

Kesehatan;
a) Kegiatan Pendampingan Jamkesda

b) Kegiatan Kemitraan pelayanan kesehatan

12)Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

Balita;

a) Kegiatan Pelayanan kesehatan anak dan Balita
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13)Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;
a) Kegiatan Pelayanan kesehatan Lansia
14)Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak;
a) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
15)Program Peningkatan Pencegahan Penyakit tidak
Menular;
a) Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan

penyakit tidak menular

b. Realisasi Pelaksanaan Program
Realisasi Pelaksanaan program dan Kegiatan urusan
Kesehatan pada Dinas Kesehtaan Kabupaten bantul Tahun
2019 adalah sebagai berikut :

1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Maksud dan tujuan dari program ini adalah meningkatnya
ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan. Program Obat
dan Perbekalan Kesehatan didukung dengan kegiatan:

a) Pengadaan Obat dan Peningkatan Layanan Farmasi
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat dan layanan
kefarmasian. Kegiatan ini didukung dana dari APBD
dan DAK sebesar Rp. 6.159.511.021,-. Anggaran ini
dipergunakan untuk pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan. Realisasi keuangan tahun 2019 adalah
sebesar Rp. 6.145.191.659 atau sebesar 99.77 %. Sub
Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan obat
pelayanan kesehatan dasar obat program reagensia
DAK sebanyak 75 item, pengadaan obat pelayanan
kesehatan dasar obat program reagensia DAU

sebanyak 8 item, pengadaan obat emergency

\‘, IIT - 88

)




LKP.J BUPATI BANTUL AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

sebanyak 10 item, pengadaan obat yankes DBHCHT
sebanyak 64 item, pengadaan palet obat sebanyak 224
unit, pengadaan BMHP DAK sebanyak 22 item,
pengadaan rak obat sebanyak 224 palet position,
distribusi obat ke 27 Puskesmas. Ketersediaan obat
semakin meningkat, ditandai dengan kualitas,
kuantitas, dan jenis obat yang semakin beragam.
Indikator penggunaan obat yang tepat bagi pasien

adalah Penggunaan Obat Rasional (POR).

2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Maksud dan tujuan dari program ini adalah meningkatkan
pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat. Dilaksanakan dengan
Pagu Anggaran sebesar Rp84.870.200.237,-.dengan realisasi
Rp81.202.262.892,- atau (95,67%). Program ini di laksanakan
melalui beberapa kegiatan antara lain :
a) Pemeliharaan dan pemulihan Kesehatan

Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan
kesehatan mempunyai maksud dan tujuan untuk
Peningkatan pelayanan kesehatan dasar.

Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar
Rp726.538.375,- yang bersumber dari DAK dan
APBD. Dari anggaran tersebut realisasi yang dapat di
capai pada tahun 2019 adalah  sebesar
Rp.723.920.090,- atau sekitar 99,65 %.

(1) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini

adalah Meningkatkan kesehatan masyarakat.
Kegiatan ini di dukung dengan pagu anggaran
Rp.1.463.690.000,- Capaian realisasi di tahun
2019 sebesar Rp. 1.283.476.913 atau sekitar

87.69 %.
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(2)

3

Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah
Pekan ASI Sedunia (PAS). Untuk tahun 2019,
pelaksanaan Pekan ASI Sedunia yang di peringati
pada pekan pertama setiap bulan Agustus
mengambil tema “Ayah dan Ibu kunci
Keberhasilan  Menyusui’, dimana dengan
peringatan PAS diharapkan semakin banyak
masyarakat yang memahami pentingnya

pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan
Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah
tercapainya target pengelolaan keuangan dan
kepegawaian serta terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan keuangan. Anggaran
kegiatan ini berasal dari anggaran APBD sebesar
Rp. 106.500.000,-dengan realisasi sebesar Rp.
94.240.679,- atau sekitar 88.48%. Sub Kegiatan
yang dilaksanakan adalah: pembayaran sewa
lahan PMI dan workshop dalam rangka
monitoring , evaluasi dan pelaporan program

upaya Kesehatan masyarakat

Kegiatan Perijinan dan pengawasan Praktek
Tenaga dan Sarana Kesehatan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah
meningkatnya perijinan dan pengawasan praktek
tenaga dan sarana kesehatan. Kegiatan ini
menggunakan dana sebesar Rp116.391.300,-
dengan realisasi sebesar Rp.116.266.300 atau
sekitar 99,89%.
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(4) Kegiatan Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskemas
Kegiatan ini mempunyai maksud dan
tujuan yaitu peningkatan kesehatan masyarakat.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh 27 Puskesmas
yang tersebar di kabupaten Bantul. Adapun total
pagu anggaran sebesar Rp.19.386.892.416 dan
terealisasi sebesar Rp.19.057.623.688 atau
sebesar 98,30%.

Tabel 3.6 Kegiatan Inovasi Puskesmas Dalam Rangka Upaya Kesehatan
Masyarakat (Ukm) Tahun 2019

No. Puskesmas Nama Inovasi

1 Pandak | Senam Mobile Srikandi, Klinik MESRA (Menuju Keluarga
Sehat Sejahtera), Mas Gundul Nyekungkung (Masyarakat
Gunting Peduli dan Nyengkuyung Kasus Bebas Pasung),
Gunting Sate (Dusun Gunting Sadar Tensi)

2 Sanden Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan
Akupresur (PASMANTAP), Pendampingan Difabel Pada
Sekolah Luar Biasa (EMPING DESA), Skrining Fleksibilitas,
Keseimbangan, Kekuatan Otot, Hambatan Aktifitas Sehari-
hari Dan Kebugaran (SIMBAH BUGAR),

Bumil Risti Sanden (BUTISTA), Pemasangan Stiker ANC
Terpadu Bumil Pada Buku KIA (MASTRI ANTER BUMIL),
Juru Pemantau Batuk (JUMANTUK)

3 Banguntapan | GERDU BATUK : Gerakan Terpadu Bantu Penderita
Tuberculosa
4 Imogiri | GEBRAK PTM (Gerakan Bersama Rangkul Penyakit tidak

menular ), SAPA PTM (Screening Awal Pada Penyakit Tidak
Menular), TUMAN TENSI ( Kartu Pemantauan Hipertensi)
dan Tuman Gendis ( Kartu Pemantauan DM), IMAS PAKE
MAS ( Integrated Management Schedule
UpayaKesehatanMasyarakat )

PILKUAT (Penyuluhan Imunisasi dasar Lengkap dan
booster KUdu AkuraT), SIDIYAN CERDAS (Sweeping
Imunisasi dasar lengkap dan booster DI posYANdu agar
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anak sehat dan CERDAS), AKU DI DESA SAJA (AYO
KUATKAN UPAYA DENGAN INOVASI DESA SIAGA
SEHAT JIWA), ELING JIWA (Injeksi Keliling Pasien Jiwa),
WAMIL SEKSI (grup WhatsApp ibu haMIL SEKalurahan di
puskesmas imogiri Siji), SOMAT GEMBIL (ANC SOre di hari
JUMAT kaGEM iBu haMIL), PESTA BUTIK (PEnempelan
Stiker TAnda iBU hamil risTI di buku Kia), DEDI
TUPERWARE (DEteksi DIni TUmbuh kembang anak di
Posyandu agar balita gEneRasi WARga imogiRi sEhat dan
tumbuh kembang maksimal, PEKA SIGIMAS
(Pembentukan Kader Orang Tua Siswa Dalam Kegiatan
Sikat Gigi Mandiri Di Rumah Dan Sekolah)

Pleret

MAS DULIMUN TUKU GENSET (Forum masyarakat Peduli
Imunisasi untuk Generasi Sehat)

Sedayu |

Gerakan Terpadu Tangkis TB, GAMET MISTERI-
Penggalangan Komitmen Suami Istri dalam Perencanaan
KB Paska Salin, TANTE SOSIALITA (Pemanfaatan Taman
Obat Keluarga, Solusi Sehat Alami untuk Kita)

Srandakan

GERMAS LEWAT PANTAI, Kentong Lemut, Posyandu
Remaja, Rekan DuliT, Caten Terpadu, Gasbinsun
(Gerakaan Binaan Dusun)

Pundong

Emping Desa, Simbah Bugar, Tabur Gizi

Bambanglipuro

Teman TB, Tresno Rogo, Sate Kuda Plus, Geliat Jiwa,
Pengelolaan Terpadu Hipertensi, Penanggulangan Bumil
KEK Terpadu

10

Banguntapan Il

Sana Sini (sehatkan anak sehak Dini), Sapha Lansia
(satu atap Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia)

11

Banguntapan I

SI-KEPO "BANGGA" (Sistem Informasi - Keterangan
Presensi Online "Banguntapan I11")

12

Bantul |

DUSAJI (Dusun Sehat Jiwa), TENDA TENSI

13

Bantul Il

Kiper Tensi (Kelompok Kendali Hipertensi), Nona Nolly (No-
Narkoba, No-Bullying), Desaku Resik (Desa Siaga Aktif
Kurangi Resiko AKI/Angka Kematian Ibu) Gemar (Generasi
Muda Anti Rokok), Peran Ibu Aktif Jaman Now

14

Dlingo |

Keladi, Kedapi, Wasemar (What app Mesem Marem)

15

Dlingo Il

Tiwul Gatot (tingkatkan kualitas dan gaya hidup sehat
secara total), Emping Jamil (pendampingan Remaja pada
Ibu Hamil)

16

Imogiri I

Jalan Bemo

17

Jetis |

Geliat Barongan (Gerakan Peduli Sehat), Sindu Asih
(Sindet Peduli Kesehatan dan Kebersihan), Kalapeka
(Kelas Lansia Peduli Kesehatan), Paguhati (Paguyuban
Kuliner Sehat dan Peduli), Kepak Paud (Kelompok Peduli
Kesehatan Anak Paud), Rehat Manis (Remaja Sehat SMA
Jetis), Gropyok TB (gerakan jaring dan Obat TB), si JUJU
(siswa Jumantik Junior)
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18 Jetis Il Garpu salad, Redakssi, Duta Bagiku, Kuda Jingkrak,,
Tebar Kasebar, Layanan Gemas Bersama Punggawa

19 Kasihan | Kekep Ibu
Diskogalaksi

20 Kasihan I Gelimas Jiwo, Budiman Dasi Merah, Pepes Batuk

21 Kretek Sapu Lidi (Pasukan Anak Peduli Kepada Penanggulanan

Dbd Mandiri), Pantai Pasetan (Pantau Tensi Pada Setiap
Kegiatan), Makan lkan Seceting (Makan Ikan Segar Cegah
Stunting), Sunda Kelapa (Dusun Sadar Kepada
Pengendalian Hiv Aids)

22 Pajangan Bunga Kertas (Bantu Penanganan Korban Kekerasan
Rumah Tangga), Butik Bela (Bunda Sehat Cantik Besarkan
Bayi Balita), Catin Cetar (Calon Pengantin Cerdas Dan
Pintar Dikhususkan Pada Kelas Pengantin), Ingkung
Seniman (Ingat Dukung Sekolah Sehat Kini Dan
Selamanya), Jawara Gaul (Jaga Jiwa Raga Warga Binaan
Rutan Bantul), Kleting Kuning (Kelola Dan Tingkatkan Gizi
Untuk Kurangi Stunting), Pelangi Batik (Pelayanan Gigi
Balita Untuk Senyum Cantik), Raja Ampuh (Rawat
Gangguan Jiwa Sampai Sembuh), Sajam Gurantik (Satu
Jam Dalam Seminggu Berantas Jentik Nyamuk), Sambung
Rasa (Sarana Hubungan Dengan Masyarakat)

23 Pandak Il Si Pasta Gold (system pemantauan status gigi dan mulut

oleh Kader), Pandu Pesat Mobile, Peka Tensi

24 Piyungan Gertak Chinta (Gerakan Serentak Cegah Hipertensi Kita)
25 Sedayu I Akrabi Tensi, Germas Pak Camat
26 Sewon | Pojok Sate ( Pojok Sadar PTM), Lapet Madu (Kelola

Penyakit Tidak Menular dengan Posbindu), CETOT TB
(cegah temukan obati dan tuntaskan TB), Intip Gula Jawa
(Intervensi PIS PK Guna Kelola Jasmani dan Jiwa), Gerdu
Kuning (Gerakan Terpadu Kegiatan Penanggulan Stunting)

27 Sewon |l Pemberdayaan Terpadu Kesehatan

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2019

(5) Kegiatan Pelaksanaan BLUD Puskesmas

Kegiatan BLUD merupakan salah satu
kegiatan Program Upaya Kesehatan
Masyarakat untuk melaksanakan pelayanan

kesehatan di 27 Puskesmas yang
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pembiayaannya di peroleh dari pendapatan
Puskesmas. Pelaksanaan BLUD Puskesmas
ini dilaksanakan di 27 Puskesmas di
Kabupaten Bantul, dimana 16 Puskesmas
diantaranya dilengkapi dengan pelayanan
rawat inap selain pelayanan rawat jalan.
Seluruh puskesmas di Kabupaten Bantul
sudah berstatus BLUD (Badan Layanan Umum
Daerah) penuh sejak Tanggal 2 Januari 2016,
sehingga pengelolaan keuangan lebih fleksibel
sehingga dapat mengikuti kebutuhan dan
kecepatan dalam memberikan pelayanan
kesehatan pada masyarakat. Kegiatan ini
didukung dana sebesar Rp61.428.688.146,-
yang dilaksanakan oleh  masing-maing
puskesmas. Adapun Anggaran dan realisasi
masing-masing Puskesmas beserta realisasi di

sajikan pada tabel dibawah ini

(6) Operasional Rumah Sakit

Kegiatan ini mempunyai maksud dan
tujuan unutk peningkatan kesehatan rujukan.
Pelaksanaan kegiatan di dukung oleh Pagu
Anggaran sebesar Rp1.641.500.000,- dengan
realisasi sebesar Rpl.584.281.954,- atau
sekitar  96.51%. Sub Kegiatan yang
dilaksanakan adalah pengadaan alat-alat
kedokteran umum dan belanja bahan medis

(obat-obatan) habis pakai.
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3) Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program ini mempunyai maksud dan tujuan untuk
Meningkatkan pengawasan obat dan makanan. Di dukung
anggaran APBD sebesar Rp185.000.000,-.Capaian
realisasi dari kegiatan tersebut sebesar Rp178.951.500,-
atau 96.73 %. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka
mendukung program tersebut adalah :
1) Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/
Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan.
Sub Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
(@) Penyuluhan Keamanan Pangan Industri Rumah
Tangga (PKP-IRT)
Penyuluhan Keamanan Pangan Industri
Rumah Tangga Pangan (PKP-IRT) dilaksanakan
dengan menyelenggarakan Pertemuan PKP-IRT
sebanyak 6 kali/angkatan dengan pesertaa
sebnyak 50 orang/angkatan. Output dari
penyelenggaraan PKP-IRT 6 angkatan adalah
sebanyak 300 orang mendapatkan Sertifikat PKP-
IRT yang dapat digunkan untuk mengurus Sertifikat
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-
IRT).

(b) Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga (PP-IRT) bagi pelaku usaha Industri
Rumah Tangga Pangan

Proses sertifikasi PP-IRT dilaksanakan dari
survei lokasi ke Industri Rumah Tangga Pangan
(IRTP) yang mengajukan permohonan Sertifikat
PP-IRT. Sebanyak 250 wunit IRTP berhasil

memperoleh Rekomendasi Penerbitan Sertifikat
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PP-IRT yang dapat digunakan untuk memproses
Sertifikat PP-IRT melalui Apliaksi Online Singel
Submission di DPMPT Bantul.

(c) Review dan Evaluasi Kegiatan PKP-IRT.

Review dan Evaluasi Kegiatan PKP-IRT
dikemas melalui pertemuan yang diikuti oleh
pelaku usaha IRTP di Bantul yang telah
bersertifikat PP-IRT. Sebanyak 70 orang pelaku
usaha IRTP mengikuti acara ini. Dengan
dilaksanakannya kegiatan ini dapat dipantau
konsistensi pelaku usaha IRTP terhadap SPP-IRT
yang telah diperolehnya. Selain itu juga dapat
dijaring usulan/masukan terkait dengan perbaikan
layanan pada IRTP di Kabupaten Bantul.

(d) Pengawasan makanan dan minuman dalam
rangka kesiapsiagaan hari raya 2 kali, pemeriksaan
sampel makan dan minuman, cetak leaflet

kemanan pangan.

4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS) dalam kehidupan sehari-hari. Penyelenggaraan
Program promosi kesehatan dengan didukung oleh
anggaran  APBD sebesar Rp.1.950.450.000,-dengan
realisasi anggaran sebesar Rp.1.863.743.150 (95.55%).
Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 antara lain:
a) Kegiatan Promosi Kesehatan
Kegiatan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk

mempromosikan kesehatan yang terjadi saat ini
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kepada masyarakat sehingga derajat kesehatan akan
meningkat dan memandirikan masyarakat untuk lebih
bisa menjaga kesehatan Kegiatan ini didukung oleh
anggaran APBD dan DAK sebesar Rp989.075.000,-.
Capaian realisasi sampai dengan bulan Desember
2019 sebesar Rp961.970.650,- atau sebesar 97.26%.

Tabel 3.7 Hasil Capaian Tatanan PHBS Tahun 2016-2019

No. Tatanan 2016 2017 2018 2019
PHBS
1 | Rumah 41,21% 47,14% 50,27% 53%
Tangga
2 | Fasilitas 88,31% 83,82% 83,82% 91,67%
Pelayanan
Kesehatan
3 | Institusi 44,38% 54,77% 54,77% 61%
Pendidikan
4 | Tempat 26,15% 39,15% 39,15% 41,21%
Kerja
5 | Tempat- 63,18% 58,52% 58,52% 59%
tempat
Umum

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2019

(4). Kesehatan Anak Sekolah

Kegiatan pembinaan kesehatan anak sekolah
ini bertujuan untuk mewujudkan tercapainya
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada
warga sekolah. Kegiatan yang menjadi indikator

kinerja Dinas Kesehatan adalah pelaksanaan

kegiatan penjaringan kesehatan siswa baru yang
dilakukan di SD, SMP, dan SMA, dengan
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pelaksana dari Puskesmas dan pihak sekolah.
Hasil penjaringan kesehatan di tingkat SD
mencakup 100% siswa kelas satu setingkat SD,
100% siswa kelas satu setingkat SMP, dan 97,22%
siswa kelas satu setingkat SMA.

b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan mempunyai maksud dan tujuan yaitu
meningkatkan pemberdayaan masyarakat sehat. Di
dukung dengan anggaran APBD  sebesar
Rp.961.375.000,- dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.901.772.500,- atau 93,80%. Kegiatan dilaksanakan
di bidang kesehatan melalui indikator desa siaga. Unit
analisis DB4MK telah diubah dari desa bebas 4
masalah kesehatan menjadi dusun bebas 4 masalah
kesehatan. Hasil penilaian DB4MK tahun 2014-2019
disajikan pada grafik berikut.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Anggaran (Jutaan Rupiah) Dusun

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2019

Grafik 3. 1 Capaian DB4MK di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2019
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5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program ini mempunyai maksud dan tujuan untuk
meningkatkan status gizi masyarakat. Kegiatan yang
dilaksanakan yaitu Peningkatan status gizi yang didukung
pagu anggaran APBD sebesar Rp2.612.157.000,-.dengan
realisasi sebesar Rp2.442.692.850,- atau sebesar 93.51 %.
Anggaran pada program dan kegiatan ini digunakan untuk
untuk meningkatkan status gizi masyarakat,
menanggulangi kasus gizi buruk dan stunting, menekan
angka kesakitan bayi balita, mencegah kematian bayi baru
lahir, mencegah balita stunting dan gizi buruk, serta
memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang
pentingnya gizi seimbang bagi keluarga dan
penanggulangan permasalahan gizi sehingga tercipta

generasi sehat dan berkualitas

Deklaraén-

Pnannnulanga< .

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019

Gambar 3. 1 Deklarasi Penangulangan Stunting di
Kabupaten Bantul tahun 2019
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Pada tahun 2019 status gizi buruk (BB/U) pada Balita
sebesar 0,41% vyaitu sebanyak 199 balita gizi buruk dari
48.502 balita yang diukur. Capaian ini juga sudah
melampaui target DIY sebesar kurang dari 1%. Masih
banyaknya kasus gizi buruk disebabkan oleh beberapa hal
diantaranya kurangnya asupan, pola asuh yang kurang
tepat, sanitasi lingkungan, penyakit infeksi, penyakit
bawaan, riwayat BBLR, dan adanya permasalahan sosial

di dalam keluarga.

6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program ini mempunyai maksud dan tujuan
meningkatkan  Kesehatan Lingkungan Masyarakat.
Kegiatan pada program pengembangan lingkungan sehat
adalah pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan
yang didukung pagu anggaran APBD dan DAK sebesar
Rp3.820.391.000,-. Dengan realisasi sebesar
Rp3.362.083.100,- atau sebesar 88.01 %. Hasil

pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

a) Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM)

STBM merupakan pendekatan dan paradigma
pembangunan sanitasi di Indonesia  yang
mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan
perubahan perilaku. Kegiatan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM), mencakup lima pilar, yaitu Stop
Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci
Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum
Rumah Tangga (PAM RT), pengelolaan sampah rumah
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b)

tangga, dan pengelolaan limbah rumah tangga. Untuk
tahun 2019, Capaian kegiatan adalah desa yang telah
mengimplementasikan 5 (lima) pilar STBM. Dinas
Kesehatan berhasil mempertahankan
penganugerahan STBM berkelanjutan pada tahun

2019.

Kabupaten Sehat

Kegiatan berupa pembinaan lokasi tatanan,
workshop, pembinaan kelompok kerja (Pokja) desa
sehat dan rapat koordinasi antar OPD. Pembinaan
dilakukan untuk mempersiapan lokasi tatanan menuju
verfikasi di tahun 2019.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

menganugerahkan

TANDA PENGHARGAAN
SWASTI SABA WISTARA

kopada :

KABUPATEN BANTUL

Sehat

datam agarakan
A iin 2019 untuk Kinaifikas! Taral Pengombangan

(Kep, Menkes Rl Nomor : HK.01.07/MENKES/664/2019)

Jakarts, 8 November 2019
 MENTERI KESEHATAN,
P i &

TERAWANAGUS PUTRANTO

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun
2019

Gambar 3. 2 Penghargaan Kabupaten Sehat 2019
Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah

pada tahun 2019 Kabupaten Bantul berhasil menerima

Penghargaan Kabupaten Sehat Swasti Saba Wistara

az
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Klasifikasi Pengembangan untuk ketiga kalinya. Ini
merupakan predikat tertinggi dalam penghargaan

kabupaten sehat.

Sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 42
Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Kerja di
Kabupaten Bantul, telah dilakukan pendampingan
upaya kesehatan kerja pada 444 industri rumah tangga
dengan jumlah pekerja 6.241 yang berada di 27
Puskesmas dengan 54 pos UKK. Sejalan dengan
peningkatan pelayanan di  Puskesmas telah
dilaksanakan pembinaan manajemen Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (K-3) di 27 Puskesmas.

Cakupan air bersih pada tahun 2019 sudah
100%. Hal ini menunjukkan bahwa semua masyarakat
Kabupaten Bantul sudah dapat mengakses air bersih,
walaupun akses air bersih ini masih mengalami
kendala dari segi kualitas, kontinuitas, dan kuantitas.
Pada beberapa rumah tangga di Kecamatan Dlingo,
Imogiri, dan Pandak, tidak semua air memenuhi syarat
secara kualitas karena terjadi kesulitan mendapatkan
air pada musim kemarau.

Dalam rangka mendukung pencapaian kualitas
air, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap
kelompok-kelompok pengelola air minum pedesaan
(Pamaskarta). Kegiatan pembinaan berupa pelatihan
Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) dan
workshop peningkatan kualitas air Pamsimas. Kegiatan

diikuti oleh 100 orang dari Pamaskarta.
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7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular bertujuan untuk mengendalikan penularan
penyakit dan menurunkan angka kesakitan karena penyakit
menular. Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit menular ini didukung oleh Anggaran APBD dan
DAK sebesar Rp.918.577.500,- dengan realisasi anggaran
sebesar Rp.774.394.731,- (84,30%) Kegiatan yang

dilaksanakan di program ini meliputi:

a) Penyemprotan /Fogging Sarang Nyamuk

Kegiatan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk
memutuskan mata rantai penularan penyakit
pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah
Dengue (DBD) dan menurunkan angka kematian (Case
Fatality Rate). Kegiatan ini di dukung oleh pagu
anggaran APBD sebesar Rp316.195.000 dengan
realisasi sebesar Rp. 246.629.000 (78,99%).

Angka kesakitan DBD pada tahun 2019 sebesar
151.5 per 100.000 penduduk (1424 kasus) jauh lebih
tinggi dibanding tahun 2018 19.52 per 100.000
penduduk (182 kasus). Pada tahun 2019 terdapat 4
kasus  kematian penderita  DBD, meningkat
dibandingkan tahun 2018 di mana di tahun tersebut tidak
terjadi kasus kematian akibat DBD.

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
merupakan salah satu penyakit infeksi yang ditularkan
melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti yang banyak

ditemukan di daerah tropis dan subtropis di seluruh
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dunia. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi
peningkatan terhadap penyebaran kasus DBD di daerah
urban dan semi urban, sehingga hal tersebut menjadi
perhatian utama kesehatan masyarakat internasional.
DBD pada umumnya menyerang anak-anak < 15 Tahun,
tetapi dalam dekade terakhir ini terlihat adanya

kecenderungan proporsi pada dewasa.

o ® o -

2016 2017 2018 2019

«=@==|R (angka Penemuan)DBD «=@==CFR (angka Kematian)

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2019

Grafik 3. 2 Angka IR DBD dan CFR DBD Tahun 2016-2019

b) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit menular
Kegiatan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk
mencegah dan menanggulangi penyakit menular di
Kabupaten Bantul dengan tolok ukur kinerja
meningkatkan angka bebas jentik, meningkatkan
penemuan kasus HIV dan AIDS, pelayanan kesehatan
orang dengan TBC. Kegiatan ini terdiri dari beberapa
sub kegiatan, dengan didanai oleh anggaran DAK dan
APBD sebesar Rp 602.382.500,-. Realisasi yang dapat
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dicapai selama tahun 2019 sebesar Rp.527.765.731
(87.61 %). Sub Kegiatan yang dilaksanakan antara lain
adalah :

(1) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit menular Tuberkulosis (TB)

Tuberkulosis adalah penyakit saluran nafas
yang disebabkan oleh mycobacterium, yang
berkembang biak di dalam bagian tubuh dimana
terdapat banyak aliran darah dan oksigen. Infeksi
bakteri ini biasanya menyebar melewati pembuluh
darah dan kelenjar getah bening, tetapi secara utama
menyerang paru-paru. Tuberkulosis adalah penyakit
yang paling umum yang dialami oleh masyarakat, hal
ini disebabkan karena masyarakat kurang bisa
menjaga kebersihan yang ada dilingkungannya.
Masalah yang dihadapi terkait penyakit TB adalah
penemuan kasus dan kesembuhan penderita TBC
Adapun grafik penemuan kasus (Case Detection
Rate/DR)) dan Angka Kesembuhan TB (Cure
Rate/CR) dapat dilihat pada grafik berikut :

2015 2016 2017 2018 2019
==@==Angka Penemuan (CDR) Angka Kesembuhan(CR)

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten, 2019

Grafik 3. 3 Angka Penemuan Kasus dan Kesembuhan
TB di Kabupaten Bantul Tahun 2015 — 2019
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(2) Pencegahan dan Penanggulangan

Leptospirosis

Pada tahun 2019 telah ditemukan kasus
leptospirosis sebanyak 92 kasus dengan satu di
antaranya meninggal dunia. Angka kesakitan
leptospirosis pada tahun 2019 adalah 9.79 per
100.000 penduduk, menurun dibandingkan tahun
2018 yaitu 10.5 per 100.000 penduduk (98 kasus
dengan 1 kematian). Upaya-upaya komprehensif
dalam rangka pencegahan dan penanggulangan

leptospirosis telah dilakukan.

(3) Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS
Penyebaran HIV-AIDS memang sangat sulit
terdeteksi. Data yang didapatkan saat ini hanya
sebagian kecil dari besarnya jumlah orang yang
sebenarnya mengidap HIV-AIDS. Banyak orang
yang tidak memeriksakan dirinya sehingga angka
pasti jumlah ODHA hingga saat ini tidak dapat
diketahui. Inilah yang dinamakan fenomena
gunung es. Masih banyak ODHA yang tidak
terdeteksi hingga hari ini. Lebih dari itu, banyak
ODHA yang tidak sadar bahwa saat ini dirinya
terjangkit HIV. Berikut kami sajikan grafik
penemuan HIV AIDS tahun 2005 - 2019.
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2019
Grafik 3. 4 Penemuan Kasus HIV AIDS di Kabupaten Bantul
Tahun 2005 - 2019
Angka prevalensi HIV-AIDS sampai tahun
2019 sebesar 0,12% dari target <0,5%. Angka
prevalensi ini masih termasuk dalam kategori
endemis rendah (<0,5%). Bila di bandingkan
dengan tahun 2018 terjadi penurunan kasus dari
184 kasus menjadi 127 kasus. Angka ini
menunjukkan endemisitas kasus HIV termasuk
baik, jauh lebih rendah dibandingkan target
sebesar 0,5%. Prevalensi HIV AIDS tahun 2016 —
2019 digambarkan dalam grafik berikut ini :
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- 0 8- 24

2016 2017 2018 2019S/DTW 3

«=@==Prevalensi Target
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2019
Grafik 3. 5 Prevalensi HIV di Kabupaten Bantul Tahun 2016 — 2019
c) Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabah
Kegiatan ini mempunyai maksud dan tujuan
untuk Meningkatkan Kapasitas Petugas Surveilans,
Imunisasi dan Haji serta Meningkatnya Jejaring
Surveilans dengan Lintas Sektoral di dukung oleh
pagu anggaran APBD dan DAK sebesar
Rp392.785.000,- dengan capaian realisasi sebesar
Rp.212.536.500 (54.11%).
Kendala capaian yang besar ini didapatkan dari
kegagalan pengadaan Aplikasi Sistem Informasi
Surveilans sebesar Rp 167.850.000,00 selain juga
adanya penurunan kasus dugaan Kejadian Luar
Biasa di masyarakat. Sub kegiatan yang dilaksanakan
antara lain berupa Peningkatan Kapasitas Petugas
Surveilans, Imunisasi dan Haji; Peningkatan Jejaring
Surveilans dengan Lintas Sektoral; Perencanaan dan
Evaluasi Program Surveilans, Imunisasi dan Haiji;
Distribusi Vaksin serta Pengadaan Barang dan Jasa

Pendukung Program Surveilans, Imunisasi dan Haji.
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8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Maksud dan tujuan dari program ini adalah

meningkatkan mutu dan standar pelayanan kesehatan.

Program ini didukung oleh anggaran APBD dan DAK

sebesar Rpl1.402.522.300,- dengan realisasi anggaran
sebesar Rp1.306.371.697,- (93.14%). Ada beberapa

kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini terdiri atas :

a)

b)

Kegiatan Evaluasi dan pengembangan standar
pelayanan kesehatan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah
meningkatkan pelayanan di puskesmas sesuai standar
pelayanan kesehatan. Kegiatan ini didukung pagu
anggaran sebesar Rp.845.562.300,- dengan realisasi
sebesar Rp.737.297.648,-. (89.51%).

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kegiatan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk
Meningkatkan pelayanan Kesehatan Rujukan dan
Bencana. Kegiatan ini di dukung oleh pagu anggaran
APBD sebesar Rp459.135.000,- dengan capaian
realisasi sebesar Rp452.009.170,- atau sebesar
98.44%.
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Data Cakupan pelayanan PSC 119 dapat dilihat
pada grafik berikut ini.

Cakupan Pelayanan PSC 119 Bantul
Bulan November 2018 s.d Desember 2019

B Home Emergency M Kecelakaan Lalulintas

58 57 57

37 39
29 5 2 3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul , 2019

Grafik 3. 6 Cakupan Pelayanan PSC 119

Pada Tahun 2019 setelah 1 (satu) tahun resmi
beroperasi, PSC 119 Kabupaten Bantul mendapatkan
penghargaan Gold Award untuk kategori SPGDT
(Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu).
Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Menteri
Kesehatan dr Terawan Agus Putranto dan diterima oleh
Bupati Bantul Drs. H. Suharsono didampingi Kepala

Dinas Kesehatan Bantul drg Maya Sintowati Panji M.M
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul , 2019

Gambar 3. 3 Penghargaan Gold Award untuk kategori
SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat
Terpadu)

c) Kegiatan Pembangunan dan pemuktahiran Data
Dasar Standar Pelayanan kesehatan
Kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk
pengembangan data kesehatan di Dinas Kesehatan
Kabupaten Bantul. Kegiatan ini di dukung dengan pagu
anggaran Rp97.825.000,- dengan capaian realisasi
sebesar Rp97.064.879,- (99.22 %).

9) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Tujuan dan maksud adalah program ini adalah
terlaksananya pembiayaan kesehatan masyarakat kurang
mampu. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

ini didukung oleh anggaran APBD  sebesar

\‘, I - 111
Ul




LKP.J BUPATI BANTUL AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Rp18.279.898.000- dengan realisasi sebesar
Rpl17.559.482.634,- (96.05 %). Kegiatan yang
dilaksanakan adalah pelayanan Jamkesda pada UPT
JAMKESDA bertujuan untuk memenuhi hak setiap
penduduk Kabupaten Bantul (masyarakat miskin) dalam
memperoleh pelayanan kesehatan.

10)Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan
Jaringannya
Maksud dan tujuan dari program ini adalah
terpenuhinya sarana prasarana puskesmas sesuai standar.
Program ini di dukung oleh pagu anggaran sebesar
Rp16.470.743.900,- dengan realisasi Rp.15.411.242.030,-
(93.56%). Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini

adalah :

a) Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
Kegiatan ini di dukung dengan pagu anggaran
APBD dan DAK sebesar Rp5.019.900.000,- dengan
realisasi Rp.4.572.427.000,- (91.08%).

b) Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
Kegiatan dengan pagu anggaran DAU dan DAK
Rp6.825.765.900,-ini dilaksanakan pada tahun 2019.
Capaian untuk kegiatan ini sebesar Rp6.352.755.541,-
(92.98%). Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
(1) Pengadaan Ambulan Transport Single Gardan
dengan lokasi Sewon I, Jetis Il, Banguntapan llI
(2) Pengadaan Prasarana Listrik untuk Puskesmas

(Generator set/Energi terbarukan) dengan lokasi
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puskesmas Bantul Il, Pandak II, Imogiri I, Imogiri Il
Sewon [, Jetis Il, Sanden, Srandakan.
(3) Pembangunan Instalasi Pengolahan limbah (IPL)

dengan Lokasi Puskesmas Kretek

c) Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas,

Pustu dan Jaringannya
Kegiatan ini di dukung dengan pagu anggaran
dari dana DAK dan DAU sebesar Rp4.625.078.000,-
Realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar
Rp4.486.059.489 (96.99%)
fokus kegiatan ini adalah
(1) Pembangunan Public Service Center (PSC) di
Bantul

(2) Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas Kretek

11)Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program peningkatan kemitraan pelayanan
kesehatan bertujuan untuk peningkatan pelayanan
kesehatan dan memperluas mitra kerjasama untuk dapat
membantu meningkatkan pelayanan kesehatan, promosi
kesehatan dan penanganan masalah kesehatan dan
didukung oleh anggaran APBD dan DAK sebesar
Rp460.140.000,- dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.453.499.872 (98,55%).

12) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak

Balita bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat melalui upaya penurunan Angka Kematian

Bayi (AKB) serta pelayanan dan penyuluhan kesehatan
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anak Balita. Program ini didukung pagu anggaran APBD
dan DAK sebesar Rp.164.720.000,-.Kegiatan yang
dilaksanakan dalam program ini adalah kegiatan
Pelayanan kesehatan anak dan Balita. Pada tahun 2019
realisasi kegiatan Pelayanan kesehatan anak dan Balita
adalah sebesar Rp.163.220.000,-atau sebesar 99.08%.

Pada tahun 2019 jumlah absolut kematian bayi
sebesar 109 kasus meningkat dibanding tahun 2018
sebesar 107 kasus. Capaian indikator Angka Kematian
Bayi (AKB) pada tahun 2019 sebesar 8,33% terjadi
kenaikan dibanding tahun 2018 sebesar 8,28 per 1.000
kelahiran hidup, melebihi target renstra sebesar 8,2 per
1.000 kelahiran.

W‘—O

2014 2015 2016 2017 2018 2019

e=@==AKB Bantul e=@==AKB DIY

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019

Grafik 3. 7 Angka Kematian Bayi Di Kabupaten Bantul dan
DIY Tahun 2014- 2019

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan AKB
antara lain dengan meningkatkan peran serta masyarakat

melalui program Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan
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(DB4MK), meningkatkan keterpaduan lintas program yaitu
program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada bayi
dan program perbaikan gizi masyarakat serta dengan
meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya di

fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

13) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Maksud dan tujuan dari program ini adalah
Meningkatkan kesehatan Lanjut Usia. Program ini didukung
pagu anggaran APBD sebesar Rp147.000.000,- Realisasi
kegiatan sampai dengan triwulan 1V 2019 adalah sebesar
Rp. 138.684.992 atau sebesar Rp. 94.34%. Kegiatan yang
dilaksanakan mempunyai maksud dan  tujuan
meningkatkan Pelayanan Kesehatan Lansia. Dalam rangka
mendukung kegiatan tersebut telah terbentuk Posyandu
Lansia sejumlah 1034 unit. Kegiatan di Posyandu lansia
meliputi sekreening, senam lansia dan penyuluhan

kesehatan.

14) Program Peningkatan dan Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak
Program ini mempunyai maksud dan tujuan untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui
upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Kegiatan
yang dilaksanakan pada program ini adalah Kegiatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang di dukung
anggaran sebesar Rp5.035.920.058,- yang terdiri dari DAK
dan APBD Realisasi Keuangan sampai dengan desember
2019 adalah sebesar Rp.2.110.373.361,- atau sebesar
(41.90%).
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Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2019
Grafik 3. 8 Capaian Angka Kematian Ibu dan Target Renstra

Kegiatan yang dilakukan karena adanya kejadian
kematian ibu adalah Audit Maternal Perinatal (AMP). AMP
dilakukan pada semua kasus kematian ibu untuk mengkaiji
hal — hal yang terkait dengan riwayat dan kondisi sejak ibu
masih hamil, penatalaksanaan persalinan dan masa nifas

serta kronologis kasus sampai terjadinya kematian.

Penyebab kematian ibu di Kabupaten Bantul tahun
2015-2019 yang tinggi adalah pendarahan (28,8%),
eklampsi (27,11%) dan penyakit penyerta (25%).
Sedangkan di luar ketiga hal tersebut prosentasenya di
bawah 10%.

15) Program Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Kesehatan Jiwa
Program ini mempunyai maksud dan tujuan untuk
mencegah dan mengendalikan angka kesakitan dan
kematian akibat penyakit tidak menular serta mencegah
dan mengendalikan masalah kesehatan jiwa. Program ini

didukung dengan kegiatan Pencegahan dan
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Penanggulangan Penyakit tidak menular dengan dana
APBD sebesar Rp.1.869.610.892,-. Realisasi yang di capai
pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.790.396.000,- atau
sebesar 95.76%.

Permasalahan dan solusi terkait dengan pelaksanaan
program dalam urusan kesehatan disajikan pada Tabel
berikut

Tabel 3.8 Permasalahan dan Solusi Dalam Urusan Kesehatan

No. Permasalahan Solusi

1 | Angka Kematian Ibu dan | 1. Pelatihan / update knowledge EKG untuk
Angka Kematian Bayi Masih
di atas target

dokter (sudah dilaksanakan) baru 1 dokter per
puskesmas

2. Pemeriksaan EKG untuk ibu  hamil
DIWAJIBKAN minimal 1 Kkali atau sesuai
indikasi

3. Pendampingan puskesmas oleh SpOG sesuai
regio puskesmas

4. Pengadaan USG untuk Puskesmas

5. Rujukan ibu hamil ke Puskesmas yang
mempunyai USG (rujukan horizontal),
pembiayaan direncanakan oleh Jamkesda
sesuai Perda yang baru

6. Binwasdal praktik PMB oleh Dinkes
dioptimalkan, gunakan SPO dan check list
binwasdal yang telah disusun, SPO
punishment nakes yang bermasalah

7. Pembinaan PMB dan nakes agar kejadian
kematian ibu tidak berulang

8. Penyusunan SOP pemantauan bumil berisiko

9. Penyusunan SOP pendampingan rujukan

(follow up)

10.Kepastian pembiayaan bumil, koordinasi
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No. Permasalahan Solusi

pembiayaan oleh Jampersal, Jamkesda, RS
dan BPJS kesehatan

2. | Peningkatan Tajam Kasus | » Kegiatan pengendalian bekerjasama dengan

DBD Yayasan Tahija dalam Eliminate Dengue
Project ( EDP ), yaitu dengan melepas
nyamuk Wolbacia

» Mengeluarkan surat edaran Kepala Dinas
Kesehatan No tentang 443/497/2019
Kewaspadaan Dengue

»  Peningkatan penyuluhan oleh petugas DBD

» Pemberdayaan kader-kader dusun, remaja
dan siswa SD untuk PSN

» Melakukan dan koordinasi di tingkat
kecamatan

» Melaksanakan foging sesuai Standar
Prosedur yang telah ditetapkan.

» Pelaksanaan pelayanan deteksi dini DB di
puskesmas pada semua kasus demam yang
sudah = 2 hari, dengan cara pemeriksaan
menggunakan antigen dengue

» Promosi kesehatan tentang kewaspadaan
DB melalui media elektronik.

» Pembagian Larvasida di wilayah endemik
pada saat PE

» KIE dan kerjasama Lintas program dan lintas

sektor

»  Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

melalui gertak PSN

3 | Peningkatan Kasus Penyakit | > Skrining faktor risiko penyakit tidak menular
Tidak Menular dan ODGJ pada OPD di Kab Bantul

»Skrining kepada masyarakat umum yang

dilakukan puskesmas

» Deteksi dini pada penderita retardasi mental
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No. Permasalahan Solusi

» Pengobatan dan pemantaun

keteraturan minum obat.

4 | Banyak pasien HIV AIDS | »Validasi data layanan LFU (Lost Follow Up) dan
yang loss to follow up kerjasama dengan Pendukung Sebaya telah

ditingkatkan dengan harapan pasien LFU dan

alpa dapat ditekan untuk masa yang akan dating

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2019
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3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program dan kegiatan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
dilaksanakan oleh masing-masing OPD terurai sebagai berikut:
A. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bantul
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
b) Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
c) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional;
b) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
c) Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor ;
d) Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional;
e) Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
3) Program peningkatan pengembangan  sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
a) Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan;
b) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan,
barang, kepegawaian dan ketatausahaan;
4) Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
a) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat;
5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
a) Kegiatan Perencanaan pembangunan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan lainnya;
b) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan lainnya;

c) Kegiatan Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
a) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku;
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan
Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
Lainnya
a) Kegiatan Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan
bangunan penampung air lainnya;
b) Kegiatan Pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan sumber daya air;
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
a) Penyediaan sarana dan prasarana air minum
dan air limbah
b) Pengembangan pengelolaan, prasarana dan
sarana air minum dan air limbah
c) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan
prasarana air minum dan air limbah
Program Pengendalian Banjir
a) Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan
bantaran tanggul dan sungai
Program Pembangunan Gedung
a) Kegiatan Pembangunan Gedung
Program Pembangunan dan Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
a) Kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
b) Kegiatan Peningkatan jalan
Program Pembangunan dan Rehabilitasi/
Pemeliharaan
a) Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/

Gorong-gorong
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13)

14)

Program pembangunan rehabilitasi/ pemeliharaan
infrastruktur perdesaan

a) Kegiatan Pembangunan infrastruktur perdesaan

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

a) Kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi

b) Kegiatan Peningkatan Teknologi Informasi

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan

pekerjaan umum dan penataan ruang pada Dinas Pekerjaan

Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1)

2)

Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk
menyediakan sarana dan prasarana kebinamargaan
dalam mendukung pembangunan infrastruktur jalan. Pagu
anggaran kegiatan ini sebesar Rp.2.667.513.000,00
terealisasi sebesar Rp.2.243.752.000,00 atau tercapai
84,11% dengan efisiensi sebesar Rp.417.600.000,00.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk
melakukan optimalisasi fungsi saluran irigasi agar dapat
bermanfaat dalam penyediaan air irigasi. Anggaran
program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya sebesar Rp.
19.639.796.950,00 dengan realisasi Rp.
18.127.216.505,00 atau 92,30%
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Program ini mendukung dalam pencapaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman yaitu kecukupan air irigasi.

Di kewenangan Kabupaten Bantul yang terlayani air
irigasi selama empat tahun terakhir dari tahun 2016-2019
dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.9 Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi
Tahun 2016 — 2019

Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul

Yang Terairi Dengan Baik

Tahun _
Target (Ha) % Realisasi (Ha) %

2016 6.820,86 79,00 7.004,00 81,12
2017 6.907,20 80,00 7.007,35 81,16
2018 7.050,52 81,16 6.945,19 80,44
2019 7.093,69 82,16 7.096,28 82,19

Sumber: DPUPKP, 2019

Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan :
1) Kegiatan Perencanaan pembangunan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan lainnya
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan
pengembangan dan perencanaan pembangunan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
Pagu anggaran Kkegiatan ini sebesar Rp.
301.350.000,00 terealisasi sebesar Rp.
298.560.000,00 atau tercapai 99,07% dengan
efisiensi sebesar Rp.2.970.000,00.

2) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi,

rawa dan jaringan pengairan lainnya
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Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan
rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya. Pagu anggaran kegiatan
ini sebesar Rp.18.989.096.950,00 terealisasi sebesar
Rp.17.483.279.505,00 atau tercapai 92,07% dengan
efisiensi sebesar Rp. 949.627.950,00

Adapun wuraian Kkegiatan yang dilaksanakan
berupa :

(a) Peningkatan/rehabilitasi Jaringan Irigasi pada

Daerah Irigasi (DI)

(b) Rehabilitasi dan Pembangunan Bangunan

Pelengkap Irigasi Bangunan Ukur dan Pielschale
(c) Rehabilitasi Gorong-Gorong
(d) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pintu Air

3) Kegiatan Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah
melakukan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya pada UPTD Pengamatan
Pengairan Bedog dan Winongo Kecil, Opak Oyo,
dan Winongo. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar
Rp.349.350.000,00 terealisasi sebesar
Rp.345.377.000,00 atau tercapai 98,86% dengan
efisiensi sebesar Rp.3.973.000,00
Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan
berupa :

(a) Pelaksanaan pemeliharaan saluran irigasi
berupa gali sedimen, pembersihan rumput dan
tanaman liar pada saluran irigasi:

(b) Pengelolaan bendung untuk penyediaan air

irigasi bagi petani
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3)

4)

(c) Pengelolaan dan kesiapsiagaan bendung air
pada musim hujan

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk
meningkatkan cakupan penyediaan air baku. Anggaran
program ini Rp.133.750.000,00 terealisasi sebesar
Rp.132.065.000,00 atau tercapai 98,74%.Program ini
dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan
prasarana air baku. Maksud dan tujuan kegiatan ini
adalah melakukan pemeliharaan prasarana penyediaan
air baku yaitu pemeliharaan sumur bor. Pagu anggaran
kegiatan ini sebesar Rp.133.750.000,00 terealisasi
sebesar Rp.132.065.000,00 atau tercapai 98,74% dengan
efisiensi sebesar Rp.470.000,00

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan
Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
Lainnya

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk
mengoptimalkan potensi sumber mata air dalam
mendukung penyediaan air irigasi serta meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, dan
sumber daya air lainnya.

Program ini dilaksanakan melalui beberapa

kegiatan:

1) Kegiatan Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan
bangunan penampung air lainnya;
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah
melakukan pembangunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan embung dan bak penampung air

lainnya. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar
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2)

Rp.1.289.775.000,00 terealisasi sebesar
Rp.1.255.725.000,00 atau tercapai 97,36% dengan
efisiensi sebesar Rp.29.225.000,00.

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan
penampung air lainnya dengan output kegiatan berupa :
(&) Pembangunan Embung Kaliurang dan Embung

Pokoh II di Kecamatan Dlingo,

(b) Embung Mrican di Kecamatan Pandak,

(c) Embung Tuk Demen di Kecamatan Pajangan
dan

(d) Embung Tuk Siloning di Kecamatan Kretek.

Kegiatan Pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan sumber daya air

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah
melakukan pembangunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan embung dan bak penampung air
lainnya. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar
Rp.69.050.000,00 terealisasi sebesar
Rp.67.760.000,00 atau tercapai 97,36%.

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan
adalah Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan
sumber daya air dengan output kegiatan berupa
pengadaan dan pemasangan rambu larangan

sebanyak 27 unit.

5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk untuk

menyediakan dan memperluas cakupan pelayanan air
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bersih, air limbah, dan drainase sehingga dapat
menanggulangi kerawanan air, pencemaran lingkungan
dan genangan air hujan. Anggaran program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah sebesar Rp. 15.307.328.200,00 dengan realisasi
Rp. 14.882.342.000,00 atau 97,22% dengan efisiensi
sebesar Rp.194.756.333,00

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan
pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana
dan sarana sanitasi. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar
Rp.156.100.000,00 terealisasi sebesar
Rp.152.231.000,00 atau tercapai 97,52% dengan efisiensi
sebesar Rp.1.869.000,00.

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah
penyusunan dokumen kajian air minum dan sanitasi
sebanyak 2 paket dalam rangka pemetaan sarana
prasarana air minum dan sanitasi di Kabupaten Bantul.
1) Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana air

minum dan air limbah
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah

melakukan penyediaan sarana dan prasarana air

minum.
Pagu anggaran kegiatan ini sebesar
Rp.4.469.244.000,00 terealisasi sebesar

Rp.4.304.480.000,00 atau tercapai 96,31% dengan
efisiensi sebesar Rp.104.678.000,00
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6)

7

Program Pengendalian Banjir

Program pengendalian banjir mencakup upaya
pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Indikator
kinerja dari program ini adalah cakupan lokasi
penanganan banjir baik dari sungai maupun afvour akibat
curah hujan yang tinggi. Anggaran program Pengendalian
Banjir sebesar Rp. 15.522.509.800,00 dengan realisasi
Rp14.294.826.000,00 atau tercapai 92,09%.

Dari 18 lokasi yang menjadi target kinerja tahun
2019 terealisasi 17 lokasi penanganan banijir atau 94,44%
dari target.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan
Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan
bantaran tanggul dan sungai.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan
pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung
dan bak penampung air lainnya. Pagu anggaran kegiatan
ini sebesar Rp. 15.522.509.800,00 terealisasi sebesar Rp.
14.294.826.000,00 atau tercapai 92,09% dengan efisiensi
sebesar Rp.1.197.430.600,00.

Program Pembangunan Gedung

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk
meningkatkan kualitas gedung pemerintah dalam upaya
mendukung pelayanan prima kepada masyarakat.
Anggaran program Pembangunan Gedung sebesar
Rp.10.979.075.000,00 terealisasi sebesar
Rp.10.598.192.000,00 atau tercapai 96,53%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan

Kegiatan Pembangunan Gedung.
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8)

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan
pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Gedung
pemerintah. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar
Rp.10.979.075.000,00 terealisasi sebesar
Rp.10.598.192.000,00 atau tercapai 96,53% dengan
efisiensi sebesar Rp. 376.802.461,00.

Program Pembangunan dan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Maksud dan tujuan program ini adalah untuk
meningkatnya kualitas jalan kabupaten dalam mendukung
pencapaian jalan kabupaten dalam kondisi mantap.
Program ini dilaksanakan melalui beberapa
kegiatan:

a) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan
rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.
16.171.192.500,00 terealisasi sebesar Rp.
15.807.133.615,00 atau tercapai 97,75% dengan
efisiensi sebesar Rp.376.802.461,00.
Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :
(1) Rehabilitasi jembatan secanyak 6 wunit yaitu
Jembatan Pokoh, |, Jembatan Widuri, Jembatan
Jragan |, Jembatan Ngentak, Jembatan Jarakan
Sewon dan Jembatan Mangir.

(2) Pemeliharaan rutin jalan sebanyak 57 ruas.
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b) Kegiatan Peningkatan jalan
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan
pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung
dan bak penampung air lainnya. Pagu anggaran
kegiatan ini sebesar Rp.64.044.849.478,00 terealisasi
sebesar Rp.54.236.725.135,00 atau tercapai 84,69%
dengan efisiensi sebesar Rp.4.788.731.400,00.

Progrém ini mendukung dalam pencapaian
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Bantul yaitu Panjang jalan kabupaten dalam kondisi
mantap. Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah
75,08%, realisasi sebesar 75,10%, tercapai 100,70%
atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Data kondisi jalan
kabupaten beraspal pada tahun 2019 sepanjang
465,73km atau 75,10% berada dalam kondisi mantap,
sedangkan 158,74km atau 25,42% dalam kondisi
belum mantap dari panjang total panjang jalan

kabupaten sepanjang 624,47km.

9) Program Pembangunan dan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/ Gorong-gorong

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk
melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan
drainase dan gorong-gorong. Anggaran program
Pemabngunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dranase/
Gorong-gorong sebesar sebesar Rp.10.455.152.200,00
terealisasi sebesar Rp.10.074.801.000,00 atau tercapai
96,36%.
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Indikator kinerja program ini adalah tertanganinya
drainase jalan kabupaten, dengan formulasi panjang
drainase terangani dengan target 500m. Capaian pada
tahun 2019 berhasil tertangani 924m atau 184,8%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/
Gorong-gorong
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan
pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan
drainase dan gorong-gorong.
Pagu anggaran kegiatan ini sebesar
Rp.10.455.152.200,00 terealisasi sebesar
Rp.10.074.801.000,00 atau tercapai 96,36% dengan
efisiensi sebesar Rp.377.250.200,00.
Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah
Pemeliharaan dan rehabilitasi gorong-gorong
sebanyak 8 unit, talud jalan sebanyak 26 unit dan

gorong-gorong sebanyak 15 unit.

10) Program pembangunan rehabilitasi/ pemeliharaan
infrastruktur perdesaan
Maksud dan tujuan program ini adalah untuk
meningkatkan penanganan infrastruktur perdesaan.
Anggaran program pembangunan rehabilitasi/
pemeliharaan infrastruktur perdesaan sebesar Rp.
31.965.071.200,00 terealisasi sebesar Rp.
27.872.192.299,00 atau tercapai 87,20%.
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :
1) Kegiatan Pembangunan infrastruktur perdesaan
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan

pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan
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embung dan bak penampung air lainnya. Pagu
anggaran kegiatan ini sebesar Rp.
31.965.071.200,00 terealisasi sebesar Rp.
27.872.192.299,00 atau tercapai 87,20% dengan
efisiens sebesar Rp.2.751.903.900,00.
11) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Maksud dan tujuan program ini adalah untuk
meningkatkan kompetensi usaha jasa konstruksi.
Anggaran program Pengembangan Jasa Konstruksi
sebesar Rp. 1.109.496.000,00 dengan realisasi Rp.
854.189.500 atau 76,99%
Program ini dilaksanakan melalui beberapa
kegiatan:
1) Kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan
peningkatan kompetensi tukang serta usaha jasa
konstruksi lainnya.
Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.
908.496.000,00 terealisasi sebesar Rp.
656.220.000,00 atau tercapai 72,23%.
Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah
pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil, dan
peningkatan kapasitas SDM.
2) Kegiatan Peningkatan Teknologi Informasi
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah peningkatan
teknolog informasi. Pagu anggaran kegiatan ini
sebesar Rp. 201.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.
197.969.500,00 atau tercapai 98,49%.
Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah
Pemeliharaan dan aplikasi, kajian Indeks Kepuasan
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Masyarakat dalam Layanan Infrastruktur dan Survey

Kinerja Rekanan.

Tabel 3.10 Permasalahan dan Solusi Program Pengembangan Jasa

Konstruksi
No Permasalahan Solusi
1 | Semakin besarnya potensi kerusakan | Peningkatan struktur jalan pada jalur
jalan kabupaten, akibat banyaknya | yang dilalui angkutan penambangan
kendaraan tonase besar yang | galian C.
melewati jalan kabupaten
2 | Belum optimalnya pemanfaatan | Optimalisasi pemanfaatan potensi daerah
potensi daerah (seperti : material dan
tenaga kerja) dalam pemenuhan
infrastruktur dasar
3 | Belum optimalnya pencapaian target | Optimalisasi pencapaian target master
master plan pembangunan dan | plan pembangunan dan pemeliharaan
pemeliharaan jaringan jalan, dan | jaringan jalan, dan jaringan irigasi
jaringan irigasi untuk pengurangan
ketimpangan wilayah.
4 | Masih rendahnya kualitas jasa | Perlunya pembinaan dan peningkatan
konstruksi khususnya di bidang . .
. sumber daya pelaku jasa konstruksi
pengembangan permukiman
5 | Belum optimalnya pemanfaatan | Optimalisasi pemanfaatan sistem
sistem informasi pengelolaan | informasi pengelolaan jaringan jalan dan
jaringan jalan dan irigasi untuk | irigasi
penetapan prioritas dan pengurangan
potensi overlapping pembangunan
dan pemeliharaannya
6 | Terbatasnya pilihan alternatif | Koordinasi dengan instansi/ pemerintah
pendanaan infrastruktur
pusat/swasta untuk mendapatkan
anggaran pembangunan infrastruktur.
7 | Belum optimalnya pengelolaan | Pengembangan dan pengelolaan air
cadangan air irigasi baku
8 | Masih rendahnya cakupan pelayanan | Pengembangan sarara prasarana
PDAM jaringan perpipaan PDAM
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Rendahnya pelibatan peran serta
masyarakat dalam penyediaan air
bersih komunitas dan pengelolaan
sanitasi masyarakat

Peningkatan kapasitas SDM masyarakat
dalam pengelolaan ari bersih dan sanitasi

berbasis masyarakat

10

Belum optimal koordinasi bidang air
bersih

Peningkatan koordinasi bidang air bersih

11

Belum optimalnya kinerja
pengembangan sanitasi komunal

Peningkatan kinerja pengembangan

sanitasi komunal

Sumber: DPUPKP, 2019
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4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Program dan kegiatan urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang dilaksanakan oleh masing-masing OPD terurai
sebagai berikut:

A. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Bantul

1) Program Pengembangan Perumahan
a) Kegiatan Penetapan kebijakan, strategi, dan
program perumahan;
b) Kegiatan Penyelenggaraan pengembangan
perumahan;
c) Kegiatan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu;
d) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana
rumah sederhana sehat
2) Program Lingkungan Sehat Perumahan
a) Penanganan Kawasan Kumubh;
3) Program pengelolaan areal pemakaman
a) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana

pemakaman;

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan
perumahan dan pemukiman rakyat pada Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Perumahan
Maksud dan tujuan program ini adalah untuk
meningkatkan jumlah rumah layak huni. Anggaran
Program Pengembangan Perumahan adalah sebesar
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Rp.1.457.628.422,00 dengan realisasi sebesar Rp.
1.412.430.045,00 atau tercapai sebesar 96,90%
Indikator kinerja program ini adalah Persentase

penanganan Rumah Tidak layak Huni (RTLH). Dari 49%
target yang ditetapkan pada tahun 2019 tercapai 80,74%
atau 164,78% dari target atau 4.605 unit dari jumlah RTLH
5.703 unit.

Program ini dilaksanakan melalui beberapa
kegiatan:
a) Kegiatan Penetapan kebijakan, strategi, dan program

perumahan;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah
melakukan  penyusunana kebijanan  program
perumahan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar
Rp.309.200.000,00 terealisasi sebesar
Rp.308.323.000,00 atau tercapai 99,72%.

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan
berupa :
a) Penyusunan Dokumen Kajian Penyerahan
Fasum dan Fasos,
b) Penyusunan Dokumen Kajian Penyelenggaraan
Perumahan,
c) Penyusunan Dokumen Pemetaan RTLH dan

d) Pembuatan Sistem Informasi Jalan Desa

b) Kegiatan Penyelenggaraan pengembangan
perumahan;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah

melakukan penyusunana kebijanan program

perumahan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar
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d)

Rp.67.495.000,00 terealisasi sebesar
Rp.61.754.000,00 atau tercapai 91,49%.
Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan

berupa penyusunan / pembuatan SIM Perumahan.

Kegiatan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah
melakukan penyusunan kebijanan program
perumahan. Pagu anggaran kegiatan pada DPA
Belanja Langsung di Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Permukiman Rakyat sebesar
Rp.301.519.000,00 terealisasi sebesar
Rp.284.155.900,00 atau tercapai 94,24%. Sedangkan
belanja tidak langsung pada DPA PPKD adalah
sebesar Rp.4.237.500.000,00

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan
berupa pendampingan terhadap penerima manfaat
bantuan stimulasi pembangunan rumah swadaya
baik sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun
APBD Kabupaten Bantul. Sebesar 245 unit Rumah
Tidak Layak Huni dientaskan mnejadi Rumah Layak

Huni dengan anggaran APBD dan DAK.

Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana
rumah sederhana sehat

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah
operasional UPTD Rusunawa Sanitasi dan
Permakaman (RSP). Anggaran kegiatan ini sebesar
Rp. 779.414.422,00 terealisasi sebesar
Rp.758.197.145,00 atau tercapai 97,28%.

\‘, III - 137

)




LKP.J BUPATI BANTUL AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa
operasional UPTD RSP, pemeliharaan UPTD RSP dan
semua fasilitas di dalamnya, pemeliharaan jaringan air
limbah yang sudah tersambung ke IPAL Terpusat, dan
sewa tanah kas desa.

2) Program Lingkungan Sehat Perumahan
a) Penanganan Kawasan Kumuh;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk
menangani Kawasan kumuh. Anggaran kegiatan ini
sebesar Rp. 756.275.000,00 terealisasi sebesar
Rp.732.790.000,00 atau tercapai 96,89%.

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan
berupa operasional UPTD RSP, pemeliharaan UPTD
RSP dan semua fasilitas di dalamnya, pemeliharaan
jaringan air limbah yang sudah tersambung ke IPAL
Terpusat, dan sewa tanah kas desa.

3) Program pengelolaan areal pemakaman

a) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana
pemakaman;
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah operasional UPTD
Rusunawa Sanitasi dan Permakaman (RSP). Anggaran
kegiatan ini sebesar Rp. 779.414.422,00 terealisasi sebesar
Rp.758.197.145,00 atau tercapai 97,28%. Adapun uraian
kegiatan yang dilaksanakan berupa penanganan
Kawasan kumuh pada 2 lokasi yaitu Kawasan kumuh
Dusun Salakan Kecamatan Sewon dan Kawasan

Kumuh Dusun Jaranan Kecamatan Banguntapan.
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Tabel 3.11 Permasalahan dan Solusi Program Pengembangan

Perumahan
No Permasalahan Solusi
1 | Belum optimalnya pola pembiayaan | Optimalisasi dan pengembangan pola
rumah sehat bagi masyarakat yang | pembiayaan  rumah  sehat  bagi
kurang mampu masyarakat yang kurang mampu
2 | Belum optimalnya pelibatan peran | Optimalisasi pelibatan peran serta

serta kelompok masyarakat dan
perusahaan dalam pembangunan
rumah layak huni bagi warga yang
kurang mampu

kelompok masyarakat dan perusahaan
dalam pembangunan rumah layak huni
bagi warga yang kurang mampu

3 Belum optimalnya pengendalian | Pengendalian pembangunan perumahan
pembangunan perumahan rakyat, | rakyat, khususnya tentang fasilitas
khususnya tentang fasilitas umum | Umum dan rumah sederhana.
dan rumah sederhana.

4 | Belum optimalnya sinergi kebijakan | Optimalisasi dan koordinasi sinergi
rumah layak huni. kebijakan rumah layak huni.

Sumber: DPUPKP, 2019
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5.  KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Istilah ketentraman dan ketertiban berasal dari kata dasar
“tentram” dan “tertib” yang pengertiannya menurut W.J.S
Poerwadarminta adalah: “tentram ialah aman atau tidak rusuh,
tidak dalam kekacauan, misalnya di daerah yang aman, orang-
orang bekerja dengan senang, tenang atau tidak gelisah, tenang
hati, pikiran. Selanjutnya tertib ialah aturan, peraturan yang baik,
misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan
sebagainya), acara program, tertib hukum vyaitu aturan yang
bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan,
kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan
serta teratur baik.”
a. Program dan Kegiatan
Program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten
Bantul melalui Satuan Polisi Pamong Praja dalam urusan
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat selama
tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
2) Program pemeliharaan keamanan, ketentraman, dan
ketertiban masyarakat (Kantrantibomas) dan pencegahan
tindak kriminal,
3) Program peningkatan ketertiban dan keamanan;
4) Program penegakan peraturan daerah.
5) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban
bencana alam

6) Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan

Penanggulangan Kebakaran
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7) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah
Bencana

b. Realisasi Pelaksanaan Program
Indikator kinerja utama yang berkaitan dengan urusan
ini adalah: (1) Persentase Penegakan Perda dan (2)
Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman,
Ketertiban, dan Keamanan (K3). Program yang mendukung

tercapainya IKU tersebut adalah:
1) Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Dengan anggaran Rp 644.431.000,00. Realiasasi
anggaran sebesar Rp 641.350.000,00 atau sebesar 99,52
Indikator kinerja program ini adalah rasio Linmas dengan
RT, dengan target 98% pada tahun 2019, tercapai 98 %,
yaitu jumlah Linmas sebanyak 6.522 dan jumlah RT

sebanyak 5.899.

2) Pembinaan dan Penyuluhan dan Keamanan
Lingkungan
Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar
Rp161.318.000,00, adapun realisasi anggaran sebesar
Rp161.000.000,00 atau sebesar 99,8%. Keluaran dari
kegiatan ini adalah pelatihan ketrampilan penyelamatan
(rescue), penyuluhan bina masyarakat, dan peningkatan
kapasitas aggota Satlinmas di 17 kecamatan.
3) Pemberdayaan Linmas
Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp
483.113.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp
480.350.000,00 atau sebesar 99,4%. Kegiatan ini
bertujuan untuk memberdayakan Linmas dalam

pelaksanaan HUT Sat Pol PP dan Linmas, dan Posko
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4)

5)

6)

Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal

Indikator kinerja program ini cakupan pelanggaran
Kantrantibmas yang ditindaklanjuti. Adapun capaian
indikator tersebut adalah 100%. Program ini didukung
kegiatan operasi pengamanan dan patroli wilayah,
dengan anggaran sebesar Rp 701.080.000,00,
sedangkan realisasi sebesar Rp 701.080.000,00 atau
99,99%.

Operasi Pengamanan dan Patroli Wilayah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar
Rp. 436.380.000,00 dan realisasi sebesar Rp.
433.680.000,00 atau 99,38%. Kegiatan patroli wilayah
dilaksanakan sebanyak tiga kali sehari. Hal ini dilakukan
untuk menjaga Kantrantibmas di Wilayah Kabupaten
Bantul serta untuk menertibkan pelanggaran Perda yang
ada. Pengamanan dilaksanakan terhadap kegiatan Bupati
dan Wakil Bupati serta tamu ataupun kegiatan organisasi
masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan
pengamanan.
Peningkatan Ketertiban dan Keamanan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan
peningkatan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat. dengan anggaran Rp 563.262.000,00 dan
realisasi sebesar Rp 562.475.000 atau 99,86%. Kurang
maksimalnya realisasi ini dikarenakan dalam kegiatan ini
terdapat anggaran/dana cadangan yang digunakan untuk
penanganan konflik. Anggaran ini digunakan jika terdapat

konflik, seperti demonstrasi atau kerusuhan. Indikator
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7)

kinerja program ini adalah cakupan kawasan tertib
dengan target capaian sampai tahun 2019 adalah 19

kawasan. Target ini tercapai 100%.

Penegakan Perda

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar
Rp 513.014.000,00 dan realisasi sebesar Rp
510.317.000,00 atau 99,47%. Indikator kinerja program ini
adalah cakupan pelanggaran Perda yang ditindak dengan
capaian tahun 2019 sebesar 100%.

(a) Operasi Penegakan Perda
Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran

Rp381.425.000,00 dan realisasi Rp 378.897.000,00

atau sebesar 99,33%. Upaya-upaya yang dilakukan

dalam kegiatan ini antara lain operasi yustisi dan non

yustisi terhadap pelanggaran Perda. Dari target 120

kali operasi terlaksana 100%.

(b) Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian
Kegiatan ini dilaksankan anggaran Rp.
131.589.000,00 dan realisasi Rp 131.420.000,00 atau

99,87%. Output dari kegiatan ini adalah:

(1) Penyuluhan pencegahan berkembangnya
praktek prostitusi sebanyak 3 (tiga) kali dan
diikuti oleh 120 orang.

(2) Penyuluhan pencegahan peredaran/
penggunaan minuman keras dan Narkoba
sebanyak 4 (empat) kali dan diikuti oleh 160

orang.
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(3) Workshop pengembangan kapasitas PPNS dan
Trantib sebanyak 4 (empat) kali dan diikuti oleh
160 orang.

(c) Pemberantasan Barang Kena Cukai llegal
Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran
Rp149.970.000,00 dan realisasi sebesar
Rp148.720.000,00 atau 93,88%. Output dari kegiatan
ini adalah workshop pemberantasan barang kena
cukai illegal dan operasi cukai ilegal di Kabupaten

Bantul.
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6. SOSIAL
a. Program dan Kegiatan
Program yang dilaksanakan dalam urusan Sosial

selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

a) Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan
Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan sosial
bagi PMKS

b) Peningkatan Kualitas Kampanye sosial
pelayanan sarana dan prasarana Rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi PMKS

c) Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial

d) Penyuluhan Pencegahan

Peredaran/Penggunaan

2) Program Permberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
a) Pemberdayaan Manajemen Usaha Bagi
Keluarga Miskin

b) Sosialisasi Pelaksanaan Pengendalian dan
Pengawasan Bantuan bagi Warga Miskin

c) Pendampingan, pemantauan dan penyaluran
bantuan

3) Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
a) Peningkatan kualitas SDM kesejahhteraan

sosial masyarakat.
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4)

b) Peningkatan kualitas kesetiakawanan sosial
nasional.

c) Pendampingan Kegiatan Karang Taruna.

Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan

Sosial

a) Updating Keluarga Miskin

b) Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima

Bantuan

b. Realisasi Pelaksanaan Program

1)

Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial

Program ini didukung anggaran pada APBD
murni sebesar Rp. 8.491.075.000,00 penyerapan
anggaran adalah sebesar Rp.8.351.093.100,00,00
atau 82,86%. Meski demikian capaian kegiatan fisik
mencapai 100%. Program ini terdiri dari 4 (empat)

kegiatan yaitu:

a) Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan
Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan sosial
bagi PMKS dengan APBD Rp 7.174.154.000,00

b) Peningkatan Kualitas Kampanye sosial
pelayanan sarana dan prasarana Rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi PMKS dengan APBD
Rp 278.275.000,00

c) Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial dengan APBD
Rp 673.937.000,00

d) Penyuluhan Pencegahan
Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba

serta berkembangnya praktik prostitusi.
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Selanjutnya keluaran atau kegiatan dari
program ini secara rinci dijabarkan melalui

pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan
Sarana dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan sosial bagi PMKS
(1) Pelayanan Jamkesus

Pelaksanaan Jamkesus di
Kabupaten Bantul bekerjasama dengan
Bapel Jamkesos Daerah Istimewa
Yogyakarta, pada tahun 2019
dilaksanakan sebanyak 1 (satu) Kkali,
dengan jumlah target peserta/pasien
sebanyak 500 orang peserta jamkesus,
adapun kegiatan Pelayanan Jamkesus
Terpadu ini dilaksanakan pada tgl 6
Agustus 2019 di Aula Pemda Il Manding
Trirenggo Bantul.

(2) Workshop Lansia

Pelaksanaan ~ workshop  lansia
sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta
100 orang, dan dilaksanakan pada :

(@) 10 April 2019 di Bangsal Rumah Dinas

Bupati Bantul (50 orang)

(b) 3 September 2019 di Bangsal Rumah

Dinas Bupati Bantul (50 orang)

(3) Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2019,
dilaksanakan kegiatan antara lain :
(@) Senam bugar Lansia dilaksanakan tgl

26 April 2019 di Lapangan Trirenggo

Bantul
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(4)

()

(b) Sarasehan dilaksanakan tgl 25 Juni
2019 di
Trirenggo Bantul

Aula Pemda Il Manding

Adapun peserta kegiatan Hari Lanjut
Usia Nasional ini sebanyak 1800 orang.
Permakaman Panti-Panti
Dinas Sosial P3A Kabupaten
memberikan fasilitas

Bantul berupa

konsumsi kepada Panti/Lembaga
(LKS)
kegiatan panti/ Lembaga Kesejahteraan
Sosial  (LKS) 2019,
besarnya dana Rp 105.000.000. Tahun
2019 diberikan kepada 14 Panti/ Lembaga

Kesejahteraan Sosial (LKS).

Kesejahteraan  Sosial untuk

tahun dengan

Program Boga Sehat

Sebagai langkah dalam mengurangi
angka kemiskinan di Kabupaten Bantul,
Pemerintah Kabupaten Bantul melalui
Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul
memberikan fasilitas berupa pemberian
asupan makanan begizi kepada Lansia
Terlantar dan Penyandang Disabilitas
Berat . Adapun jumlah Penerima Manfaat
sebanyak 900 orang dari 11 Kecamatan
dan 53 Desa. Boga Sehat diberikan
selama 300 hari dengan besar dana Rp
6.075.000.000,-.

setiap Penerima

Adapun besaran

anggaran Manfaat

sebesar Rp. 22.500 per hari.
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Pada Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Sarana dan Prasarana
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial anggaran pada Tahun 2018
sebesar Rp. 504.085.000 sedangkan
pada Tahun 2019 sebesar Rp.
7.174.154.000 dengan capaian realisasi
sebesar 99,8 %.

(6) Kegiatan Peningkatan Kualitas
Kampanye sosial pelayanan sarana dan
prasarana Rehabilitasi kesejahteraan
sosial bagi PMKS
Sosialisasi PMKS, dengan jumlah peserta
250 orang dilaksakan selama 5 hari, antara
lain :

(a) Balai Desa Parangtritis Kretek Bantul
dilaksanakan pada tanggal 20 Februari

2019 dengan peserta 50 orang
(b)  Krapyak Wetan Panjangrejo Pundong

Bantul dilaksanakan tanggal 21

Februari 2019 dengan peserta : 50

orang
(c) Aula Kecamatan Piyungan Bantul

dilaksanakan pada tanggal 25 Februari

2019 dengan jumlah peserta 50 orang
(d) Bangsal Rumah Dinas Bupati Bantul

dilaksamnakan pada tanggal 19

Agustus 2019 dengan peserta 50 orang
(e) Balai Desa Trimurti Srandakan Bantul

dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus

2019 dengan peserta 50 orang
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(7) Razia Anjal Gepeng dan Psikotik

Kegiatan ini bekerjasama dengan

Satpol PP Kab Bantul dan Sat Sabhara

Polres Bantul , kegiatan dilaksanakan

sebanyak 12 kali, mendapatkan 21 orang

anjal gepeng/psikotik, dengan rincian

sebagai berikut :

(@) 4 Oktober 2019 (1 orang anjal
gepeng/psikotik)

(b) 6 November 2019 (2 orang anjal
gepeng/psikotik)

(c) 14 November 2019 (3 orang anjal
gepeng/psikotik)

(d) 22 November 2019 (2 orang anjal
gepeng.psikotik)

(e) 26 November 2019 (1 orang anjal

gepeng/psikotik)

() 30 November 2019 (3 orang anjal
gepeng/psikotik)

(g0 3 Desember 2019 (3 orang anjal
gepeng/psikotik)

(h) 5 Desember 2019 (2 orang anjal
gepeng/psikotik)

0] 9 Desember 2019 (0 orang anjal
gepeng/psikotik)

()] 11 Desember 2019 (2 orang anjal
gepeng/psikotik)

(k) 13 Desember 2019 (0 orang anjal
gepeng/psikotik)

()] 14 Desember 2019 (2 orang anjal
gepeng/psikotik)

\‘, IIT - 150

)




LKP.] BUPATI BANTUL AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

(8) Penjangkauan oleh TRC Kab Bantul
Penjangkauan PMKS yang

dilakukan oleh TIM Reaksi Cepat (TRC)
Kabupaten Bantul, berupa mengantar dan
menjemput klien ke/dari rumah sakit/panti
rehab, seperti RSJ Ghrasia Pakem, RSJD
Dr.Soedjarwadi Klaten, Panti Margo Laras
Pati dll. Selama tahun 2019 TRC Kab
Bantul telah mengantar dan menjemput
klien (mayoritas psikotik) sebanyak 34 kali.
TRC Kab Bantul mendapatkan honor
Rp175.000/per bulan selama 12 bulan
penuh.

(9) Pemakaman Jenazah terlantar.

Untuk pemakaman jenazah terlantar
tahun 2019, Dinas Sosial P3A Kabupaten
Bantul menyiapkan dana untuk 30 jenazah
(Rp 1.650.000,00 per jenazah), untuk
perawatan dan pemakamannya. Tahun
2019 melaksanakan pemakaman
sebanyak 22 orang jenazah terlantar.

Permasalahan :

Rujukan dan pengambilan pasien
atau klien baik ke RSJ maupun ke panti
tidak bisa diprediksi, begitu juga dengan
pemakaman jenazah terlantar karena
berupa layanan kepada masyarakat
sesuai dengan kejadian/kasus  di

lapangan. Hal ini juga dipengaruhi tingkat
kepedulian masyarakat terhadap
keberadaaq PMKS di wilayahnya.
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Pada Progam Peningkatan Kualitas
Kampanye Sosial, Pelayanan Sarana dan
Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial jumlah anggaran
pada tahun 2018 sebesar Rp.
399.500.000,- dengan capaian realisasi
sebesar 80 % atau Rp. 318.609.900,-.
Sedangkan pada Tahun 2019 jumlah
anggaran adalah sejumlah Rp
278.275.000,- dengan capaian realsiasi
sebesar 82% atau Rp. 229.160.000,-.

Kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi PMKS

(1)

(10)

(11)

Kegiatan Family Gathering (60 orang)

Pelaksanaan : Sabtu, 16 Februari
2019 di Taman Wisata Kaliurang Sleman
dengan peserta sejumlah 30 anak dan 30
wali/orangtua.

Kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi LU
Potensial (60 orang)

Pelaksanaan: 17 Juni 2019 di Balai
Desa Sidomulyo Bambanglipuro Bantul
dengan peserta: 60 orang lansia
Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi
Keluarga Rentan Sosial (160 orang)

Pelaksanaan:

(@) 30 April 2019 dan 1 Mei 2019, dengan

peserta 40 orang (wanita rentan sosial
ekonomi/janda) dan dilaksnakan di

Triharjo Pandak
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(€)

(d)

16 dan 17 Juli 2019 peserta 40 orang
(wanita rentan sosial ekonomi/janda)
dilaksanakan di Sidomulyo
Bambanglipuro

25 dan 26 September 2019 peserta 40
orang (keluarga pemulung) dan
dilaksanakan di Sitimulyo Piyungan

11 dan 12 November 2019 peserta 40
orang (Penyandang Disabilitas)
dilaksanakan di Sumbermulyo

Bambanglipuro

(12) Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi
PMKS (150 orang)

(@)

(b)

(c)

(d)

(e)

9 dan 10 April 2019, jumlah 30 orang
(Exs NAPZA) di Kopi Kampung
Ambarukmo Banguntapan Bantul.

22 dan 23 April 2019, jumlah 30 orang
(Wanita Tuna Sosial) di Gedung Merpati
Putih Parangtritis Kretek Bantul.

24 dan 25 April 2019 jumlah 30 orang
(Penyandang Disabilitas) di Panti Bina
Insan Mandiri Sedayu Bantul.

20 dan 21 Agustus 2019 jumlah 30
orang (Janda) di Balai Desa Pleret
Pleret Bantul.

22 dan 23 Agustus 2019 jumlah 30
orang (Janda) di Kecamatan Dlingo
Kab. Bantul.

(13) Kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi

Penyandang Disabilitas dan Eks

Trauma

19 Juni 2019 dengan jumlah peserta
n dilaksanakan di Balai
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(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Rehabilitasi Terpadu Penyandang
Disabilitas Pundong Bantul
Kegiatan Pembinaan Bagi Klien Panti

18 Juni 2019, dengan peserta 40
orang anak Panti dan dilaksanakan di
Panti Asuhan “Amanah” Trimulyo Jetis
Bantul.

Kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi
Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

24 Juni 2019, peserta 50 orang Anak
Berkebutuhan Khusus dan dilaksanakan
di Lembaga Kesejahteraan Sosial Bina
Insan Mandiri Sedayu.

Kegiatan Pelatihan Tanggap Darurat
Bencana bagi Difabel

20 Juni 2019, peserta 50 orang
Penyandang Disabilitas dan dilaksanakan
di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang
Disabilitas Pundong Bantul
Kegiatan Untuk
Dengan HIV/AIDS (ODHA)

24 September 2019, peserta 50
HIVAIDS

Hotel Grand Dafam

Workshop Orang

orang Pengidap dan
dilaksanakan di
Rohan Banguntapan Bantul

Kegiatan Workshop Untuk Anak
Dengan HIV/AIDS (ADHA)

17 Oktober 2019, peserta 50 orang
Anak dengan HIV-AIDS dilaksanakan di
Hotel Grand Dafam Rohan Banguntapan
Bantul
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Adapun ditahun 2019 ada beberapa

kendala antara lain :

(1)

(2)

Permasalahan, untuk  jenis  pelatihan
ketrampilan bisa memenuhi keinginan/bakat
masing-masing peserta.

Upaya Pemecahan Masalah, penentuan jenis
pelatihan  ketrampilan  sesuai hasil
bermusyawarah dengan pendamping.

Pada progam Pelatihan Keterampilan bagi

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) jumlah anggaran pada tahun 2018

sejumlah Rp. 728.900.000,- dengan capaian

realisasi mencapai 91 % atau sebesar Rp.
662.782.150,-. Sedangkan pada Tahun 2019
jumlah anggaran pada progam ini sejumlah

Rp.673.937.000,- capaian realisasi mencapai
91% atau Rp.614.237.000,-.

Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan

Miras dan Narkoba serta berkembangnya

Praktek Prostitusi

(1)

Sosialisasi PAGN

(&) 29 April 2019 kegiatan dilaksanakan di
Aula SMA Negeri 2 Bantul dengan
jumlah peserta 40 orang;

(b) 27 Agustus 2019 kegiatan dilaksanakan
di Gedung Induk Mandala Saba
Pracima Parasamya Kabupaten Bantul
dengan jumlah peserta 40 orang;

(c) 6 2019

dilaksanakan di Rumah Makan Simak

November kegiatan
Panggungharjo Sewon Bantul dengan

jumlah peserta 40 orang;
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(d 7 November 2019 kegiatan
dilaksanakan di Rumah Makan Simak
Panggungharjo Sewon Bantul dengan
jumlah peserta 40 orang.

(19) Workshop Anti Napza, dilaksanakan
sebanyak 2 kali antara lain :

(@) 5 Juli 2019 di Rumah Makan Simak
Panggungharjo Sewon Bantul, dengan
jumlah 40 anak/peserta dari
FORLANZA;

(b) 30 September 2019 di Universitas PGRI
Yogyakarta, dengan jumlah peserta 40
anak/peserta.

(20) Sosialisasi Pembentukan Lingkungan

Sehat bagi PMKS

(@) 27 Juni 2019 kegiatan dilaksanakan di
Rumah Makan Simak Panggungharjo
Sewon Bantul, dengan jumlah peserta
40 orang;

(b) 12  September 2019  kegiatan
dilaksanakan di Rumah Budaya Tembi
Sewon Bantul, dengan jumlah peserta
40 orang;

(c) 28 Oktober 2019 kegiatan dilaksanakan
di Rumah Makan Gendal Gendul
Patalan Jetis Bantul, dengan jumlah
peserta sebanyak 40 orang waria.

Pada Program Kegiatan Penyuluhan
Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan
Narkoba serta berkembangnya Praktek Prostitusi ini
anggaran pada tahun 2018 adalah sejumlah Rp.
144.785.000,- dengan capaian realisasi sebesar 96

% atau Rp.lBS%?

Sedangkan pada tahun
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2019 sejumlah Rp. 364.709.000,- dengan capaian
realisasi sebesar 98 % atau Rp. 357.509.000,-.

2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT), dan Bantuan Sosial
Dengan mendayagunakan SDM sebanyak 280
orang dana sebesar Rp 1.171.719.900,00 yang
kemudian dilaksanakan dengan anggaran perubahan
sebesar Rp. 1.153.669.900,00 program ini
menghasilkan keluaran berupa :

a) Pemberdayaan Manajemen Usaha Bagi
Keluarga Miskin dengan APBD Rp
76.250.000,00;

b) Sosialisasi Pelaksanaan Pengendalian dan
Pengawasan Bantuan bagi Warga Miskin
dengan APBD Rp 602.987.500,00

C) Pendampingan, pemantauan dan penyaluran
bantuan dengan APBD Rp 474.432.400,00
Keluaran atau kegiatan dari program ini secara

rinci adalah sebagai berikut:

(2) Pemberdayaan manajemen usaha bagi
keluarga miskin.
(1) Penyuluhan pengembangan KUBE PKH
di enam lokasi penerima KUBE, vyaitu
kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan
Sanden, Kecamatan Imogiri, Kecamatan
Banguntapan 2 lokasi, dan kecamatan
Bantul. Adapun pelaksanaan penyuluhan
KUBE pada tanggal 1 Agustus sampai
dengan 20 Agustus 2019
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(2) Bimbingan tehnis untuk KUBE fakir
miskin yang baru dilaksanakan di Dinas
Sosial P3A Kabupaten Bantul. Kabupaten
bantul mendapatkan KUBE tahun 2019
sebanyak 30 kelompok dengan lokasi 15
kelompok di Kecamatan Pandak dan 15
kelompok di kecamatan Kretek. Adapun
pelaksanaan bimtek pada bulan Juli
2019.

(3) Monitoring pelaksanaan KUBE tahun
2019 yang merupakan bantuan dari
kementrian Sosial Rl ada di kecamatan
Kretek dan di kecamatan Pandak
sebanyak 30 kelompok.

(4) Pemilihan KUBE berprestasi

Pemilihan KUBE  berprestasi
diawali dengan presentasi ketua KUBE
dari setiap kecamatan, kemudian diambil
6 terbaik untuk dilakukan tinjauan
lapangan, baru ditentukan kejuaraannya.
Untuk hasil kejuaraan sebagai berikut :
(a) KUBE sejahtera Xll Projotamansari

DS 050 Cengkehan, Wukirsari
(b) KUBE PKH IMPIAN 11,

Ngestiharjo, Kasihan
(c) KUBE Sejahtera XV BT.DS.007,

Mulyodadi, Bambanglipuro
(d KUBE KMM Ceme, Jatimulyo,

Dlingo
(e) KUBE Melati Jatimulyo, Dlingo
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() KUBE sejahtera XVI BT DS. 002

Balakan, Sumberagung, Jetis

Sosialisasi Pelaksanaan Pengendalian dan
Pengawasan Bantuan bagi Warga Miskin.
Merupakan kegiatan pendampingan bagi
bantuan sosial dari Kementrian Sosial Republik
Indonesia antara lain kegiatan program, PKH,
KUBE PKH dan WRSE dan Pendampingan
bantuan sosial dari APBD Kabupaten bantul
antara lain Bantuan sosial WRSE peserta PKH.
Tujuan Kkegiatan ini adalah terlaksananya
sosialisasi, pelaksanaan pengendalian dan
pengawasan bantuan agar sampai kepada
warga miskin sebagai sasaran program.
Kegiatan ini menggunakan dana
anggaransebesar 602.987.500,00 dengan
realisasi sebesar Rp. 595.677.500,00 serapan
anggarannya adalah 98.8% dan capaian fisik
sebesar 100%.
Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran
Bantuan
(1) Sosialisasi Bantuan Sosial ( Bansos
pangan ) atau BPNT ( Bantuan Pangan
Non tunai )

Sosialisasi BPNT dengan
menghadirkan Tim Koordinasi BPNT
tingkat Kabupaten, camat, Lurah dan
TKSK se Kabupaten Bantul dilaksanakan
di gedung pertemuan PEMDA Mandding
.
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(2)

3)

(4)

(5)

Rapat koordinasi dan evaluasi

dilaksanakan setiap bulan  sekali.
Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT) selama 12 bulan mulai bulan
Januari Sampai dengan Desember 2019,
jumlah penerima 97.472 KPM masing-
masing KPM mendapatkan Rp. 110.000,-
untuk dibelanjakan sembako berupa
beras dan telur.

Bimbingan teknis RTLH (Rumah Tidak
Layak Huni)

Verifikasi calon penerima bansos
RTLH di 14 kecamatan yang meliputi
kecamatan Dlingo, Pleret, Pundong, Jetis,
Pandak, Piyungan, Kasihan, Sedayu,
Bambanglipuro, Kretek, Sewon, Bantul,
. Bantuan sosial
2019 dari

kabupaten bantul sebanyak 143 orang

Srandakan dan Sanden

RTLH tahun anggaran
masing-masing mendapatkan bantuan
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah,).
Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)
Taruna Siaga Bencana yang dilaksanakan
setiap tribulan sekali.

Pelatihan  Taruna Siaga Bencana
(Tagana) yang dilaksanakan di bulan Juli
2020 yang dihadiri oleh 100 SDM Tagana

Kabupaten Bantul.

&z
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3)

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial

Program ini didukung dengan dana sejumlah
Rp.499.900.000,00 dengan anggaran perubahan
sebesar Rp. 458.215.000,00 dan menghasilkan

keluaran :

a) Peningkatan kualitas SDM kesejahhteraan
sosial masyarakat.

b) Peningkatan kualitas kesetiakawanan sosial
nasional.

c) Pendampingan Kegiatan Karang Taruna.
.Keluaran atau kegiatan dari program ini secara

rinci adalah sebagai berikut:

(3) Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan
sosial masyarakat.

Kegiatan dalam program ini dimaksudkan
untuk pemberdayaan Organisasi Sosial (Orsos)
dan PSM di Kabupaten Bantul. Pemberdayaan
yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Bantul adalah melalui pembinaan dan
mekanisme lomba/evaluasi, mereka dituntut
peran maksimal sehingga outputnya dapat
dirasakan oleh masyarakat. Kegiatan ini dengan
anggaran sebesar Rp.566.020.400,00
anggaran yang terserap Rp. 555.315.400,00
(98,109%) dengan capaian fisik 100%. Orsos

berprestasi:
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Tabel 3.12 Organisasi Sosial Berprestasi

No. Nama Alamat Nominasi
1 Sobi Srunggan, Karangtengah, Imogiri I
2 Daimah Gupakwarak, Sendangsari, Pajangan Il
3 Puji Winarni Daleman, Gilangharjo, Pandak 1
Sumber : Dinsos PPPA. 2019
(21) TKSK berprestasi:
Evaluasi TKSK berprestasi di tahun

2019 tingkat Kabupaten Bantul

dilaksanakan ~ mulai bulan  Februari

sampai Maret dengan 3 tahapan seleksi,
yaitu :

X Seleksi administrasi.

< Seleksi paparan presentasi di
hadapan Tim penilai tentang
kegiatan dilaksanakan.

X Seleksi kunjungan lapangan untuk
mengetahui keadaan yang
sebenarnya.

Nominasi | tingkat Kab. Bantul maju

ke tingkat tingkat DIY tahun 2019.

Tabel 3.13 Hasil Evaluasi TKSK tahun 2019
No. Nama Alamat Nominasi
1. Nur Kholis, S.Sos. | TKSK. Kec. Pajangan I
2. Srihardono TKSK Kec. Pleret Il
3. Drs. Agus Jaka Yunianta TKSK Kec. Kretek Il

Sumber : Dinsos PPPA. 2019
(22) PSM berprestasi:
Evaluasi PSM berprestasi tingkat
Kabupaten Bantul tahun 2019
dilaksanakan  mulai bulan  Februari

dengan 3 tahapan, yaitu :
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<> Seleksi administrasi.
<> Seleksi paparan presentasi di
hadapan Tim penilai tentang

kegiatan yang telah dilaksanakan.

o
A5

X Seleksi kunjungan lapangan untuk
mengetahui keadaan yang
sebenarnya dibawah sebagai
upaya pembuktian.

Nominasi | berhak  mewakili
Kabupaten Bantul dalam rangka Evaluasi
PSM berprestasi tingkat Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2020.

Tabel 3.14 Hasil Evaluasi PSM 2019 Tk. Kab. Bantul

No Nama Alamat Nominasi
1 Sobi Srunggan, Karangtengah, Imogiri I

2 Daimah Gupakwarak, Sendangsari, Pajangan Il

3 Puji Winarni Daleman, Gilangharjo, Pandak Il

Sumber : Dinsos PPPA, 2019
Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan sosial
Nasional.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat akan rasa
kesetiakawanan sosial dan kesadaran untuk
ikut serta dengan pemerintah dalam
penanganan kesejahteraan sosial, didukung
dengan anggaran sebesar Rp.327.878.000,00
dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.326.825.000,00 (99,679%) dengan efisiensi
Rp 13.267.511,00.

Tahun Anggaran 2019 telah berakhir,

satu kegiatan telah dilaksanakan vyaitu
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Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial
Nasional. Sebagai evaluasi pelaksanaan
kegiatan, bahwa Tahun 2019 telah berjalan
dengan baik namun ada beberapa pos anggaran
yang tidak bisa terserap 100% dan harus
dikembalikan ke Kasda Pemda. Kabupaten
Bantul sebesar Rp 1.053.000,- dengan perincian

sebagai berikut :

Tabel 3.15 Rincian Pengembalian Anggaran

No Kegiatan Jumlah
1 Belanja pakaian Olah Raga 400.000,-
2 Jasa Penyelenggaraan Kegiatan 30.000,-
3 Jasa Tenaga Harian Lepas 623.000,-
Jumlah 1.053.000,-

Sumber : Dinsos PPPA, 2019

(1) Pendampingan Kegiatan Karang Taruna

Program ini didukung anggaran sebesar
Rp. 273.750.000,00 pada kegiatan ini telah
terserap anggaran efisiensi dengan total
sebesar Rp. 272.715.000,00 dan capaian fisik
100%, serta telah menghasilkan keluaran
berupa pemberdayaan karang taruna. Adapun
hasilnya adalah adanya karang taruna yang
berprestasi sampai tingkat DIY, bulan bhakti
karang taruna, dan kemah kebangsaan.
Kegiatan pemberdayaan karang taruna berupa:
(1) Karang Taruna berprestasi tingkat

Kabupaten Bantul tahun 2019

dilaksanakan  mulai bulan  Februari

sampai dengan akhir Maret dengan 3

tahaein leksi.
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Tabel 3.16 Hasil evaluasi Karang Taruna berprestasi tingkat Kabupaten

Bantul tahun 2019

NO NAMA ALAMAT NOMINASI
1 Karang Taruna Kusuma Bakti Argore Sedayu I
2 Karang Taruna Sasana Kridaning | Mulyodadi Il
Arum Bambanglipuro
3 Karang Taruna Seta Jalanidi Timur | Sendangsari Pajangan | lll

Sumber : Dinsos PPPA, 2019

4)

(2)  Bulan Bhakti Karang Taruna

Dalam rangka untuk meningkatkan
bakti Karang Taruna  dalam
menyelenggarakan kesejahteraan sosial
perlu diadakan kegiatan Bulan Bakti
Karang Taruna (BBKT) kegiatan ini di
adakan di Desa secara bergilir untuk
tahun 2019 jatuh di Desa Mulyodadi
Kecamatan Bambanglipuro, bekerjasama
dengan Karang Taruna Sasana Kridaning

Arum Desa Mulyodadi.

Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan
Sosial.

Program ini dilaksanakan berangkat dari
pentingnya Data Kemiskinan di kabupaten Bantul
guna menunjang pelayanan dalam pemberdayaan
masyarakat miskin dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial dalam jaminan sosial
(Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan bantuan sosial
lainnya) Kurangnya data valid mengenai daftar
kemiskinan di Kabupaten Bantul sangat berdampak
pada bantuan dari pemerintah yang tidak tepat
sasaran. Program ini mempunyai keluaran berupa
2(dua) Kegiatan, yait

a\ g
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b)

Updating Keluarga Miskin dengan APBD
Rp.436.915.335,00

Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima
Bantuan dengan APBD Rp. 744.487.080,00
Kegiatan dari Program ini dapat dijelaskan

secara rinci sebagai berikut:

(1)

(2)

Updating Keluarga Miskin.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk
memberikan pemutakhiran penerima jaminan
bantuan sosial untuk masyarakat miskin
maupun yang rawan miskin agar tepat sasaran
guna penaggulangan kemiskinan di Kabupaten
Bantul.

Di dalam program ini terdapat data
kegiatan yaitu Updating Keluarga Miskin
dengan anggaran sebesar Rp. 436.915.335,00
dengan serapan anggaran sebesar Rp.
434.271.250,00 serapan anggaran fisik
99,395% dikarenakan pengusulan angaran
melebihi waktu deadline. Namun Walaupun
anggaran tersebut tidak terserap 100% namun
capaian kegiatan secara fisik tercapai 100%.
Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima
Bantuan

Program ini dengan dukungan dana
sebesar Rp.744.487.080,00 dengan serapan
anggaran sebesar Rp.743.871.580,00 dengan
capaian fisik 99,917%.
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Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan permasalahan dan solusi

terkait dengan pelaksanaan program-kegiatan dalam

urusan Sosial

Tabel 3.17 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Sosial

No.

Permasalahan

Solusi

Rujukan dan pengambilan pasien atau
klien baik ke RSJ maupun ke panti tidak
bisa diprediksi, begitu juga dengan
pemakaman jenazah terlantar karena
berupa layanan kepada masyarakat
sesuai dengan kejadian/kasus  di
lapangan. Hal ini juga dipengaruhi
tingkat kepedulian masyarakat terhadap
keberadaan PMKS di wilayahnya.

Memberikan  sosialisasi  kepada
masyarakat agar lebih  peduli
terhadap keberadaan PMKS di
wilayahnya.

Pada Penyusunan dan pengumpulan
data statistik daerah, data Prelist yang
akan di entry hasil verivikasinya tidak
dapat di proses oleh aplikasi yang dari
tnp2k

Melakukan Bimtek entru prelist dan
sosialisasi MPM (mekanisme

Pemutahiran Mandiri)

Beberapa kader desa yang berperan
melakukan purifikasi belum paham

dengan mekanisme yang dilaksanakan

Melakukan bimtek kepada kader

desa petugas verifikasi di lapangan

Sumber: Dinsos PPPA, 2019
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B. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Kabupaten Bantul dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak

berkaitan dengan pelayanan dasar pada tahun 2018 beserta hasil-

hasilnya. Khusus untuk prestasi dan penghargaan yang diraih

disajikan pada Lampiran A dan target serta capaian indikator kinerja

disajikan pada Lampiran B.
1. TENAGA KERJA

a. Program dan Kegiatan.

Adapun Program yang dilaksanakan pada tahun
2019 adalah sebagai berikut :

1) Program peningkatan kualitas dan produktivitas

tenaga kerja

a)
b)

c)

Kegiatan Kegiatan Pembinaan LPK

Kegiatan Pemberdayaan Wirausaha bagi
Lulusan Pelatihan

Kegiatan Pemagangan / OJT Mantan Peserta
Pelatihan di Perusahaan

Kegiatan Uji kompetensi peserta latihan di BLK
Kegiatan Pengukuran Produktifitas Tenaga
Kerja

Kegiatan Pelatihan Menjahit

Kegiatan Pelatihan Mekanik

Kegiatan Pelatihan Teknisi

Kegiatan Pelaltihan Meubelair

Kegiatan Pelatihan Juru Las

Kegiatan Pelatihan Juru Las

Kegiatan Pelatihan Software

Kegiatan Pelatihan Tata Boga

Kegiatan Pelatl n Batik Tulis
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0)

Kegiatan Pelatihan Bahasa Inggris

2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

a)

b)

Kegiatan = Penanggulangan  permasalahan
ketenagakerjaan
Kegiatan Penyusunan dan penyebarluasan

informasi bursa tenaga kerja

3) Program Perlindungan pengembangan lembaga

ketenagakerjaan

a)

b)

f)
9)

h)

Kegiatan penyelesaian prosedur, penyelesaian
perselisihan hubungan industrial

Kegiatan penyelesaian prosedur pemberian
perlindungan hukum dan jaminan sosial
ketenagakerjaan

Kegiatan Pendampingan dewan pengupahan
Kegiatan Pemberadayaan lembaga kerjasama
tripartit daerah

Kegiatan bimbingan teknis penyelesaian
perselisihan industrial

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
Kegiatan Pendampingan Pembuatan
Persyaratan kerja

Kegiatan Pemberdayaan Sarana Kesejahteraan

Kerja

4) Program Penempatan Tenaga Kerja

a)
b)

Kegiatan Penyuluhan ketenagakerjaan

Kegiatan Penempatan tenaga kerja
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5) Program Perluasan Kerja
a) Kegiatan terapan teknologi tepat guna
b) Kegiatan Padat Karya Produktif dan
Infrastruktur
c) Kegiatan pemanduan dan pembinaan usaha
tenaga kerja lansia dan penyandang cacat
d) Kegiatan pemanduan dan pembinaan usaha

tenaga kerja terdidik dan mandiri

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program peningkatan kualitas dan produktivitas
tenaga kerja
Maksud dan Tujuan program ini adalah
meningkatkan kualitas, produktivitas, dan ketrampilan
bagi tenaga kerja supaya mampu berwirausaha dan
bekerja di perusahaan.

Implementasi program ini didanai dengan
anggaran daerah sebesar Rp 1.676.421.000,00
dengan realisasi anggaran sebesar Rp
1.615.469.600,00 atau 96,3%.

Program peningkatan kualitas dan produktivitas
tenaga kerja dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan,

antara lain :

a) Kegiatan Pembinaan LPK
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah
memberikan bimbingan dan pembinaan kepada
LPK agar LPK dapat maju dan berkembang
mengikuti perkembangan zaman atau revolusi
industri 4.0
Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar
Rp 209.575.00‘(}9 dengan realisasi Rp. Rp

IIT- 170

)




LKP.] BUPATI BANTUL AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

208.966.750,00 atau 99.71%,

waktu dan

pelaksanaan kegiatan disajikan dalam Tabel

berikut

(d)

lulusan pelatihan

Maksud

dan

tujuan

kegiatan

Kegiatan pemberdayaan wirausaha bagi

ini

Memberikan bekal kepada pencari kerja untuk

mengembangkan

berwirausaha mandiri.

Implementasi

kegiatan

keterampilan

ini

dalam

menyerap

anggaran yang berasal dari APBD sebesar
Rp154.150.000,00
Rp153.572.000,00 atau 99.62 %, waktu dan

pelaksanaan kegiatan disajikan dalam Tabel

dengan

realisasi

berikut
Tabel 3.18 Kegiatan Pemberdayaan Wirausaha Bagi Lulusan
Pelatihan
No Kegiatan Waktu Tempat Jumlah
) Pelaksanaan Pelaksanaan | Peserta
1. | Pemberdayaan | 22 s/d 25 April Aula Dinas 20
Wirausaha Bagi | 2019 Tenaga Kerja Orang
Lulusan dan
Pelatihan Transmigrasi
Angkatan | Kabupaten
Bantul
2. | Pemberdayaan | 08 s/d 11 Juli Aula Dinas 20
Wirausaha Bagi | 2019 Tenaga Kerja Orang
Lulusan dan
Pelatihan Transmigrasi
Angkatan I Kabupaten
Bantul
3. | Pemberdayaan | 28 s/d 31 Aula Dinas 20
Wirausaha Bagi | Oktober 2019 Tenaga Kerja Orang
Lulusan dan
Pelatihan Transmigrasi
Angkatan Il| Kabupaten
Bantul
Sumber: Disnakertrans 2019
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(e)

(f)

Kegiatan Pemagangan / OJT mantan peserta
pelatihan di perusahaan

Maksud dan tujuan kegiatan ini Pelatihan
ketrampilan dilaksanakan guna menyiapkan
tenaga trampil bagi pencari kerja agar memiliki
daya saing dalam memasuki dunia kerja.
Dilaksanakan dengan sasaran 40 orang, dengan
anggaran sebesar Rp186.191.000,00 dan
realisasi anggaran sebesar Rp180.591.000,00
atau 96.99%. Kegiatan Uji Komptensi Bagi
Peserta Pelatihan di BLK

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk
memberikan sertifikasi bagi peserta pelatihan,
sehingga tenaga kerja dapat diperhitungkan
dalam mencari pekerjaan.

Kegiatan ini menggunakan anggaran
daerah sebesar Rp 48.575.000,00 dengan
realisasi Rp 48.392.000,00 atau 99,9% , adapun
pelatihan yang diujikan disajikan dalam tabel
berikut ;

Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tenaga
Kerja

Maksud dan tujuan kegiatan ini
Pengukuran produktivitas bermanfaat
memberikan informasi untuk menentukan dan
mengevaluasi kecenderungan perkembangan.

Kegiatan ini menyerap anggaran yang
berasal dari APBD sebesar Rp 189.485.000,00
dengan realisasi Rp 178.485.000,00 atau
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94.19%.Adapun rincian kegiatan tersebut
disajikan dalam tabel berikut
Tabel 3.19 Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja
: Waktu Jumlah
No. Kegiatan Pelaksanaan Tempat Pelaksanaan Peserta
1 | Pelatihan Analisa 16 s/d 18 Juli Thiwul Ayu “Mbok Sum”, | 20
Pengkuran 2019 JI. Mangunan KM. 4,5, orang
Produktivitas Tenaga Mangunan, Dlingo,
Kerja Bantul
2 | Sosialisasi 08 Oktober 2019 | Aula Koperasi Adil 40
Peningkatan Bantul, Jl.Wahidin Sudiro | orang
Produktivitas Tenaga Husodo, Bantul
Kerja Angkatan |
3 | Sosialisasi 09 Oktober 2019 | Aula Koperasi Adil 40
Peningkatan Bantul, Jl.Wahidin Sudiro | orang
Produktivitas Tenaga Husodo, Bantul
Kerja Angkatan Il
4 | Sosialisasi 10 Oktober 2019 | Aula Koperasi Adil 40
Peningkatan Bantul, J.Wahidin Sudiro | orang
Produktivitas Tenaga Husodo, Bantul
Kerja Angkatan ll|
5 | Pelatihan 04 s/d 06 IKM Mie Reshik Cap 20
Peningkatan November 2019 Dokar orang
Produktivitas Tenaga | 11 s/d 13 IKM Adrem Gula Jawa 20
Kerja November 2019 Mawar Merah orang
14 s/d 16 IKM Kerupuk Barokah 20
November 2019 orang
18 s/d 20 IKM Roti Widya 20
November 2019 orang
21 s/d 23 IKM Rambak Mirasa 20
November 2019 orang
25 s/d 27 IKM Rempelo Hanin 20
November 2019 orang

Sumber: Disnakertrans 2019

(g) Kegiatan Pelatihan Menjahit

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk

Menyiapkan tenaga terampil bagi pencari kerja

, Supaya mampu berwirausaha atau memiliki

daya saing dalam memasuki dunia kerja.

Kegiatan ini menyerap anggaran yang
berasal dari APBD sebesar Rp 171.200.000,00
dan realisasi sebesar Rp 170.722.400,00 atau
99,72%.
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Tabel 3.20 Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Menjahit

. . Jumlah Lokasi
No Jenis pelatihan Tanggal pelaksanaan
peserta
Insittusional
02 Februari s/d 26 BLK
Februari 2019 16 Orang
02 Mei s/d 24 Mei 2019 16 Orang BLK
1 Menjahit 10 Juli s/d 13 Agustus 16 Orang BLK
2019
30 Agustus s/d 21 BLK
September 2019 16 Orang
MTU (Mobile Training Unit)
. . Sorowajan,
gOFl%bruarl s/d 26 Februari 16 Orang Panggungharjo,
Sewon
Menden,
2 Mei s/d 24 Mei 2019 16 Orang Babadan,
Bantul
Paten
30 Agustus s/d 21 . o
September 2019 16 Orang ;m)our:harjo,

Sumber: Disnakertrans 2019

(h) Pelatihan Mekanik

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk
Menyiapkan tenaga terampil bagi pencari kerja
, Supaya mampu berwirausaha atau memiliki
daya saing dalam memasuki dunia kerja.

Kegiatan ini menyerap anggaran yang
berasal dari APBD sebesar Rp 119.465.000,00
dan realisasi sebesar Rp 119.223.400,00 atau
99,79%

Pelaksanaan pelatihan disajikan dalam
tabel berikut :

Tabel 3.21 Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Mekanik

; ; Jumlah :
No. Jenis Pelatihan Tanggal Pelaksanaan - Lokasi
Institusional
06 Februari s/d 28 Februari 16 Orang BLK
1 Mekanik 2019
21 Mei s/d 03 Juli 2019 16 Orang BLK

III - 174




LKP.] BUPATI BANTUL AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

No. Jenis Pelatihan Tanggal Pelaksanaan LUl Lokasi
Peserta
06 Agustus s/d 29 Agustus 16 Orang BLK
2019
MTU (Mobile Training unit)
1 6 Februari s/d 28 Februari 16 Orang | Seloharjo,
2019 Pundong
5 6 Agustus s/d 29 Agustus 16 Orang | Murtigading,
2019 Sanden

Sumber: Disnakertrans 2019

(i) Pelatihan Teknisi

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk
Menyiapkan tenaga terampil bagi pencari kerja
, Supaya mampu berwirausaha atau memiliki
daya saing dalam memasuki dunia kerja.

Kegiatan ini menyerap anggaran yang
berasal dari APBD sebesar Rp 36.335.000,00
dan realisasi sebesar Rp 36.159.500,00 atau
99,51%.

Tabel 3.22 Pelaksanaan Pelatihan Teknisi

No. | Jenis Pelatihan | Tanggal Pelaksanaan Jumlah Lokasi
Peserta
Institusional
1 Teknisi 30 April s/d 23 Mei 16 Orang
2019
MTU (mobile training unit)
1 30 April s/d 23 Mei 16 Orang Caturharjo,
2019 Pandak

Sumber: Disnakertrans 2019

(1)) Pelatihan Meubelair
Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk
Menyiapkan tenaga terampil bagi pencari kerja
, Supaya mampu berwirausaha atau memiliki
daya saing dalam memasuki dunia kerja.
Kegiatan ini menyerap anggaran yang
berasal dari APBD sebesar Rp 45.915.000,00
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dan realisasi sebesar Rp 45.818.900,00 atau
99,79%

Tabel 3.23 Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Meubelair

No. Jenis Pelatihan Tanggal Pelaksanaan Jumlah
Peserta
1 Meubelair 30 April s/d 13 Juni 2019 16 Orang

Sumber: Disnakertrans 2019

(k)

Pelatihan Juru Las

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk
Menyiapkan tenaga terampil bagi pencari kerja
, Supaya mampu berwirausaha atau memiliki
daya saing dalam memasuki dunia kerja

Kegiatan ini menyerap anggaran yang
berasal dari APBD sebesar Rp 48.115.000,00
dan realisasi sebesar Rp 48.043.900,00 atau
99,85%.

Tabel 3.24 Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Juru Las

No. Jenis Pelatihan Tanggal Pelaksanaan Jumlah
Peserta
1 Juru Las 30 April s/d 13 Juni 2019 16 Orang

Sumber: Disnakertrans 2019

0]

Pelatihan Software

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk
Menyiapkan tenaga terampil bagi pencari kerja
, Supaya mampu berwirausaha atau memiliki
daya saing dalam memasuki dunia kerja

Kegiatan ini menyerap an”ggaran yang
berasal dari APBD sebesar Rp 184.025.000,00
dan realisasi sebesar Rp 142.669.700,00 atau

77,52%.
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Tabel 3.25 Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Softwere

No. Jenis Pelatihan Tanggal Pelaksanaan Jumlah
Peserta
1 Software 01 Maret s/d 25 Maret 2019 16 Orang
22 Mei s/d 22 Juni 2019 16 Orang
21 Agustus s/d 12 September 16 Orang

2019

Sumber: Disnakertrans 2019

(m) Pelatihan Tata Boga

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk
Menyiapkan tenaga terampil bagi pencari kerja
, Supaya mampu berwirausaha atau memiliki
daya saing dalam memasuki dunia kerja.

Kegiatan ini menyerap anggaran yang
berasal dari APBD sebesar Rp 186.975.000,00
dan realisasi sebesar Rp 186.674.000,00 atau
99,83%

Tabel 3.26 Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Tata Boga

No. Jenis Tanggal Pelaksanaan Jumlah Lokasi
Pelatihan Peserta
Institusional
1 Tata Boga | 01 Februari 2019 s/d 25 16 Orang BLK
Februari 2019
02 Mei s/d 24 Mei 2019 16 Orang BLK
09 Juli s/d 31 Juli 2019 16 Orang BLK
29 Agustus s/d 20 16 Orang BLK
September 2019
MTU (mobile training Unit )
1 Februari s/d 25 16 Orang | Ngentak, Timbulharjo,
Februari 2019 Sewon
2 Mei s/d 24 Mei 2019 16 Orang | Klenggotan, srimulyo,
Piyungan
9 Juli s/d 31Juli 2019 16 Orang | Suren Kulon, Canden ,
Jetis
29 Agustus s/d 20 16 Orang | Gumuk Ringinharjo,
September 2019 Bantul

Sumber: Disnakertrans 2019
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(n) Pelatihan Batik Tulis

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk
Menyiapkan tenaga terampil bagi pencari kerja
, Supaya mampu berwirausaha atau memiliki
daya saing dalam memasuki dunia kerja.

Kegiatan ini menyerap anggaran yang
berasal dari APBD sebesar Rp 59.535.000,00
dan realisasi sebesar Rp 59.528.500,00 atau
99,98%  Pelatihan  dilaksanakan secara
institusional di BLK

Pelaksanaan pelatihan disajikan dalam
tabel berikut :

Tabel 3.27 Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Batik Tulis

No. Jenis Pelatihan Tanggal Pelaksanaan Jumlah
Peserta
1 Batik Tulis 10 Juli s/d 13 Agustus 2019 16 Orang

Sumber: Disnakertrans 2019

(o) Pelatihan Bahasa Inggris

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah
untuk menyiapka tenaga terampil bagi pemandu
wisata khususnya, supaya biasa berkomunikasi

dengan wisata manca

Kegiatan ini menyerap anggaran yang
berasal dari APBD sebesar Rp 52.875.000,00
dan realisasi sebesar Rp 52.737.000,00 atau
99,73%.
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Tabel 3.28 Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Bahasa Inggris

No. Jenis Pelatihan Tanggal Pelaksanaan Jumlah Peserta

1 Bahasa Inggris 09 Juli s/d 12 Agustus 2019 16 Orang

Sumber: Disnakertrans 2019

Sementara kegiatan pelatihan dari dana
APBN sebesar Rp 2.885.189.000,00 dengan
realisasi Rp 2.724.571.000,00 atau 94,43%,
dihasilkan pelatihan sebanyak 38 paket (608

orang) untuk pelatihan institusional di BLK.

2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Maksud dan tujuan program ini untuk
memberikan peluang dan kesempatan kerja yang
seluas-luasnya kepada masyarakat miskin dan
pencari kerja.Hasil yang jelas terlihat adalah

menurunnya angka pengangguran.

Program ini menggunakaan alokasi anggaran
dana daerah sebesar Rp 576.805.000,00 dengan
realisasi Rp 556.472.900,00 atau 96,4%. Adapun
tujuannya adalah. Keluaran dari program ini adalah

sebagai berikkut

(1) Kegiatan Penanggulangan permasalahan
ketenagakerjaan

Maksud dan tujuan kegiatan ini salah satu

wujud dari perlindungan kepada TKI Bantul.

Adapun tugas tim penanggulangan

permasalahan penempatan tenaga kerja antara

lain:  meminimalisir  permasalahan yang

berkaitan dengan tenaga kerja.
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Kegiatan ini  dilaksanakan dengan
anggaran sebesar Rp 30.700.000,00 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp 17.400.000,00 .

Tabel 3.29 Penanggulangan Masalah Ketenagakerjaan

No. Jenis Kasus Jumlah Kasus | Jumlah yang Terselesaikan

1 | Trafficking

1 1

2 | Kecelakaan kerja di luar negeri

2 2
3 | Penahanan dokumen 1 1
4 | Tenaga kerja dalam negeri 6 6

Sumber: Disnakertrans 2019

3)

(2) Kegiatan Penyebarluasan informasi bursa
tenaga kerja
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah
memberikan pelayanan dan informasi
ketenagakerjaan yang cepat dan akurat.
Kegiatan penyebarluasan informasi bursa
tenaga kerja dilaksanakan dengan anggaran
daerah sebesar Rp 546.105.000,00 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp 539.072.900,00
(98%).
Program perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Maksud dan tujuan program ini adalah untuk
memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja
swasta/BUMN/BUMD dan meningkatkan
kesejahteraan bagi para pekerja di perusahaan
melalui pengembangan hubungan yang harmonis
antara pekerja dan pengusaha.Hasil yang diharapkan
adalah peningkatan jumlah tenaga kerja yang

semakin sejahtera dan terlindungi hak-hak mereka
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Program ini menggunakan dengan dana
sebesar Rp 886.559.500,00 dan realisasi sebesar Rp
868.949.800,00 atau 98,1%.

Adapun keluaran program berupa
pelaksanaaan hubungan industrial serta
pengawasan, perlindungan, dan pengembangan
lembaga ketenagakerjaan dengan prioritas kegiatan

sebagai berikut:

(1) Kegiatan penyelesain prosedure,
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah
adalah melakukan pencegahan agar tidak
terjadi perselisihan dan melakukan mediasi
untuk menyelesaikan semua pengaduan yang
masuk ke Pemerintah Kabupaten Bantul apabila
terjadi perselisihan hubungan industrial secara
cepat, tepat, dan murah sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku

Kegiatan ini menyerap dana APBD
sebesar Rp 266.222.000,00 dengan realisasi
anggaran sebesar Rp 266.086.000,00 atau
99,94%.

Tabel 3.30 Tabel Sosialisasi dan Workshop Pencegahan perselisihan

Dalam Kegiatan Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial

No. Kegiatan Tanggal Tempat Jumlah
pelaksanaan pelaksanaan peserta
1. Peningkatan Kapasitas 11 April 2019 RM Pawon Hayu | 50 orang

Sumber Daya Manusia

(SDM)
2. Pembinaan Hukum 27 April 2019 Aula MAN 2 30 orang
Ketenagakerjaan Bagi Bantul

Siswa Dengan Tema
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No. Kegiatan Tanggal Tempat Jumlah
pelaksanaan pelaksanaan peserta

“‘Membentuk Mental
Generasi Muda Yang
Unggul dan Produktif”

3. Isu Hukum 3 Juli 2019 RM Waroeng 50 orang
Ketenagakerjaan Di Era Omah Sawah
Industri 4.0

4. Workshop Hukum 18 Juli 2019 Ruang 50 orang
Ketenagakerjaan Untuk Pertemuan
Perusahaan Outsourcing “Goebog Resto”

5. Sosialisasi Penyelesaian | 31 Juli 2019 Keday Joy 50 orang
Prosedur Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial

7. Sosialisasi Penyelesaian | 7 Agustus 2019 | Meeting Room 60 orang
Prosedur Penyelesaian Apindo Bantul
Perselisihan Hubungan
Industrial

8. FGD Perkembangan 2 Oktober 2019 | Ruang 40 orang
Norma Dalam Bidang Pertemuan RM
Penyedia Jasa Pekerja Raos Djogja
dan Pemborongan
Pekerjaan

9. FGD Perkembangan 3 Oktober 2019 | Ruang 40 orang
Norma Dalam Bidang Pertemuan RM
Penyedia Jasa Pekerja Raos Djogja
dan Pemborongan
Pekerjaan

10 | Praktek Pembuatan 6 November Ruang 30 orang
Struktur Skala Upah 2019 Pertemuan
Sesuai Peraturan Gedung Dakwah
Menteri Tenaga Kerja Muhammadiyah
Nomor 1 Tahun 2017 Bantul

Sumber: Disnakertrans 2019

(2)

Kegiatan Penyelesaian prosedur pemberian
perlindungan hukum dan jaminan sosial
ketenagakerjaan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah

memberikan perlindungan kepada pekerja, dan

memberikan  hak-hak yang seharusnya
diperoleh pekerja/buruh.
Kegiatan ini menyerap  anggaran

sebanyak Rp 64.375.000,00 dengan realisasi

az

III - 182

)




LKP.] BUPATI BANTUL AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

anggaran sebesar

(1)

(2)

3)

Rp 64.275.000,00 atau
99,9% dengan rincian kegiatan:

Mensosialisasikan berbagai peraturan
tentang norma ketenagakerjaan di
perusahaan.

Mensosialisasikan berbagai peraturan

tentang jaminan sosial tenaga kerja di

perusahaan.

Melaksanakan perlindungan hukum dan

jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat

perusahaan.

Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Tabel 3.31 Kegiatan Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan

. Tanggal Tempat Jumlah
No. Kegiatan
pelaksanaan pelaksanaan peserta
1. | Pembinaan Keselamatan 6 Maret 2019 Ruang Pertemuan 26
Kerja di Perusahaan sesuai PT Komratindo orang
UU No. 13 Tahun 2003 Emporio
2. | Pembinaan Keselamatan 8 Maret 2019 Ruang Pertemuan 26
Kerja di Perusahaan sesuai PT Lentera Panen orang
UU No. 13 Tahun 2003 Mandiri
3. | Pembinaan Keselamatan 21 Maret 2019 Ruang Pertemuan 30
Kerja di Perusahaan sesuai PT CMPN orang
UU No. 13 Tahun 2003
4. | Pembinaan Perusahaan 12 Juni 2019 Ruang Mediasi 16
Dinas Tenaga Kerja | orang
dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul
5. | Pembinaan Perusahaan 6 Juli 2019 Ruang Pertemuan 26
PT Maesindo orang
Indonesia
6. | Pembinaan Kelembagaan 15 Juli 2019 Ruang Pertemuan 26
Ketenagakerjaan Sesuai PT Maesindo orang
Undang-Undang Nomor 21 Indonesia
Tahun 2000
7. | Koordinasi Penerapan 25 Juli 2019 RM Goebog Resto 26
Ketentuan orang
Permenakertrans RI No. 19
Tahun 2012 Tentang Syarat
— Syarat Penyerahan
Sebagian Pelaksanaan
Pekerjaan Kepada
Perusahaan Lain
8. | Pembinaan Perusahaan 15 Agustus RM Kampoeng 20
2019 Mataraman orang
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No. Kegiatan Tanggal Tempat Jumlah
pelaksanaan pelaksanaan peserta
9. | Pembinaan Perusahaan 17 September Ruang Pertemuan 26
2019 PT Asatex orang
10 | Sosialisasi Peran Serikat 8 Desember RM Goebog Resto 66
Pekerja Dalam 2019 orang

Penyelesaian Perselisihan
11 | Sosialisasi Undang-Undang | 10 Desember RM Warung Teduh 50
Nomor 13 Tahun 2003 Bab | 2019 orang
XII Pasal 150 Mengenai
Pemutusan Hubungan
Kerja dan Tata Cara
Pemberian Pesangon

Sumber: Disnakertrans 2019

(3) Kegiatan Sosialisasi berbagai peraturan

pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah
mendorong setiap perusahaan untuk
melaksanakan peraturan perundangan
ketenagakerjaan yang berlaku

Kegiatan ini dibiayai oleh APBD
Kabupaten Bantul sebesar Rp 55.420.000,00
dengan realisasi sebesar Rp 54.860.000,00
atau 98,99% dengan sasaran untuk perusahaan
yang belum punya peraturan perusahaan atau
perusahaan tersebut sudah mati tapi belum atau
tidak lapor ke Disnakertrans Kabupaten Bantul.
Adapun kegiatan sosialisasi berbagai peraturan
pelaksanaan ketenagakerjaan disajikan pada
Tabel 3.32.

Tabel 3.32 Kegiatan Sosialisasi Berbagai Peraturan Ketenagakerjaan

No Jenis Sosialisasi Tanggal Lokasi Jumlah
Pelaksanaan Peserta

1 | Sosialisasi Peraturan 13 Februari RM. Enthok Rempah | 50 Orang
Perusahaan 2019 Imogiri

2 | Sosialisasi Peraturan 10 April 2019 | RM. Aliandra 50 Orang
Perusahaan

3 | Sosialisasi Peraturan 11 Juli 2019 RM. Sambel Pawon | 40 Orang
Perusahaan
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No

Jenis Sosialisasi

Tanggal Lokasi Jumlah
Pelaksanaan Peserta

4

Sosialisasi Peraturan
Perusahaan

08 Agustus RM. Goebog Resto 50 Orang
2019

Sumber: Disnakertrans 2019

(4)

Kegiatan pendampingan dewan pengupahan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah
untuk merumuskan Upah Minimum Kabupaten
(UMK)

Kegiatan pendampingan ini menggunakan
anggaran daerah sejumlah Rp
112.735.000,00 dengan realisasi anggaran
sebesar Rp 100.765.400,00 atau 89,38%.

Dasar pembentukan Dewan Pengupahan
Pabupaten Bantul yaitu SK Bupati Nomor 219
Tahun 2017 Tanggal 14 Juni 2017. Dewan
Pengupahan Kabupaten Bantul (Depekab)
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dengan keanggotaan terdiri dari unsur Tripartit
yaitu wakil dari Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (SPSI) Kabupaten Bantul, Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten
Bantul, pakar ekonomi makro dari perguruan
tinggi (UMY), serta unsur pemerintah yaitu BPS
Bantul, Disperindagkop, Bagian Hukum, dan
Disnakertrans. Depekab bertugas memberikan
saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam
rangka penetapan Upah Minimum Kabupaten
(UMK) ke Gubernur.

Pemantauan pelaksanaan pembayaran

Tunjangan Hari Raya (THR) dan  Upah
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(5)

Minimum Kabupaten (UMK). Kegiatan yang
dilakukan adalah memantau secara acak
perusahaan di wilayah Bantul sejumlah 120
perusahaan yang dilaksanakan bulan Mei
sampai dengan Juni 2019 serta pemantauan ke
60 perusahaan terhadap UMK tahun 2019 yang
telah ditetapkan

Rpl1.790.500,00. Selain

sosialisasi UMK ke 150 perusahan dan lembaga

Gubernur sebesar

itu juga dilakukan

Kegiatan pemberdayaan Lembaga
Kerjasama Tripartit Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah
untuk mengatasi permasalahan
ketenagakerjaan di daerah demi kepentingan
bersama yang dilandasi oleh semangat
musyawarah untuk mencapai mufakat.

Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar
Rp 59.160.000,00 dengan realisasi anggaran
sebesar Rp 57.025.000,00 atau 96,39% meliputi
dua kegiatan yaitu pemberdayaan lembaga
kerjasama tripartit daerah dan pemberdayaan

kerjasama Bipatrtit.

Tabel 3.33 Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Lembaga Kerjasama

Tripartit Daerah

No | Jenis Sosialisasi Tanggal Lokasi Jumlah
pelaksanaan Peserta
1 Sosialisasi 13 Maret 2019 RM. Gazebo Kali 40 Orang
Pemberdayaan LKS Putih
Bipartit
2 Sosialisasi 29 Agustus 2019 RM. Aliandra 40 Orang
Pemberdayaan LKS
Bipartit
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3 Sosialisasi 9 Oktober 2019 RM. Sambel 40 Orang
Pemberdayaan LKS Pawon
Bipartit
Sumber: Disnakertrans 2019
Pemberdayaan Bipartit ke
perusahaan dilaksanakan  kunjungan

door-to-door ke 10 (sepuluh) perusahaan

untuk melakukan pembinaan pengurus

LKS Bipartit dan penyuluhan

Tabel 3.34 Pemberdayaan Bipartit di Perusahaan

No Jenis Sosialisasi Tanggal Lokasi Jumlah
Pelaksanaan Peserta

1 Pemberdayaan 4 Februari 2019 | PT Samku Glove 10 Orang
Bipartit Indonesia

2 Pemberdayaan 06 Februari 2019 | PT. Out Of Asia 10 Orang
Bipartit (O0A)

3 Pemberdayaan 07 Februari 2019 | PT. Ide Studio 10 Orang
Bipartit

4 Pemberdayaan 02 Mei 2019 PT. MSS (Mitra 10 Orang
Bipartit Sehati Sekata)

5 Pemberdayaan 03 Mei 2019 PT. Borwita Citra 10 Orang
Bipartit Mandiri

6 Pemberdayaan 04 Mei 2019 CV. Perdana Mas 10 Orang
Bipartit

7 Pemberdayaan 22 Juli 2019 BJ Home 10 Orang
Bipartit

8 Pemberdayaan 24 Juli 2019 Pt. Bumi Purnama | 10 Orang
Bipartit Jaya (SPBE)

9 Pemberdayaan 29 Juli 2019 PT. Fajar Makmur 10 Orang
Bipartit

10 | Pemberdayaan 30 Juli 2019 Kiara Beautymed 10 Orang
Bipartit

Sumber: Disnakertrans 2019

(6)

Kegiatan bimbingan

teknis

penyelesaian

perselisihan hubungan industrial

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah

memberikan

bimbingan

perusahaan supaya dapat

perselisihan

peraturan

beralku.

hubungan

perundangan-undangan

teknis

industrial

kepada

menyelesaikan

menurut

yang
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Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar
Rp 91.700.000,00 dengan realisasi anggaran
sebesar Rp 91.590.000,00 atau 99,88% dengan
sasaran 300 orang peserta petugas HRD di
Kabupaten Bantul yang berasal dari HRD,
Pengusaha, dan Asosiasi Pengusaha.
Tabel 3.35 Realisasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kegiatan
Penyelesaian
Perselisahan Hubungan Industrial

No. Kegiatan Tanggal Tempat Jumlah
pelaksanaan pelaksanaan peserta
1 Bimtek. Penyelesaian 11 Maret 2019 | Ruang 75 orang
perselisihan Hubungan Pertemuan RM
Industrial Sambel Paris
2 Bimtek. Penyelesaian 16 Maret 2019 | Ruang 75 orang
perselisihan Hubungan Pertemuan
Industrial Gedung
Dakwah
Muhammadiyah
3 Bimtek. Penyelesaian 19 Maret 2019 | Aula Mister 75 orang
perselisihan Hubungan Sambal
Industrial
4 Bimtek. Penyelesaian 2 Mei 2019 Ruang 75 orang
perselisihan Hubungan Pertemuan
Industrial Taman Inala
Resto

Sumber: Disnakertrans 2019

(7) Kegiatan peningkatan kesejahteraan pekerja

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah
memberikan wadah kegiatan kepada buruh
dikabupaten Bantul pada saat memperingati
hari buruh, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidk

diinginkan, misalnya : demo.

az
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Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan
Pekerja dilaksanakan dengan anggaran
sebesar Rp 131.862.500,00 dengan realisasi
sebesar Rp 131.300.000,00 atau 99,57%.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperingati
Hari Buruh Internasional (May Day), dengan
tujuan agar para buruh (karyawan perusahaan)
dapat saling berkomunikasi dan saling
berkoordinasi antar karyawan perusahaan yang
ada di Kabupaten Bantul. Dalam hal ini kegiatan

yang diadakan antara lain :

Tabel 3.36 Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

No. Tanggal pelaksanaan Tempat pelaksanaan Keterangan
1 | 27dan 28 April 2019 Lapangan Futsal DMT Lomba Futsal
2 | 1Mei?2019 Pasar Seni Gabusan Lomba Tumpeng
3 | 1Mei2019 Pasar Seni Gabusan Lomba Senam
4 | 1Mei2019 Pasar Seni Gabusan Donor Darah

Sumber: Disnakertrans 2019
(8) Kegiatan pendampingan pembuatan
persyaratan kerja
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah
Tujuannya untuk mensinergikan perusahaan-
perusahaan tentang persyaratan kerja dimana
perusahaan tersebut belum menerapkan syarat-
syarat kerja, upah minimum dan lain-lain.
(9) Kegiatan pemberdayaan sarana
kesejahteraan kerja
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah
untuk  meningkatkan  pengetahuan dan
kesejahteraan pekerja, kepastian hak dan
kewajiban pekerja, pengusaha, juga perbaikan
kesejahteraan pekerja, serta untuk memotivasi

peningkatan kinirja
III - 189




LKP.] BUPATI BANTUL AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Kegiatan

ini  dilaksanakan

dengan

anggaran APBD sebesar Rp 55.990.000,00

dengan

realisasi

Rp 54.623.400,00 atau

97,55%. Selama tahun 2019 terlaksana 3 kali

sosialisasi ke perusahaan secara klasikal dan

pendampingan SP/SB

Tabel 3.37 Pendampingan SP/SB

No Jenis Kegiatan Tanggal Tempat Jumlah
Pelaksanaan Peserta

1 Pendampingan 30 Januari 2019 RS. Nur Hidayah 20 Orang
SP/SB

2 Pendampingan 31 Januari 2019 PT. Samku Glove 20 Orang
SP/SB Indonesia

3 Pendampingan 26 Februari 2019 PT Out Of Asia 20 Orang
SP/SB

4 Pendampingan 26 Maret 2019 PT Ide Studio 20 Orang
SP/SB

5 Pendampingan 13 Juni 2019 PT Lentera Panen 20 Orang
SP/SB Mandiri

6 Pendampingan 15 Juli 2019 Kasih Bunda 20 Orang
SP/SB

7 Pendampingan 23 Juli 2019 PT Maesindo 20 Orang
SP/SB

8 Pendampingan 13 Agustus 2019 PT Samitex 20 Orang
SP/SB

9 Pendampingan 27 Agustus 2019 FSPPR 20 Orang
SP/SB

10 Pendampingan 15 September PT Estetika 20 rang
SP/SB 2019

Sumber: Disnakertrans 2019

4)

Program Penempatan Tenaga Kerja
Maksud dan

mempertemukan antara pemberi kerja dan pencari

tujuan program ini adalah

kerja.

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan

penempatan pencari kerja melalui Antar Kerja Lokal
(AKL), Antar Kerja Daerah (AKAD), dan Antar Kerja
Antar Negara (AKAN) dengan anggaran sebesar Rp
511.620.000,00 dengan

realisasi sebesar Rp
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482.102.360,00 atau 94,23%. Keluaran dari program
ini adalah sebagai berikut

(1)

)

Kegiatan penyuluhan ketenagakerjaan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah
memberikan informasi kepada masyarakat
tentang peraturan ketenagakerjaan, sehingga
apabila masyarakat ingin menjadi TKI melalui
jalur yang legal.

Kegiatan ini dilaksnakan dengan anggaran
Rp. 104.400.000,00 dengan realisasi Rp.
101.445.000,00 (97%).Adapun kegiatan lainnya
adalah  penunjang penempatan melalui
penyuluhan sebanyak 15 kali di 15 desa. Untuk
20 kali penyuluhan bursa kerja khusus semua
dilaksanakan di Tempat Bursa Kerja Khusus
masing-masing.
melalui (AKL, AKAD,AKAN)

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah.
mempertemukan antra pemberi kerja dan
pencari kerja.

Pada tahun 2019 Kegiatan ini
dilaksanakan dengan anggaran Rp.
407.220.000,00 dengan realisasi Rp.
380.657.360,00 (93,47%). Realisasi
penempatan melalui AKL, AKAD, dan AKAN
sebanyak 2.691 orang. dengan rincian pada
Tabel.
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Tabel 3.38 Realisasi Penempatan Melalui AKL, AKAD, dan AKAN

No Bulan AKL AKAD | AKAN JML JML Tujuan
L P L|P|L P L P | Total | Penempata
n
1 | Januari 0 0 00| 7] 10 7 10 17 | Malaysia
2 | Februari 10 | 150 | 2 | 2 | 7 | 10 | 42 | 18 | 226 | Bantul,
51| 4 4 Batam dan
Malaysia
3 | Maret 56 | 149 | 0 | 0O | 8 | 21 | 64 | 17 | 234 | Bantuldan
0 Malaysia
4 | April 24 | 240 | 0 | O | 1| 26 | 34 | 26 | 300 | Bantuldan
0 6 Malaysia
5 | Mei 31 46 6 | 4|9 | 47 | 46 | 97 | 143 | Bantul,
Batam,
Malaysia
6 | Juni 28 | 338 | 0| 0] 3 4 31 | 34 | 373 | Bantul,
2 Malaysia
7 | Juli 16 7 6 | 3|5 |14 | 27 | 56 83 Bantul,
5 Malaysia
8 | Agustus 3 44 0] 1]6 8 9 62 71 Bantul,
0 Malaysia
9 | Septembe | 19 95 0|0 9|12 | 20 | 10 | 315 | Bantul,
r 9 8 7 Malaysia
10 | Oktober 21 | 156 | 0| 0| 5 9 21 | 26 | 380 | Bantul,
0 5 5 Malaysia
11 | November | 11 104 | 0| 0| 4 5 12 | 10 | 232 | Bantul,
9 3 9 Malaysia
12 | Desember | 69 | 235 | O | O | 5 8 74 | 24 | 317 | Bantul,
0 Malaysia
Jumlah 76 | 156 | 3 | 7 | 7 |17 | 19 | 72 | 2,69
5 4 71318 4 3 7 1

Sumber: Disnakertrans 2019

5) Program Perluasan Kerja
Maksud dan tujuan Program perluasan kerja
upaya penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan
usaha produktif yang berkelanjutan dengan
mendayagunakan sumber daya alam, sumberdaya
manusia, serta terapan teknologi yang tepat guna

sehingga tercipta dan terbentuk wirausaha baru.

Program ini dilaksanakan dengan anggaran
APBD sebanyak Rp 22.748.005.000,00 dengan
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realisasi anggaran sebesar Rp 22.050.583.596,00

atau 96,23% dan anggaran APBN sebesar Rp

60.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesarRp
60.000.000,00 atau 100% pada kegiatan terapan
teknologi tepat guna. Program ini meliputi kegiatan

sebagai berikut:

(1)

Kegiatan terapan teknologi tepat guna

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah
salah satu upaya pemerintah untuk membantu
tenaga kerja meningkatkan produksinya
sehingga produk yang dihasilkan lebih bagus
dan banyak.

Kegiatan ini mendapatkan anggaran dari
APBD sebesar Rp. 94.270.000,00 dengan
realisasi Rp 94.270.000,00 atau 100
%.Kegiatan ini dilaksanakan di dua desa

sasaran yang disajikan dalam Tabel

Tabel 3.39 Kegiatan TerapanTeknologi Tepat Guna

No. Kegiatan DesaSasaran JumlahPeserta | Sumber
Dana
1 | Pelatihan Pembuatan | Blawongl, Desa Trimulyo, | 20 Orang APBD
Batik Nitik Kec. Jetis
2 | Pembuatan Gula | Kerto, desa Pleret, | 20 Orang APBD
Jawa jahe (GUJAHE) | Kecamatan Pleret

Sumber: Disnakertrans 2019

Pada tahun 2019 mendapat anggaran
APBN 1 paket dari Kegiatan Terapan TTG
Sektor Pertanian dan Maritim /sektor Jasa dan
Industri Kreatif Direktorat Pengembangan dan
Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2019
dengan anggaran Rp. 60.000.000,00 dengan
realisasi Rp. 60.000.000,00 atau 100%
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Kegiatan ini dilaksanakan di desa muntuk,
dlingo

(2) Kegiatan padat karya produktif dan

®3)

infrastruktur

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah
upaya dalam menunjang perekonomian daerah
dan nasional dibutuhkan beberapa unsur
penunjang, Yyang salah satunya vyaitu
ketersediaan prasarana infrastruktur. Selain itu
dilakukan pengembangan kebijakan perluasan
kesempatan kerja, salah satunya melalui
pemberdayaan masyarakat dengan system
padat karya.

Pada tahun anggaran 2019, Kabupaten
Bantul memperoleh 193 paket/lokasi melibatkan
26 orang/paket dan dari Bantuan Keuangan
Khusus APBD DIY 26 paket melibatakan 52
orang/paket. Kegiatan ini dilaksanakan dengan
anggaran APBD sebesar Rp 22.538.925.000,00
dengan relalisasi Rp. 21.842.978.596,00
(96,91%).

Kegiatan pemanduan dan pembinaan usaha
tenaga kerjaterdidik dan mandiri

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah
untuk menciptakan tenaga kerja yang mampu
bekerja secara mandiri menjadi wirausaha baru
atau pengusaha kecll, meningkatkan
kemampuan managerial, dan ketrampilan teknis
pemula usaha dan usaha mikro.Sasaran
kegiatan adalah pencari kerja terutama

angkatan kerja muda lulusan minimal SLTA
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yang memiliki rintisan usaha. Kegiatan ini diikuti
oleh 40 peserta.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan
anggaran APBD sebesar Rp 55.460.000,00
dengan realisasi Rp.53.985.000,00 atau
97.34%

Tabel 3.40 Pemanduan Dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja

Terdidik Dan Mandiri

No. Kegiatan Desa Sasaran Jumlah Sumber Dana
Peserta

1 | Pemasaran online Tersebar di 20 orang APBD
seluruh Kab
Bantul

2. | Pemasaran online Tersebar di 20 orang APBD
seluruh Kab
Bantul

Sumber: Disnakertrans 2019

(4) Kegiatan Pemanduan pembinaan usaha
tenaga kerja lansia dan penyandang cacat

Maksud dan tujuan Pemanduan dan
pembinaan usaha tenaga kerja lansia dan
penyandang cacat merupakan salah satu
upaya pemerintah untuk membantu tenaga
kerja khusus lansia meningkatkan bakat dan
minat mereka sehingga mereka dapat mandiri
serta mampu membiayai diri sendiri maupun
keluarganya.

Kegiatan ini  dilaksanakan dengan
anggaran APBD ssebesar Rp 59.350.000,00
dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
59.350.000,00 realisasi (100%).
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Permasalahan Dan Solusi

Tabel 3.41 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Tenaga Kerja

No. Permasalahan Solusi
1 | Kesempatan kerja yang masih | Intensifikasi pencarian lowongan pekerjaan
terbatas. melalui job canvasing dan informasi pasar
kerja melalui bursa kerja on-line lebih
ditingkatkan.
2 Kualitas tenaga kerja tidak memenuhi | Melaksanakan jenis pelatihan yang
kompetensi yang dibutuhkan pasar | dibutuhkan pasar kerja
kerja.
3 | Produktivitas tenaga kerja masih |1. Peningkatkan produktivitas tenaga kerja
sangat rendah. dengan mengadakan pelatihan tingkat
lanjut.
2. Memperbanyak dan mengintensifkan
pelatihan kewirausahaan.
4 | Inkonsistensi antar | 1. Intensifkan konsultasi ke K/L baik di
peraturan/perundangan terkait tingkat pusat maupun daerah.
ketenagakerjaan

Sumber: Disnakertrans 2019
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2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
a. Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah

sebagai berikut:

1)

2)

3)

Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan
perempuan;
a) Pengembangan Kabupaten Layak Anak

b) Operasional Forum Anak Bantul

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan

perempuan dan anak;

a) Bimbingan manajemen usaha bagi kelompok desa
PRIMA dan Serikat PEKKA

b)  Operasional Gabungan Organisasi Wanita ( GOW )

c) Terselenggaranya & terlaksananya kegiatan Dharma

Wanita Persatuan di Kabupaten Bantul

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender

dan anak.

a) Pendampingan upaya perlindungan perempuan
terhadap tindak kekerasan.

b) Peningkatan SDM Forum perlindungan korban
kekerasan dan pencegahan tindak pidana
perdagangan orang.

c) Pelaksanaan pemulihan dan penjangkauan

lingkungan korban kekerasan perempuan dan anak.

b. Realisasi dan Pelaksanaan Program

1)

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan.

Maksud dilaksakannya program ini adalah untuk
memahamkan masyarakat tentang KIE kesetaraan
Gender dan perlindungan anak, dengan tujuan

meningkatnya kualitas dan kuantitas peserta.

\‘f III - 197

g




LKP.J BLPATI BANTUL AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Pelaksanaan sosialisasi dan KIE kesetaraan
gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, Anggaran sebesar Rp 54.880.500,- adapun
realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan Rp.
54.880.000 (100%). Kegiatan Pengembangan
Kabupaten Layak Anak

Maksud dilaksanakannya Pengembangan KLA
(Kabupaten Layak Anak ) Kabupaten Bantul adalah
untuk mengetahui dan menelaah capaian dalam
mengembangkan KLA di Kabupaten. Pengembangan
Kabupaten Layak Anak Anggaran sebesar Rp
181.056.100,- adapun realisasi Fisik 100% dan realisasi
keuangan Rp. 181.016.000,- (99.98%).

a) Operasional Forum Anak Bantul
Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah
untuk menjaring aspirasi anak dan mengeluarkan
ide-ide kepemimpinan anak yang tertuang dalam
satu organisasi yaitu forum anak bantul dan forum
anak kecamatan. Tujuan dari dilaksanakannya
forum anak bantul dan forum anak kecamatan
antara lain sebagai berikut: Memberikan
kesempatan bagi anak untuk bisa menjalan suatu
organisasi yaitu forum anak bantul; Operasional
Forum Anak Bantul Anggaran sebesar Rp
55.977.500,- adapun realisasi Fisik 100% dan
realisasi keuangan Rp. 52.695.000,- (94.14%).
b) Operasional Gabungan Organisasi Wanita
(GOW)
Maksud dan tujuan dari kegiatan GOW adalah
agar lebih banyak perempuan yang terlibat didalam

pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislative.
Anggaran QKQ 49.359.600 adapun realisasi
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Fisik 100% dan realisasi keuangan Rp.
49.359.600,- ( 100% )
c) Terselenggaranya & terlaksananya Kkegiatan
Dharma Wanita Persatuan di Kabupaten Bantul
Penunjang Kegiatan Dharma  Wanita
Persatuan realisasi anggaran Rp. anggaran
sebesar Rp. 58.005.000,- adapun realisasi Fisik
100% dan realisasi keuangan Rp. 57.405.000,- (
100% )
2) Program  Peningkatan  Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Maksud dan tujuan dari program ini adalah untuk
menurunkan angka kekerasan pada perempuan dan
anak, dan meningkatkan kapasitas SDM vyang
menangani korban kekerasan pada perempuan dan

anak.

a) Pendampingan upaya perlindungan perempuan
terhadap tindak kekerasan.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPT PPT
KKPA Kab. Bantul dengan anggaran sebesar
Rp.289.864.000,00 dengan serapan anggaran
Rp.287.230.900,00 capaian keuangan sebesar
99.092% dan capaian fisik 100%.

Tabel 3. 42 Data Kasus Kekerasan di Kabupaten Bantul

No Tahun Jumlah kasus
1 2015 118
2 2016 131
3 2017 163
4 2018 210
5 2019 235

Sumber: SIGA, 2019
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b) Peningkatan SDM Forum perlindungan korban
kekerasan dan pencegahan tindak pidana
perdagangan orang.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud
sebagai upaya pengurangan angka korban
kekerasan dan perdagangan manusia maka
tujuannya diperlukan SDM yang mumpuni untuk
menangani hal tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan
dengan anggaran sebesar Rp.93.385.000,00.
Realisasi fisik 100%, sedangkan realisasi keuangan
Rp.92.185.000,00 realisasi keuangan sebesar
98.715%.

c) Pelaksanaan pemulihan dan penjangkauan
lingkungan korban kekerasan perempuan dan
anak.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran
sebesar Rp.73.850.000,00. Realisasi fisik 105%,
sedangkan realisasi keuangan Rp.73.295.000,00
realisasi keuangan sebesar 99.248%.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran (awareness) masyarakat terhadap
lingkungan sekitarnya terkait adanya kasus tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain
itu, diharapkan masyarakat dapat membangun
lingkungan yang kondusif dan nyaman bagi korban
serta mendukung pemulihan kondisi korban.

3) Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan

Gender dan Anak :

Maksud dan tujuan dari program ini adalah
terdatanya data pilah gender dan terlaksananya
pengolahan, updating dan analisa data gender serta

peringatan hari besar. Penyusunan Pilah Gender dan
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Pemberdayaan Perempuan dan Anak anggaran sebesar
Rp. 31.850.000 adapun realisasi Fisik 100% dan
realisasi keuangan Rp. 30.105.000,- ( 94,52% ) Terdapat
efisiensi keuangan Rp. 1.745.000 ( 5,48% ).

a)

b)

Kegiatan Bimbingan manajemen usaha bagi
kelompok desa PRIMA dan Serikat PEKKA
Bimbingan Manajemen Usaha, Lembaga
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pelatihan
Peningkatan  Papasitas SDM  Perlindungan
Perempuan dan Anak anggaran sebesar Rp.
56.100.390 adapun realisasi Fisik 100% dan
realisasi keuangan Rp. 55.899.990,- (99.64%)
Terdapat efisiensi keuangan Rp. 200.400,- (0.36%)

Operasional Gabungan Organisasi ( GOW )
Maksud dan tujuan dari kegiatan GOW adalah

agar lebih banyak perempuan yang terlibat didalam

pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislative.

Anggaran sebesar Rp. 49.359.600 adapun realisasi

Fisik 100% dan realisasi keuangan Rp.

49.359.600,- ( 100% )

(1) Rapat koordinasi internal 11 bulan

(2) Sosialisasi Program Kerja GOW Kabupaten
Bantul

(3) Upacara Hari Kartini, 150 orang

(4) Seminar

(5) Upacara Hari lbu 150 orang

Terselenggaranya & terlaksananya kegiatan

Dharma Wanita Persatuan di Kabupaten Bantul
Penunjang Kegiatan Dharma  Wanita

Persatuan realisasi anggaran Rp. anggaran

El 5‘(?5.000,- adapun realisasi Fisik
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100% dan realisasi keuangan Rp. 57.405.000,- (

100% )

(1) Rapat Koordinasi

(2) Sosialisasi Program Kerja DWP

(3) Pelatihan kreatifitas, 120 orang

(4) Lomba kreatifitas, 120 orang

(5) Seminar perempuan di Ranah Publik, 120
orang

(6) Pelatihan masak, 120 orang

(7) Seminar parenting, 120 orang

(8) Pengajian di bulan Romadhon

(9) Peringatan puncak acara HUT Dharma

Wanita, 200 orang

Permasalahan dan Solusi
Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan
solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program-
kegiatan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak.

Tabel 3. 43 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

No Permasalahan | Solusi
1 | Belum optimalnya pemenuhan hak- | 1. Intensifikasi sosialisasi, advokasi, dan
hak anak pada semua klaster. KIE menuju Bantul Kota Layak Anak

sampai ke tingkat desa

2. Memperkuat jejaring dan kemitraan
dengan lembaga peduli anak.

3. Mengoptimalkan fungsi fasilitator forum
anak terutama untuk pendampingan
forum anak di kecamatan dan desa

2 | Masih tingginya angka kekerasan Pelatihan untuk SDM penanganan korban

terhadap perempuan dan anak. kekerasan.

Sumber: Dinsos PPPA, 2020
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3. PANGAN

a. Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan selama tahun 2019 dalam

urusan pangan adalah sebagai berikut :

1)

Peningkatan Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan

a) Pemantauan Distribusi dan Pengembangan
Cadangan Pangan

b) Peningkatan Pengan Karagaman Konsumsi dan
Keamanan Pangan.

c) Peningkatan Ketersediaan Pangandan

Penanganan Daerah Rawan Pangan

b. Realisasi Pelaksanaan Program
1)

Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebunan

Output program peningkatan ketahanan pangan
pertanian/perkebunan adalah terlaksananya cadangan
pangan pemerintah dan masyarakat, tersedianya
informasi tentang stabilitas harga pangan, distribusi dan

akses pangan serta pola konsumsi pangan masyarakat.

Program ini dijalankan melalui beberapa kegiatan

yaitu:

a) Pemantauan Distribusi dan Pengembangan
Cadangan Pangan
Upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan
dilakukan melalui 3 subsistem, yaitu:
(1) Subsistem Ketersediaan Pangan
(2) Subsistem Keterjangkauan Pangan
(3) Subsistem Konsumsi pangan dan Gizi
Subsistem Ketersediaan Pangan meliputi :

produksi pangin,f cadangan pangan nasional,
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b)

ekspor dan impor pangan serta penanganan krisis
atau rawan pangan. Sedangkan subsistem
keterjangkauan/ distribusi pangan meliputi kegiatan
sebagai berikut : distribusi pangan, pemasaran
pangan, perdagangan pangan, stabilisasi harga
dan pasokan pangan serta bantuan pangan. Dalam
rangka perwujudan ketahanan pangan di
Kabupaten Bantul terutama dari subsistem
keterjangkauan/  distribusi pangan  dan
ketersediaan pangan, melalui dana APBD
Kabupaten tahun 2019 telah dilakukan Kegiatan
Pemantauan Distribusi dan Pengembangan
Cadangan Pangan Masyarakat. Jumlah dana
untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.193.500.000,.
Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan
Keamanan Pangan.

Kegiatan Peningkatan Penganekaragaman
konsumsi dan Keamanan Pangan telah
dilaksanakan dengan dukungan SDM, teknologi dan
anggaran sebesar Rp 311.315.000;00. Keluaran
dari kegiatan ini yaitu :

(1) Pengembangan SDM KWT
Pada tahun 2019 terdapat 6 KWT yang
diberikan kegiatan Pengembangan SDM

KWT.

Tabel 3. 44 KWT yang diberikan kegiatan Pengembangan SDM KWT

No KWT/Kelompok Alamat Pendamping

1 KWT KaryaBoga Dukuh, Sabdodadi, Bantul | Suwarno

2 KWT SumberRejeki Muntuk, Muntuk, Dlingo Poniman, A.Md

3 KWT Mekar Sari Bakung, Bangunharjo, Agung
Sewon

4 KWT SekarKenanga Ngelosari, Srimulyo, TasiatunRahmawati,
Piyungan STP

5 KWT SidoMakmur Ngaran, Gilangharjo, | Kiswanta, A.Md
Pandak
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No KWT/Kelompok

Alamat Pendamping

6 KWT Wigati

Muneng,
Kretek

Tirtohargo, | Ganjar

Sumber : DPPKP, 2019

Tabel 3. 45 Materi Pelatihan Olahan Pangan Lokal

Materi Jml JPL Narasumber

Kebijakan Ketahanan Pangan di 2 Kepala Bidang Ketahanan Pangan (Ir.

Kabupaten Bantul Siti Nurjanah, M.Si)

Menu B2SA 1 Kasi Penganekaragaman Konsumsi dan
Keamanan Pangan (Meikhati Kurniasari,
STP, M.Ec.Dev)

Pentingnya Menu B2SA bagi 2 Dinas Kesehatan Kab Bantul

Kesehatan, Cara Perhitungan (Zubainindra Indah Meliawati, S.Gz)

Kalori dalam Makanan, dan Akibat

Defisiensi Zat Gizi

Potensi pangan lokal Kabupaten 1 Analis Ketahanan Pangan (Irlantoro,

Bantul dalam mendukung B2SA STP)

Sumber : DPPKP, 2019

)

()

Sosialisasi Gerakan Makan B2SA

B2SA adalah singkatan dari Beragam,
Bergizi, Seimbang, dan Aman. Sosialisasi
Gerakan makan B2SA dilatarbelakangi oleh
kebiasaan makan di masyarakat yang masih
belum B2SA. Kebiasaan konsumsi dengan
porsi nasi yang paling besar dibandingkan
dengan lauk dan sayurnya serta masih
rendahnya porsi konsumsi sayur dan buah.
Hal ini dapat

mengakibatkan  kurang

lengkapnya asupan gizi sehingga dapat
menghambat pertumbuhan pada janin dan
anak, serta dapat mengganggu metabolisme
tubuh pada saat dewasa. Dampak lebih jauh
lagi menjadi lebih rentan terhadap penyakit.
Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan adalah susunan

keragm Pangan yang didasarkan pada
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sumbangan energi dari kelompok pangan
utama pada tingkat ketersediaan maupun

konsumsi pangan.

Tabel 3. 46 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

No | Kelompok Pangan Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Kkal/ % % obot | Skor Skor | Skor | Skor
Kapita AKE¥) Aktual | AKE | Maks | PPH
1 | Padi-padian 1.172,1| 56 53,3 0,5 28,1 | 26,6 | 25,0 | 25,0
2 | Umbi-umbian 57,2 3 2,6 0,5 14 13 2,5 1,3
3 | Pangan Hewani 280,3 13 12,7 2,0 269 | 255 | 240 24,0
4 | Minyak dan Lemak 80,0 4 3,6 0,5 1,9 1,8 50 1,8
5 | Buah/Biji Berminyak 57,3 3 2,6 0,5 1,4 1,3 1,0 1,0
6 | Kacang-kacangan 198,3 | 10 9,0 2,0 190 | 180 | 10,0 | 10,0
7 | Gula 27,7 1 1,3 0,5 0,7 0,6 25 0,6
8 | Sayur dan Buah 190,4 9 8,7 50 45,7 | 43,3 ] 30,0| 30,0
9 | Lain-lain 20,8 1 0,9 - - - - -
Total 2.084,2 | 100 94,7 | 115 | 125,1|118,5]100,0 | 93,7

Sumber : DPPKP, 2019

(4) Lomba Cipta Menu
Lomba cipta menu bertujuan untuk
seleksi tingkat kabupaten untuk lomba olahan
pangan lokal tingkat nasional tahun 2020,
sehingga pemenang lomba ini akan mengikuti

lomba di tingkat propinsi

(5) Pemantauan dan Pembinaan Keamanan
Pangan
Berdasarkan PP No 28 tahun 2004
tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan,
Kementerian Pertanian berwenang untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan
Pangan Segar (belum diolah). Pangan Segar
Produk Pertanian meliputi Pangan Segar Asal
Tumbuhan dan Pangan Segar Asal Hewan.
Jika diturunkan ke tingkat Kabupaten maka

Pengawasan PSAT berada di Bidang
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Tabel 3. 47 Ketersediaan

Ketahanan Pangan, sedangkan PSAH berada

di Bidang Peternakan.
Peningkatan  Ketersediaan  Pangan  dan
Penanganan Daerah Rawan Pangan

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan
dilakukan

intervensi dengan kegiatan desa mandiri pangan

pangan di daerah rawan pangan,
untuk meningkatkan usaha produktif yang dikelola
kelompok afinitas dan masyarakat.Output kegiatan
ini adalah terbinanya desa mandiri pangan
sebanyak 22 desa. Jumlah dana untuk kegiatan ini
adalah sebesar Rp.251.415.000,-. Lokasi desa
mandiri pangan pada tahun 2019 sebanyak 22

desa.

Energi, Protein & Lemak Berdasarkan Jenis Bahan

Makanan
Kalori Protein

No | Jenis Bahan Makanan Kalori % Gram %
1 | Padi-padian 2.049 65,62 50,78 56,45
2 | Makanan berpati 97 3,09 0,66 0,73
3 | Gula 97 3,12 0,00 0,00
4 | Buah / Biji berminyak 230 7,37 10,00 11,11
5 | Buah-buahan 242 7,75 2,65 2,95
6 | Sayur-sayuran 181 5,78 10,94 12,16
7 | Daging 76 2,43 6,68 7,42
8 | Telr 28 0,90 2,14 2,38
9 | Susu 0 0,00 0,01 0,01
10 | Ikan 31 1,00 6,00 6,67
11 | Minyak / Lemak 72 2,32 0,06 0,07
12 | Lemak 19 0,61 0,03 0,04

Nabati 2.968 95,05 75,10 83,48

Hewani : 154 4,95 14,86 16,52

Jumlah : 3.123 100,00 89,95 100,00

Sumber : DPPKP, 2019

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa

Realisasi pencapaian Indikator Ketersediaan

Protein pada tahun 2019 sebesar 89,95 gram per
kapita per hari sementara Ketersediaan Energi

sebesar 3&‘ j

kalori per kapita per hari.
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Pencapaian ini juga sudah melebihi standar yang

ditetapkan yaitu 2.400 kilo kalori per kapita per hari

untuk ketersediaan energi dan dan 63 gram per

kapita per hari.

C. Permasalahan dan Solusi

Tabel 3. 48 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Pangan

No Permasalahan Solusi
1 Belum semua Pekarangan | Peningkatan pemanfaatan pekarangan untuk
dimanfaatkan secara baik mendukung pola konsumsi B2SA
2 Masih adanya Desa Rawan Pangan | Perlunya dukungan program/kegiatan dari beberapa
hasil analisis Peta Ketahanan dan | OPD untuk intervensi menangani desa rawan
Kerentanan Pangan FSVA (Food | pangan
Security and Vulnerability Atlas)
3 Belum optimalnya cadangan pangan | Pemberdayaan dan pengembangan lumbung
pemerintah dan masyarakat pangan masyarakat
4 Kurangnya pemanfaatan pangan lokal | - Fasilitasi pengembangan pangan berbasis
sumberdaya lokal
- Pelatihan inovasi pengolahan pangan berbasis
sumber daya local sehingga bisa meningkatkan
nilai jual
5 Belum beragamnya pola konsumsi | Mendorong diversifikasi pangan denganpangan
pangan saat masih terfokus pada | local
beras
6 Masih terbatasnya informasi harga | Pemantauan Distribusi Harga dan Pasokan Pangan
dan pasokan pangan yang sangat | yang rutin dan informatif
dibutuhkan untuk pengendalian
stabilitas harga dan pasokan pangan
guna menunjang Distribusi dan Akses
Pangan Masyarakat yang terjamin dan
terjangkau.
7 Belum optimalnya pengelolaan | Pengembangan dan Pemberdayaan Distribusi
distribusi pangan oleh masyarakat | Pangan Masyarakat
guna mewujudkan Distribusi pangan
yang merata dan terjangkau
Sumber: DPPKP, 2019
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4.

PERTANAHAN
a.

Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan urusan Pertanahan yang
dilaksanakan oleh Dinas pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Bantul terurai sebagai berikut:

1) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
a) Kegiatan Inventarisasi Tanah Kas Desa
b) Kegiatan Persertifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY
C) Kagiatan Pemanfaatan Tanah SG

2) Program Penyelesian Konflik-konflik Pertanahan

a) Kegiatan Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Realisasi Pelaksanaan Program
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Pertanahan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Maksud dan tujuan Program Penataan,
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah adalah mewujudkan penatausahaan pertanahaan
yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya
tentang penatausahaan pertanahan tanah kasultanan,
tanah desa dan tanah pemerintah yang berada dalam
cakupan administratif Kabupaten Bantul. Capaian kinerja
dari Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dicapai melalui
anggaran sebesar Rp 162.015.000,- dengan realisasi Rp
135.521.480,- atau 83,65 %. Program Penataan,

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan
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Tanah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara

lain :

a)

Inventarisasi Tanah Kas Desa

Maksud dan tujuan dari Kegiatan Inventarisasi
Tanah Kas Desa ini adalah tersedianya data
inventarisasi tanah desa yang ada pada tiap
kecamatan sehingga mendukung penatausahaan
pertanahan kasultanan yang baik di Kabupaten
Bantul. Kegiatan ini dilaksanakan dengan
menggunakan anggaran sebesar Rp 27.775.000,-
dengan realisasi Rp 27.775.000,- atau 100%
dengan keluaran kegiatan berupa updating 75
database tanah desa dan sosialisasi tentang
updating database tanah desa dengan jumlah
peserta 80 orang.

Distribusi tanah desa berdasarkan jenis tanah
dan penggunaan tanah disajikan sebagai berikut.

0%

1%

Tanah desa berdasar jenis tanah

3%
=]

® Pelungguh
® kas desa
| pengarem-arem
® kepentingan umum

® lain-lain

Sumber : DPTR, 2019

Grafik 3.9

Tanah Desa Berdasar Jenis Tanah
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Tanah desa berdasarkan penggunaan

M kelola sendiri
M disewakan

m lain-lain

Sumber : DPTR, 2019

Grafik 3. 10 Distribusi Tanah Desa Berdasarkan Penggunaannya

Distribusi tanah desa berdasarkan fungsi
penggunaan dan kepemilikan sertifikat disajikan

sebagai berikut.

Tanah desa berdasar fungsi tanah

1%

M sawah
M tegalan
w pekarangan

m lain-lain

Sumber : DPTR, 2019

Grafik 3. 11 Distribusi Tanah Desa Berdasarkan Fungsi Tanah
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Tanah desa berdasar kepemilikan

3%

M sertifikat
W letter c

belum bersertifikat

92%

Sumber : DPTR, 2019

Grafik 3. 12 Distribusi Tanah Desa Berdasarkan Fungsi Dan Kepemilikan
b) Persertifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah
terlaksananya pensertifikatan tanah yang dimiliki
Pemda Bantul yang menjadi aset kabupaten yang
belum memiliki sertifikat. Kegiatan ini dilaksanakan
dengan anggaran sebesar Rp 64.890.000,- dan
realisasi Rp 54.911.480,- atau 84,62% dengan
keluaran kegiatan pendaftaran tanah BPN
sebanyak 64 dokumen sertifikat bidang tanah dari
target 64 bidang.
c) Pemanfaatan Tanah SG
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah
fasilitasi pemberian rekomendasi kepala dinas
dalam pemberian ijin pemanfaatan tanah
kasultanan sehingga pada akhirnya masyarakat
atau instansi pengguna memperoleh ijin gubernur
untuk pemanfaatan tanah desa atau serat

kekancingan untuk pemanfaatan tanah SG di

wilayah Kabupaten Bantul.
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2) Program Penyelesian Konflik-konflik Pertanahan
Maksud dan tujuan program ini adalah fasilitasi
penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan
yang melibatkan tanah desa, tanah perorangan, tanah
pemda sehingga tercapai mufakat dengan keluarnya
rekomendasi kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Kabupaten Bantul.

Program ini terdiri dari satu kegiatan yaitu kegiatan
Penyelesaian konflik-konflik pertanahan yang
dilaksanakan dengan anggaran Rp 31.325.000,- dengan
realisasi sebesar Rp 31.325.000,- atau 100% dengan
keluaran kegiatan jumlah masalah yang tertangani
sebanyak 14 kasus.

c. Permasalahan dan Solusi
Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan
solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program-

kegiatan dalam urusan pertanahan.

Tabel 3. 49 Tabel Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Pertanahan

No. Permasalahan Solusi
1 | Juknis nomor 4/Juknis-HK.02.01/X/2019 1. Sosialisasi dan koordinasi intensif
tentang Penatausahaan Tanah Kasultanan dan sinerginas antar pihak desa,
dan Tanah Kadipaten di wilayah DIY baru DPTR, Panitikismo, BPN dan pihak
terbit pada bulan Oktober 2019 menjadi terkait pelaksanaan pensertifikatan
factor penghambat penatausahaan / tanah desa di wilayah Kabupaten
pensertifikatan tanah desa Bantul
2 | Pemanfaatan tanah belum semua sesuai | 1. Sosialisasi aturan terkait
ketentuan pemanfaatan tanah kepada
masyarakat
2. Mngintensifkan pengendalian
Pemanfaatan tanah dengan
melibatkan  pihak desa dan
stakeholder terkait
3 | Adanya medan / lahan yang sangat ekstrim | Pemanfaatan sistem teknologi untuk
(pegunungan, jurang dan lainnya) sehingga | pengukuran di masa mendatang
menjadi permasalahan terkait teknis
pelaksanaan dalam pengukuran tanah

Sumber: DPTR, 2019
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5. LINGKUNGAN HIDUP

a. Program dan Kegiatan

1)

2)

3)

4)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

a) Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan

b) Kegiatan Kerjasama pengelolaan persampahan

C) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

d) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

e) Kegiatan evaluasi adipura.

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan

Lingkungan Hidup

a) Kegiatan pengkajian dampak lingkungan

b) Kegiatan Pengembangan kapasitas laboratorium
lingkungan hidup

c) Kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan

alami dan buatan.

Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya

Alam

a) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan
Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

b)  Kegiatan Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

C) Kegiatan Pengelolaan keanekaragaman hayati
dan ekosistem

Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi

Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup

a) Kegiatan Pengembangan data dan informasi
lingkungan

b) Kegiatan Penyusunan data sumberdaya alam dan
neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan

daerah.
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C) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

d) Kegiatan Penyelesaian Aduan dan Sengketa
Lingkungan Hidup

e) Kegiatan Penyusunan Raperda Lingkungan Hidup

b. Realisasi Pelaksanaan Program
1)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk
meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan di
Kabupaten Bantul melalui penambahan pada kelompok-
kelompok pengelola sampah dan jejaring persampahan
sehingga mampu mendorong manajemen pengelolaan
persampahan secara lebih baik. Program
Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk
memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana yang
dibutuhkan untuk pengelolaan sampah. Kegiatan ini
terdiri dari 10 sub kegiatan. Pagu anggaran
kegiatan ini sebesar Rp 5.020.920.000 terealisasi
sebesar Rp 4.672.370.599 atau 93,6%.
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Sumber : DLH, 2019
Gambar 3. 4 Pick Up Operasional Sampah
(23) Pengadaan kendaraan roda tiga 18 unit
(24) Jumlah gerobak sampah 39 unit
Gerobak sampah yang diadakan ada 39
unit dengan perincian 26 unit merupakan
belanja barang yang diserahkan kepada

masyarakat dan 13 unit merupakan belanja

modal.

Sumber : DLH, 2019

Gambar 3.5 Gerobak Sampah
(25) Pengadaan Mesin Pencacah Sampah
Organik 27 unit
Mesin pencacah sampah organik yang
diadakan sebanyak 27 unit dengan perincian
13 unit untuk diserahkan kepada masyarakat,
3 unit untuk belanja modal dan 15 unit belanja

moda% jpinjam pakai oleh sekolah.
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(26) Jumlah Mesin Pencacah Sampah Plastik 2
unit

Mesin pencacah sampah plastik yang

diadakan sebanyak 2 unit Mesin pencacah

sampah plastik ini akan digunakan untuk

mendukung kegiatan daur ulang sampabh.

(27) Jumlah Mesin Pemotong Rumput 10 unit

(28) Jumlah Chain Saw 5 unit

(29) Pembangunan Rumah pilah type B

(30) Jumlah Rumah pilah type C 13 unit

Pembangunan rumah pilah sampah tipe

C sebanyak 13 unit dengan ukuran 3 x 5 m.
rumah pilah sampah ini nantinya akan
digunakan sebagai tempat pengelolaan

sampabh baik tingkat pedukuhan.

Gambar 3. 6 Rumah Pilah Sampah Tipe C
(31) Pengadaan kendaraan roda empat
berpenumpang 1 unit
Kendaraan roda empat yang diadakan
adalah Toyota Innova 2.0 V.At dengan warna
attitude black mica seharga 367.500.000.
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Kendaraan ini digunakan untuk operasional
Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
(32) Pengadaan helm 20 buah
Pengadaan helm sebanyak 20 buabh.
Helm ini akan digunakan untuk mendukung
operasional motor roda tiga yang digunakan
oleh petugas kebersihan Dinas Lingkungan
Hidup.
(33) Pengadaan tas belanja sebanyak 800 buah
(34) Pengadaan tong sampah dorong 10 unit
Pengadaan tong sampah dorong
sebanyak 10 wunit yang nantinya akan
digunakan untuk operasional kebersihan di
lingkup Dinas Lingkungan Hidup.
b) Kegiatan Kerjasama pengelolaan Persampahan
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk
meningkatkan pengelolaan persampahan di Kota
Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten
Bantul. Kerjasama pengelolaan tersebut melalui
Sekretariat Bersama Kota Yogyakarta, Kabupaten
Sleman, Kabupaten Bantul (Sekber Kartamantul)
dan Pemda DIY. Kegiatan ini dilaksanakan melalui
7 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar
Rp 1.570.425.000. terealisasi sebesar Rp
1.335.351.634 atau 85,03 %.
c) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah dalam
rangka pemantauan pengelolaan limbah B3 baik
limbah pabrik maupun limbah yang dihasilkan dari
kegiatan medis yang salah satunya dilakukan oleh
Puskesmas. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar
Rp 228.305.000 terealisasi sebesar Rp
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221.905.000 atau  9719%. Kegiatan ini

dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang
dilaksanakan berupa :

(1) Pembuatan alat pengolah Ilimbah B3

sebanyak tiga buah untuk Puskesmas.
Pengadaan alat pengolah limbah b3
puskesmas berupa alat untuk yang dibuat
untuk mengolah limbah vyang ada di
Puskesmas. Alat digunakan oleh puskesmas
Srandakan, Kasihan Il Dan Sewon |
(35) Sosialisasi serta pendampingan
pengelolaan limbah B3
Sosialisasi dan pendampingan
pengelolaan limbah B3 di perusahaan -
perusahaan yang akan mengajukan ijin limbah
B3
(36) Pelaksanaan Sosialisasi tentang
pengelolaan limbah B3
Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 6 kali
dengan target peserta sosialiasi adalah siswa
SMA di Kabupaten Bantul sebanyak 180
orang.
d) Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah
meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Kegiatan ini dilaksanakan melalui 5 sub kegiatan.
Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp
1.087.760.000 terealisasi sebesar
Rp1.068.270.900 atau 98,20%.
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2)

e) Kegiatan Evaluasi Adipura

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah dalam
rangka mendorong pencapaian Penilaian Adipura
yang lebih baik. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 7
sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar
Rp 467.505.000. terealisasi sebesar
Rp454.232.500 atau . 97,16%.
Keberhasilan dari program ini dapat dilihat dari

beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

a) Meningkatnya volume sampah yang tertangani
yakni mencapai 452.000 ton pada tahun 2019

b) Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan
berdasarkan Jakstrada (Kebijakan dan Strategi
Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang
terpadu dan berkelanjutan).

c) Meningkatnya jumlah kelompok pengelola sampah
sebanyak 157 Kelompok di 75 Desa

d) Meningkatnya sarana dan prasarana persampahan
yang meliputi Rumah Pilah Sampah, Pencacah
Sampah, Gerobak Sampah dan Tempat Sampah

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan

Lingkungan Hidup
Maksud dan tujuan program ini adalah untuk

meningkatkan kualitas lingkungan hidup khususnya pada

upaya-upaya  secara berkesinambungan untuk

mengurangi tingkat pencemaran udara, air dan tanah.

Program Pengendalian Pencemaran Dan
Perusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui

kegiatan-kegiatan, antara lain:
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b)

Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah
mengurangi tingkat pencemaran dan kerusakan
lingkungan di Kabupaten Bantul. Kegiatan ini
dilaksanakan melalui 9 sub kegiatan. Pagu
anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 5.923.055.000,-
terealisasi sebesar Rp 5.540.797.188 atau 93,54%.
Kegiatan Pengembangan Kapasitas
Laboratorium Lingkungan Hidup;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk
mengoptimalkan fungsi laboratorium lingkungan
untuk pengujian kualitas lingkungan hidup yang
mencakup air permukaan dan air limbah .. Kegiatan
ini dilaksanakan melalui 6 sub kegiatan. Pagu
anggaran kegiatan ini sebesar Rp 768.834.000
terealisasi sebesar Rp 738.482.925 atau 96.052 %.
Kegiatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan
Alami Dan Buatan;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk
mengendalikan dan  mencegah terjadinya
kerusakan lingkungan baik secara alami maupun
buatan di Kabupaten Bantul, serta peningkatan
pengetahuan SDM pelaku tambang dan
masyarakat umum tentang pencegahan dan
pengendalian kerusakan lingkungan. Kegiatan ini
dilaksanakan melalui 5 sub kegiatan. Pagu
anggaran kegiatan ini sebesar Rp 1.110.790.000
terealisasi sebesar Rp 1.102.544.450 atau
99.258.%.

Keberhasilan dari program ini dapat dilihat dari beberapa

hal, yaitu sebagai berikut :
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a) Meningkatnya rata rata kualitas air sungai yang
mencapai nilai 39,63 pada tahun 2019 dibandingkan
tahun 2018 sebesar 34,67.

Tren Kualitas Air Sungai
di Kabupaten Bantul

50,00
40,00 39,63
30,00 30,69 34,00 32,67 S
20,00
10,00
0,00
2015 2016 2017 2018 2019

Indeks Kualitas Air

Sumber : DLH, 2019

Grafik 3. 13 Tren Kualitas Air Sungai
b) Meningkatnya rata-rata kualitas air sungai di
Kabupaten Bantul yang diukur dari peningkatan
konsentrasi DO (Dissolved Oxygen) di Sungai
Winongo sebesar 7.6 mg/L.
c) Meningkatnya rata-rata kualitas udara yang

mencapai angka 90,90 atau termasuk kondisi baik.

Tren Kualitas Udara

100,00

_ _ - == 90,90
Sl gpgy——05755 :

80,00 >

60,00 <
40,00
20,00

0,00
2015 2016 2017 2018 2019

====|ndeks Kualitas Udara

Sumber : DLH, 2019

Grafik 3. 14 Tren Kualitas Udara
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3)

Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya

Alam

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk

meningkatkan untuk menambah luas tutupan lahan di

kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)

sehingga diharapkan capaian Indeks Tutupan Lahan

Kabupaten Bantul dapat lebih baik.

Program perlindungan dan konservasi sumber daya

alam dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a)

b)

Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan
Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah
meningkatkan konservasi sumber daya air dan
pengendalian kerusakan sumber sumber air dalam
upaya pengurangan resiko bencana dan
perlindungan lahan. Kegiatan ini dilaksanakan
melalui 9 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini
sebesar Rp 944.500.000,- terealisasi sebesar Rp
923.875.000 atau 97.816%.
Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Konservasi
SDA

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah
meningkat pengelolaan konservasi SDA melalui
penanaman dan penghargaan bagi masyarakat
peduli lingkungan di Kabupaten Bantul. Kegiatan ini
dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan. Pagu
anggaran kegiatan ini sebesar Rp 921.455.000,-
terealisasi sebesar Rp 907.285.500 atau 98.46%.
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Dan Ekosistem

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah dalam

rangka %
T

n keanekaragamanhayati
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melalui penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
sehingga diharapkan ada peningkatan terhadap
pencapaian indeks tutupan lahan/vegetasi.
Kegiatan ini dilaksanakan melalui 9 sub
kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp
4.046.747.000,- terealisasi sebesar Rp
3.864.943.062 atau 95.50%.
Keberhasilan dari program ini dapat dilihat dari

beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

a) Meningkatnya luasan tutupan lahan di kawasan
lindung (sempadan, pantai, mata air, lahan Kkritis)
seluas 1,15 Ha. Hal ini mendorong meningkatnya
Indeks Tutupan Lahan di Kabupaten Bantul yang
mencapai 53,09 tahun 2019.

Tren Tutupan Lahan di Kabupaten Bantul

60,00
50,00
40,00

30,00 —_—
20,00

10,00
0,00

53,09
15

2015 2016 2017 2018 2019

===|ndeks Tutupan Lahan

Sumber : DLH, 2019
Grafik 3. 15 Tren Tutupan Lahan Di Kabupaten Bantul
b) Meningkatnya jumlah RTH Publik yang mencapai

sebesar 13% di Kawasan Perkotaan, dan
merupakan salah satu upaya secara berkelanjutan
untuk memenuhi ketersediaan minimal RTH di
Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul sebesar
20%.
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4)

Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi
Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk
mewujudkan kinerja penataaan dan pentaatan
lingkungan hidup yang lebih baik melalui upaya-upaya
peningkatan pada pelaku-pelaku usaha yang memiliki ijin
lingkungan dengan mengedepankan pada aspek

palayanan prima dan mudah.

Program Peningkatan kualitas dan akses informasi
sumberdaya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan

melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan Pengembangan data dan informasi
lingkungan
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah
meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi
lingkungan hidup dalam upaya penyampaian
informasi publik yang komprehensif. Kegiatan ini
dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan. Pagu
anggaran kegiatan ini sebesar Rp 668.680.000,-
terealisasi sebesar Rp 658.097.000 atau 98,41 %.
b) Kegiatan Penyusunan data sumberdaya alam
dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional
dan daerah
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah
meningkatkan informasi perencanaan lingkungan
hidup. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub
kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp
79.100.000,- terealisasi sebesar Rp 76.300.000
atau 97.81%.
c) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah

meningkath
T

I pengawasan terhadap
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d)

implementasi perijinan lingkungan hidup secara
benar dan tepat serta meningkatkan ketaatan
pelaku usaha/kegiatan dalam melaksanakan dan
menyampaikan pelaporan pelaksanaan dokumen
lingkungan hidupnya. Pagu anggaran kegiatan ini
sebesar Rp 124.225.000,- terealisasi sebesar Rp
122.150.000 atau 98,33%.
Kegiatan Penyelesaian Aduan dan Sengketa
Lingkungan Hidup

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk
dapat menyelesaikan aduan masyarakat terkait
dugaan adanya pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup, serta meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang pengaduan kasus lingkungan.
Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan.
Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp
81.500.000,- terealisasi sebesar Rp 80.193.500
atau 98,39 %.
Kegiatan Penyusunan Raperda Lingkungan
Hidup

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah
mempersiapkan bahan penyusunan Raperda
Lingkungan Hidup berupa Naskah Akademik (NA)
RPPLH Kabupaten Bantul. Selain itu juga
dilaksanakan sosialisasi peraturan perundang-
undangan di bidang lingkungan hidup yang diikuti
150 pelaku usaha.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp
92.780.000,- terealisasi sebesar Rp 88.455.000
atau 95,33 %.

III - 226




LKP.J BLPATI BANTUL AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

c. Permasalahan dan Solusi

Tabel 3. 50 Tabel Permasalahan Dan Solusi Urusan Lingkungan Hidup

No

Permasalahan

Solusi

1

Tingkat pencemaran yang masih
relatif tinggi khususnya pada air
sungai di Kabupaten Bantul

1. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah
Kota  Yogyakarta dan Pemerintah
Kabupaten Sleman melalui  Sekber
Kartamantul dalam upaya peningkatan
kualitas air sungai

2. Pendampingan, sosialisasi, promosi dan
penguatan kelembagaan forum/komunitas
peduli sungai

3. Pembinaan terhadap penaatan ijin usaha
pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh
industri/pelaku usaha

Kecenderungan alih fungsi lahan
yang masih relatif tinggi sehingga
berpotensi menurunkan luas tutupan
lahan

Penambahan luasan hutan kota, taman kota
dan hutan rakyat

Kurangnya kesadaran masyarakat
tentang perilaku hidup bersih dan
sehat (membuang sampah di
sembarang tempat bahkan di sungai)

1. Merubah mindset cara  pandang
mayarakat terhadap sampah (penyadaran
masyarakat akan tanggung jawabnya
untuk mengelola setiap sampah yang
dihasilkan)

2. Menggiatkan dan menguatkan
kelembagaan kelompok pengelola
sampah di tiap desa

3. Peningkatan peran BUMDes dalam unit
usaha penanganan sampah

4. Penguatan sinergitas antar pemangku
wilayah dalam pengelolaan lingkungan
hidup

Sumber: DLH, 2019
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6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
a. Program dan Kegiatan

1)

2)

3)

Program Penataan Administrasi Kependudukan

a) Kegiatan Pelaksanaan KIA (Kartu ldentitas Anak)

b) Kegiatan Pelayanan Mutasi Penduduk

c) Kegiatan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi
Kependudukan

d) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi
Kependudukan (SAK) Terpadu

e) Kegiatan Peningkatan Kebijakan Mutu Publik Dalam
Bidang SDM

Program Keserasian Kebijakan Kependudukan

a) Kegiatan Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil
b) Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan

c) Kegiatan Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan

Akta Kematian

Program Pengelolaan Data Kependudukan

a) Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan

b) Kegiatan Publikasi Kebijakan Kependudukan

c) Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kependudukan

d) Kegiatan Pengolahan dan Penyelesaian
Pengaduan Masyarakat

e) Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan
Data

b. Realisasi Pelaksanaan Program
1)

Program Penataan Administrasi Kependudukan
Maksud dan tujuan dari program ini adalah untuk

meningkatkan kualitas pelayanan administrasi

kependudukan (KK, KTP,dan KIA), mewujudkan

masyarakat yang tertib administrasi kependudukan dan

III - 228




LKP.J BLPATI BANTUL AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya

dokumen pendaftaran penduduk.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara

lain :

a)

b)

Kegiatan Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas
Anak)

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah
terpenuhinya dokumen kependudukan Kartu
Identitas Anak (KIA) bagi penduduk serta
mewujudkan pemerintah yang baik dengan
cakupan kegiatan pelaksanaan prinsip efektifitas,
transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Kegiatan
ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan. Pagu
anggaran kegiatan ini sebesar Rp.910.527.000,-
terealisasi sebesar Rp. 868.974.688,- atau 97%.
Kegiatan Pelayanan Mutasi Penduduk

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk
mewujudkan sistem pemerintahan yang baik serta
mewujudkan “Gerakan Indonesia Sadar Aministrasi
Kependudukan” melalui pindah/ pindah datang
secara online yang sangat bermanfaat bagi
masyarakat. Kegiatan ini terdiri dari 9 (Sembilan)
sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar
Rp. 31.012.500,- terealisasi sebesar
Rp.30.790.000,- atau 99 %.

Kegiatan  Pendataan  Penduduk  Rentan
Administrasi Kependudukan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah

untuk melakukan pendataan penduduk non

permanen di lingkungan Kabupaten Bantul dalam

rangka tert%' j
7 /4

asi kependudukan dan untuk
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d)

memberikan gambaran kondisi perkembangan
penduduk non permanen di Kabupaten Bantul.

Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data
penduduk nonpermanen dapat digunakan dalam
perancangan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan daerah. Kegiatan ini terdiri dari 11
(sebelas) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini
sebesar Rp.98.950.000,- terealisasi sebesar Rp.
98.929.000,- atau 100 %
Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi
Kependudukan (SAK) Terpadu

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah
untuk memenuhi kepemilikan identitas penduduk
melalui penerbitan dokumen kependudukan demi
terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan
berbasis NIK (nomor Induk Kependudukan) yang
merupakan single ldentity Number. Kegiatan ini
terdiri dari 13 (tiga belas) sub kegiatan. Pagu
anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.981.472.000,-
terealisasi sebesar Rp. 1.954.853.966,- atau 99 %.
Kegiatan Peningkatan Kebijakan Mutu Publik
Dalam Bidang SDM

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah
terpenuhinya dokumen kependudukan KK dan
KTPel bagi penduduk, keakuratan data
kependudukan, SDM yang berkualitas serta untuk
mewujudkan sistem pemerintahan yang baik.

Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan.

Pagu anggaran Kkegiatan ini sebesar Rp.
319.948.000,- terealisasi sebesar Rp.318.435.500,-
atau 100 %.
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2)

Program Keserasian Kebijakan Kependudukan
Maksud dan tujuan program ini adalah untuk
meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil serta
meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
dokumen administrasi kependudukan dan mendekatkan

pelayanan pencatatan sipil kepada masyarakat.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara

lain :

a) Kegiatan Pengelolaan Dokumen Pencatatan
Sipil

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah
melindungi dan mengamankan elemen data terkait
pentingnya informasi yang terkandung di dalam
arsip vital tersebut, melindungi fisik dokumen
pencatatan sipil dari kerusakan, kehilangan dan
kemusnahan serta mempermudah dalam kegiatan
pelayanan kepada masyarakat dan lembaga lain
guna pemanfaatan data.

Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan.
Pagu anggaran kegiatan ini sebesar
Rp.315.160.300,- terealisasi sebesar
Rp.315.130.000,- atau 100 %.

b) Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah
mewujudkan sinkronisasi data dan integrasi Sistem
Informasi Managemen Nikah (SIMKAH) untuk data
nikah dan rujuk dengan Sistem Informasi
Administrasi  Kependudukan  (SIAK)  untuk
perubahan status perkawinan dalam Kartu Keluarga
dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi

pengantin R
g )

duk Kabupaten Bantul.
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Kegiatan ini terdiri dari 9 (Sembilan) sub
kegiatan. Pagu anggaran ini sebesar Rp.
205.154.000,- terealisasi sebesar Rp.204.398.000,-
atau 100 %.

c) Kegiatan Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan
Akta Kematian

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk
meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran
dan akta kematian sesuai dengan target yang telah
disusun dalam RPJMD.

Adapun bentuk inovasi dari kegiatan ini adalah
GO AKTA dan SIMPATI. Kegiatan ini terdiri dari 5
(lima) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini
sebesar Rp. 596.250.000,- terealisasi sebesar
Rp.590.915.000,- atau 99 %.

3) Program Pengelolaan Data Kependudukan
Maksud dan tujuan dari program ini adalah untuk
menyajikan data yang akurat serta meningkatkan
kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi

kependudukan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara

lain :

a) Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk
mewujudkan database kependudukan yang akurat
dan mutakhir. Kegiatan ini terdiri dari 12 (dua belas)
sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar
Rp.71.950.000,- terealisasi sebesar Rp.
71.745.000,- atau 100 %.
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b)

d)

Kegiatan Publikasi Kebijakan Kependudukan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah
meningkatkan  kesadaran masyarakat akan
pentingnya administrasi  kependudukan dan
pemanfaatan data kependudukan.

Adapun tujuan dari publikasi kependudukan
yaitu terwujudnya Tertib Administrasi
Kependudukan sehingga menghasilkan data dan
dokumen kependudukan yang akurat.

Kegiatan ini terdiri dari 11 (sebelas) sub
kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar
418.748.760,- terealisasi sebesar Rp.418.648.750,-
atau 100 %.

Kegiatan Penyusunan Buku Profil
Kependudukan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah
untuk menyajikan data dan informasi
perkembangan kependudukan di Kabupaten Bantul
yang bermanfaat untuk pengembangan
pembangungan daerah, dan perumusan kebijakan.

Kegiatan ini terdiri dari 10 (sepuluh) sub
kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.
67.000.000,- terealisasi sebesar Rp.66.985.000,-
atau 100 %.

Kegiatan Pengolahan dan  Penyelesaian
Pengaduan Masyarakat

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah sarana
untuk memberikan solusi terkait ~masalah

kependudukan. Kegiatan ini terdiri dari 8 (delapan)

sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar

&z
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Rp.24.825.000,-
24.820.000,- atau 100 %.

e) Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan
Data

terealisasi sebesar Rp.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah agar
Dinas/ Instansi yang melaksanakan kerja sama
dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten berjalan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan ini terdiri dari 12 (dua belas) sub
kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.
88.650.000,- terealisasi sebesar Rp.88.350.000,-

atau 100 %.

C. Permasalahan dan Solusi

Tabel 3. 51 Permasalahan Dan Solusi Urusan Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

No Permasalahan Solusi

1 | Cakupan kepemilikan KIA anak usia 0— 16 | Kerjasama dengan dinas pendidikan
tahun belum tercapai untuk melakukan kerjasama mendata

anak yang belum memiliki KIA
Memberikan sosialiasi kepada guru dan
orang tua

2 | Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak | Melakukan kerjasama dengan rumah
usia 0 — 18 tahun belum optimal sakit dan puskesmas untuk melakukan

kegiatan jemput bola akta kalahiran
Membangun pola pikir masyarakat akan
pentingnya kepemilikan akta kelahiran
melalui sosialisasi

3 | Pemuthakiran data kependudukan belum | Menciptakan inovasi smart on , untuk
optimal Proses input perubahan data

menggunakan IT (HP)

4 | Kesadaran mayarakat untuk segera | Menerbitkan KTP baru (ktp dengan
merubah status perkawinan akibat dari | status baru) bagi penduduk bantul yang
peristiwva penting (pernikahan) yang | melangsungkan pernikahan tersebut.
dialami masih rendah yang | Sebagai instansi pelaksana yang
mengakibatkan data kependudukan yang | berhadapan langsung dengan
disajukan tidak valid dan akurat masyarakat vyaitu seluriuh KUA di

Kabupaten bantul
Kesadaran masyarakat untuk segera | Sosialisasi dan menciptakan inovasi

5 | mengurus akta kematian masih | Akasi Simpati (Pembuatan akta kematian
rendah,masyarakat hanya mengurus akta | sehari jadi)
kematian jika akan dibutuhkan

Sumber : Disdukcapil, 2019
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7. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

a. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan urusan Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten terurai sebagai berikut:

1) Program Keluarga Berencana

a)
b)
c)

d)

¢))

Kegiatan Pelayanan KIE

Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Yandu KB
Kesehatan dan Kespro dalam Rangka TNI
Manunggal

Kegiatan Pemantapan Mekanisme Operasional
Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga
Tingkat Kabupaten

Kegiatan Pencanangan dan  Pembentukan
Kampung KB

Kegiatan Peningkatan kualitas SDM dan
kelembagaan KB

2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja

a)

b)

C)

Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR)

Kegiatan Lomba forum PIK remaja

Kegiatan KIE kesehatan reproduksi remaja bagi

remaja

3) Program Pelayanan Kontrasepsi

a)

Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

4) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam

Pelayanan KB/KR yang Mandiri

a)

Kegiatan Pendampingan Forum IMP
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5) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok

Bina Keluarga

a) Kegiatan Pelatihan tenaga pedamping kelompok
bina keluarga di kecamatan

b) Kegiatan Pengembangan ADITUKA (Asuhan Dini
Tumbuh Kembang Anak)

c) Kegiatan Pendampingan Forum komunikasi kader
posdaya

d) Kegiatan Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan
BKL) dan POSDAYA

e) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana
bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga
Pra Sejahtera dan KS |

6) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
a) Kegiatan Pedampingan Program Layanan bagi
Keluarga Miskin dan PMKS

7) Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak
Kependudukan
a) Kegiatan Analisa Data dan Dampak Kependudukan
b) Kegiatan Pengolahan, Updating Serta Analisa Data,
dan Statistik Daerah
c) Kegiatan Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan
Pelayanan  Kontrasepsi dan  Pengendalian

Lapangan

b. Realiasi Pelaksanaan Program
1) Program Keluarga Berencana
Maksud dan tujuan dari Program Keluarga
Berencana adalah 1) memperbaiki kesehatan dan
kesejahteraan ibu, anak, keluarga dan bangsa; 2)

mengurangi angka kelahiran untuk menaikkan taraf hidup
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rakyat dan bangsa; 3) memenuhi permintaan masyarakat
akan pelayanan KB dan KR yang berkualitas, termasuk
upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan
anak serta penanggulangan masalah kesehatan
reproduksi. Program Keluarga Berencana (KB) mendapat
sokongan anggaran APBD sebesar
Rp6.402.225.600,00,- . Program Keluarga Berencana

dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

a) Kegiatan Pelayanan KIE

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk
memberikan pemahaman tentang program KB dan
meningkatkan kepesertaan KB. Kegiatan ini terdiri
dari 5 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini
sebesar Rp4.469.669.500,00,- dan  sudah
terrealisasi sebesar Rp.4.433.155.213,- atau
99,19%.

b) Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk
mendapatkan dukungan pelaksanaan program
KKBPK di lini lapangan dari mitra kerja dalam hal ini
adalah Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan. Pagu
anggaran kegiatan ini sebesar
Rp1.488.580.000,00,- terealisasi sebesar
Rpl1.488.100.000,00,- atau 99,97%. Tak bisa
dipungkiri keberhasilan Program KKBPK di
Kabupaten Bantul karena dukungan penuh dari IMP
(Kader KB) se Kabupaten Bantul.
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d)

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Yandu KB
Kesehatan dan Kespro dalam Rangka TNI
Manunggal

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk
meningkatkan kepesertaan KB aktif/baru dan
program KBKR yang didukung oleh berbagai lintas
sektor di lini lapangan. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub
kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar
Rp46.500.000,- dan sudah terealisasi sejumlah
Rp45.000.000,- atau 96,78%.
Kegiatan Pemantapan Mekanisme Operasional

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah
untuk menggali, mengkaji, mengevaluasi dan
mensosialisasikan kebijakan pengendalian
penduduk di lini lapangan sehingga stakeholder
memiliki  kepedulian dan kepekaan untuk
menyerasikan kebijakan pengendalian penduduk
untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang
sehingga kepersertaan KB baru dan aktif bisa
meningkat. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan.
Pagu anggaran kegiatan ini sebesar
Rp138.141.100,- dan sudah terealisasi sejumlah
Rp136.291.100,- atau 98,66%.

Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga
Tingkat Kabupaten

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah
dalam rangka memperingati Hari Keluarga
sekaligus sebagai sarana pemasyarakatan
Program KKBPK di Kabupaten Bantul dengan
melibatkan PLKB, IMP atau Kader KB dan

masyarakat. Keiiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan.
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f)

9)

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar
Rp201.910.000,-. Terealisasi sebesar
Rp201.550.000,00,- atau 99,82%.

Kegiatan Pencanangan dan Pembentukan
Kampung KB

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah
untuk membangun masyarakat yang memiliki daya
kemampuan dalam segala bidang. Sasaran
Penggarapan Kampung KB adalah PUS, WUS,
Tokoh agama, Tokoh Masyarakat, Stakeholder,
Kader, LSM. Tujuannya untuk meningkatkan
kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung untuk
mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Kegiatan ini
terdiri dari 1 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan
ini sebesar Rp.22.875.000,- dan sudah terserap
sejumlah Rp.22.875.000,- atau 100%.

Kegiatan Peningkatan kualitas SDM dan
kelembagaan KB

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah
untuk memberikan pembinaan, motivasi dan
penghargaan kepada PKB, IMP dan Pasangan KB
Lestari atas peran baktinya dalam penggerakan
Program KKBPK di lini lapangan. Kegiatan ini terdiri
dari perlombaan-perlombaan. Pagu anggaran dari
kegiatan ini sebesar Rp34.550.000,- dan sudah

terserap sejumlah Rp.34.549.500,- atau hampir
100%.
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2)

Keberhasilan dari program ini dapat dilihat dari

beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

a) Meningkatnya pemahaman  masyarakat/PUS,
remaja, yang memahami pentingnya tentang
Program KKBPK dan ikut mendukung Program
KKBPK.

b) Meningkatnya kepesertaan KB aktif dan KB Baru di
Kabupaten Bantul.

c) Bertambahnya Kampung KB yang dicanangkan
pada tahun 2019 yaitu 9 Kampung KB.

d) PPKB dan peserta mampu lebih mengembangkan

Kampung KB di wilayahnya.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Maksud dan tujuan dari program ini adalah untuk
memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang
kesehatan reproduksi remaja maupun pendewasaan usia
perkawinan. Kelompok PIK Remaja berbasis sekolah di
Kabupaten Bantul sebanyak 21 kelompok dan dan
berbasis masyarakat sebanyak 63 kelompok. Pagu

anggaran program ini adalah sebesar Rp170.650.000,-.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan
Reproduksi Remaja
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk
memberikan pemahaman kesehatan reproduksi
remaja dengan sasaran kegiatan ini adalah tokoh
masyarakat dan pengambil keputusan di tingkat
lapangan seperti Camat, Lurah, Ketua TP PKK
Kecamatan dan Desa, Badan Perwakilan Desa,

Kepala Seml'ﬂ
g

oh Agama sejumlah 225 orang.
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b)

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan. Pagu
anggaran kegiatan ini sebesar Rp35.200.000,00,-
terealisasi sebesar Rp35.200.000,00,- atau 100%.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah
untuk memberikan motivasi kepada para remaja
dalam hal pengelolaan Pusat Informasi dan
Konseling (PIK) Remaja dalam bentuk perlombaan.
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan. Pagu
anggaran kegiatan ini sebesar Rp40.450.000,00,-
terealisasi sebesar Rp39.200.000,00,- atau
96,91%.

Kegiatan KIE Kesehatan Reproduki Remaja Bagi
Remaja

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah
untuk memahamkan remaja akan pentingnya
kesehatan reproduksi dalam rangka pendewasaan
usia perkawinan dengan sasaran 2.000 siswa di 40
SLTA di Bantul. Pagu anggaran kegiatan ini
sebesar Rp95.000.000,00,- dan dapat terserap
sebesar Rp95.000.000,00,- atau 100%.

Keberhasilan dari program ini dapat dilihat dari

beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

a)

b)

Masyarakat ~ memahami program KKBPK,
memahami pentingnya kesehatan reproduksi
remaja.

Keberlangsungan kegiatan PIK remaja di jalur
masyarakat dan sekolah tetap ada.

Meningkatnya pemahaman remaja tentang
pentingnnya kesehatan reproduksi, mampu

mengontrol diri untuk tidak melakukan seks pra
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3)

4)

nikah dan mampu merencanakan kehidupannya di

masa mendatang.
Program Pelayanan Kontrasepsi

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk
mendorong masyarakat ikut serta dalam program KB,
terutama KB MKJP. Program Pelayanan Kontrasepsi

dilaksanakan melalui:

a) Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi
KB
Kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi
adalah salah satu wupaya vyang dilakukan
DPPKBPMD untuk meningkatkan kepesertaan KB
di Kabupaten bantul dengan memberikan
pelayanan pemasangan alat kontrasepsi secara
gratis. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar
Rp115.900.000,- terealisasi sebesar
Rp85.892.250,- atau 74,11%.
Keberhasilan dari program ini dapat dilihat dari
meningkatnya jumlah peserta KB yang menggunakan KB
MKJP yaitu MOP sebanyak 70 orang dan MOW 80 orang

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam
Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam
pelayanan KB/KR yang mandiri mendapat sokongan
anggaran APBD sebesar Rp.75.365.000,-

Adapun kegiatan yang dilaksanakan program
pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan

KB/KR yang mandiri terdiri dari:

a) Kegiatan Pendampingan forum IMP
Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah

enguatan kelembagaan Institusi

dalam ran;kaqf
g
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5)

Masyarakat Pedesaan (IMP) yang berupa fasilitasi
pertemuan forum IMP Kabupaten dan peningkatan
kapasitas IMP. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub
kegiatan. Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar
Rp75.365.000,- terealisasi sebesar Rp75.365.000,-
. Forum IMP Kabupaten Bantul yang dibentuk
dengan Keputusan Bupati Nomor: 65 Tahun 2017
ini beranggotakan 34 orang yang merupakan
perwakilan IMP dari 17 kecamatan. Setiap bulan
Forum IMP Kabupaten melakukan pertemuan rutin
dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan
Program KKBPK.
Keberhasilan dari program ini dapat dilihat dari
meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang

Program KKBPK di lini lapangan.

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok
Bina Keluarga

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok
bina keluarga mendapat sokongan anggaran APBD
sebesar Rp.317.275.000,-

Adapun kegiatan yang dilaksanakan program
penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

terdiri dari:

a) Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping
Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk

meningkatkan kapasitas kader BKB, BKR, dan BKL

dalam memberikan penyuluhan kepada anggota

BKB, BKR, dan BKL. Pagu anggaran kegiatan ini
sebesar Rp31.000.000,00,- dan telah terserap
sebesar Rp.31.000.000,00,- atau 100%.

&z
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b)

d)

Kegiatan Pengembangan ADITUKA (Asuhan
Dini Tumbuh Kembang Anak)

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah
untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta
Tokoh Masyarakat terhadap pentingnya pola asuh
anak Balita yang pada gilirannya akan lebih peduli
pada pelaksanaan kegiatan BKB. Pagu anggaran
kegiatan ini sebesar Rp26.375.000,00,- terealisasi
sebesar Rp26.375.000,00 atau 100%.

Kegiatan Pendampingan Forum komunikasi
kader posdaya

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk
meningkatkan kapasitas kader POSDAYA. Pagu
anggaran kegiatan ini sebesar Rp13.400.000,-
terealisasi sebesar Rp13.400.000,- atau 100%.
Kegiatan Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR,
dan BKL) dan POSDAYA

Kegiatan ini merupakan salah satu tolak ukur
untuk mengetahui apakah kegiatan tribina dan
POSDAYA sudah diterapkan dalam kehidupan,
yaitu dengan melaksanakan lomba yang diawali
dengan seleksi administrasi bagi masing-masing
kategori lomba. Dari seleksi administrasi tersebut
diambil 5 besar dari masing-masing kategori.
Kemudian diadakan kunjungan bagi masing -
masing kategori yang lolos seleksi administrasi.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar
Rp101.500.000,00,- terealisasi sebesar
Rp101.480.000,- atau 100%.
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Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan
dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif
Keluarga Pra Sejahtera dan KS |

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah
untuk memantau pengelolaan kegiatan UPPKS di
lapangan dengan sasaran Kelompok UPPKS yang
sedang meminjam bantuan modal. Selain itu juga
diadakan  pelathan  manajemen  keuangan
kelompok usaha bagi kelompok UPPKS PEKM dan
KUPK. Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar
Rp145.000.000,-terealisasi sebesar
Rp144.167.000,- atau 99,43%.

Keberhasilan dari program ini dapat dilihat dari

beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

a)

b)

Meningkatnya wawasan kader tentang BKB, BKR,
BKL serta permasalahannya, sehingga mampu
memberikan penyuluhan dan solusi permasalahan
di kelompok BKB, BKR, dan BKL.

Peserta BKB mampu menganalisis permasalahan
balita dan mampu memberikan penyuluhan
kepada masyarakat tentang pola asuh.
Terkoordinirnya kegiatan Posdaya di Kabupaten
Bantul

Kegiatan Kelompok tribina dan POSDAYA berjalan
sesuai fungsi di masyarakat.

Kelompok UPPKS lebih mampu menginovasi
produk dan manajemen usaha kelompok dan

memanajemen keuangan kelompok dengan baik.
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6) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan

sosial mendapat pagu anggaran sebesar Rp27.500.000,.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan program
pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terdiri

dari:

a) Kegiatan Pendampingan Program Layanan
bagi Keluarga Miskin dan PMKS
Inti dari kegiatan ini adalah orientasi/
bimbingan teknis kepada kelompok UPPKS
khususnya untuk KUPK dan PEKM dalam hal
pengelolaan keuangan usaha yang dijalankannya,
sehingga pencatatan keuangan dalam kelompok
lebih rapih dan tertata. Sasaran kegiatan ini 225
orang Pengurus UPPKS. Pagu anggaran kegiatan
ini sebesar Rp27.500.000,- terealisasi sebesar
Rp27.500.000,-.
Adapun bentuk dan rincian kegiatan yang

dilaksanakan berupa:

Tabel 3. 52 Kegiatan orientasi bagi keluarga miskin dan PMKS

No Tanggal Jumlah Peserta Tempat

1 26/11/2019 75 orang Pendopo Rumah Dinas Bupati Bantul
2 27/11/2019 75 orang Pendopo Rumah Dinas Bupati Bantul
3 28/11/2019 75 orang Pendopo Rumah Dinas Bupati Bantul

Sumber : DPPKBPMD, 2019

Keberhasilan dari program ini dapat dilihat dari
kelompok UPPKS terutama PEKM dan KUPK lebih
mampu mengelola keuangan usaha yang dijalankannya,

pencatatan keuangan dalam kelompok lebih rapih dan
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7)

Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak
Kependudukan

Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak
Kependudukan memiliki pagu anggaran sebesar sebesar
Rp249.483.400,-. Teori demografi mengatakan bahwa
keberhasilan Keluarga Berencana akan membawa pada
keberhasilan  pembangunan kependudukan, dan
keberhasilan kependudukan akan membawa pada
keberhasilan pembangunan ekonomi. Teori lain yang
sejalan dengan teori demografi ini adalah jika keluarga
berencana berhasil dan dapat bertahan dalam jangka
panjang maka keberhasilan tersebut akan merubah
struktur penduduk. Keberhasilan program KB secara
nyata akan berdampak pada terciptanya kondisi jumlah
penduduk usia produktif lebih besar dari jumlah
penduduk usia nonproduktif. Hal tersebut akan memberi
peluang bagi suatu negara untuk mencapai The windows
of opportunity yang merupakan peluang mendapat bonus
demografi, dampak  selanjutnya kesejahteraan

meningkat.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan Program
Pengembangan  Analisa Data dan Dampak

Kependudukan terdiri dari:

a) Kegiatan Analisa Data dan Dampak
Kependudukan
Kegiatan analisa data dan dampak
kependudukan terdiri dari Cetak Formulir
F1/Dal/Dus, Buku Database Program Dalduk
Kecamatan, Desa dan Kabupaten, Formulir
Kompilasi Laporan Program KKBPK dusun.

Kegiatan selanjutnya adalah Sosialisasi analisa

data da\‘
)

k  kependudukan yang
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b)

mengundang perwakilan kader dengan tujuan
memberikan informasi tentang kegiatan pendataan
pada tahun 2019 dan diharapkan kepada peserta
untuk mensukseskan kegiatan pendataan tahun
2019. Kegiatan pendataan yang dimaksud meliputi
Updating Sistem Informasi Keluarga, Statistik Rutin,
dan juga Update Aplikasi Simduk KKBPK. Pagu
anggaran kegiatan ini sebesar Rp.136.355.000,-
terealisasi sebesar Rp136.355.000,- atau 100%.

Adapun bentuk dan rincian kegiatan meliputi,
kegiatan Sosialisai Analisa Data dan Dampak
Kependudukan yang mengundang perwakilan
Kader sejumlah 100 orang yang terbagi dalam 2
gelombang. Kegiatan dilaksanakan tanggal 23 dan
24 Maret 2019 di Aula Pemda Il Kabupaten Bantul.
Kegiatan Pengolahan Updating Serta Analisa
Data dan Statistik Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk
memberikan pelatihan pengisian formulir
pencatatan pelaporan bagi poktan. Bimtek dipandu
oleh PPKB di wilayah kecamatan tersebut. Pagu
anggaran kegiatan sebesar Rp33.550.000,00,-
terserap sebesar Rp33.550.000 atau 100%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang
dilaksanakan berupa:

Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Updating
Serta Analisa Data dan Statistik Daerah. Kegiatan
ini dilaksanakan serentak pada tangga 24 Juli 2019.
Kegiatan Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan
Pelayanan  Kontrasepsi dan  Pengendalian

Lapangan
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Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk
mengevaluasi capaian kepesertaan KB sehingga
segala permasalahan untuk mencapai target
kepesertaan KB dapat teratasi. Kegiatan ini terdiri
dari 2 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini
sebesar Rp79.578.400,00,- terealisasi sebesar
Rp.79.578.400,- atau 100%.

Keberhasilan dari program ini dapat dilihat dari
tersedianya Datin secara tepat waktu dan pengelolaan

aplikasi kependudukan berjalan secara optimal.

c. Permasalahan dan Solusi
Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan
solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program-
kegiatan dalam Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana

Tabel 3. 53 Tabel Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana

No. Permasalahan Solusi

1 | Kurangnya  sinergitas pemangku | Keterlibatan secara intens lintas sektor

kepentingan  untuk  program KB

sehingga program KKBPK mengalami

stagnasi

2 | Kurangnya jumlah PKB Penambahan tenaga penguat PKB dan

peningkatan peran dari Institusi Masyarakat

Pedesaan (IMP) dan kader

3 | Angka unmet need masih cukup tinggi | 1. Peningkatan kuantitas maupun kualitas

10,55% KIE baik individu maupun masa,
pemantapan kemitraan dengan
pemangku kepentingan

2. penghargaan/reward bagi peserta KB
baru terutama KB Kontrasepsi Mantap
(kontap)

4 | Masih tergantungnya pelayanan | Menganggarkan untuk pelaksanaan MOP di

pemasangan kontrasepsi pada Baksos | tahun mendatang.

BKKBN Perwakilan DIY, sehingga

akseptor MOP berubah menjadi MOW.

5 | Ada beberapa akseptor MOP vyang | Memberikan pemahaman kepada calon

mengalami kegagalan di tahun 2017, | akseptor melalui KIE.

hal ini mengakibatkan kekhawatiran

kegagalan MOP pada akseptor.

6 | Masih adanya pernikahan di bawah | 1. Pembentukan kelompok-kelompok PIK
umur (di bawah 20 tahun) Remaja dan KIE bagi Remaja.

&z
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No. Permasalahan Solusi
2. Peningkatan advokasi kepada
pemangku kepentingan perihal
Kesehatan Reproduksi.
7 | Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, | Penguatan kelembagaan dengan
PIK-R) belum berjalan secara maksimal | peningkatan manajemen kelembagaan dan
anggaran
8 | Pemanfaatan modal Pinjaman dana | Pembinaan Kelompok UPPKS melalui
Bergulir dalam  kegiatan Usaha | Workshop, Study Banding dan Pelatihan
Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) belum sesuai
dengan harapan.
9 | Pelaporan data keluarga masih belum | Bimtek pada wali data
optimal
10 | Banyak kelompok pindah platform ke |1. meningkatkan jumlah platform pinjaman
pinjaman yang lebih besar karena |2. pelaksanaan publikasi akan di gencarkan
kelompoknya berkembang. lagi
3. pelaksanaan pencairan diadakan setiap
bulan
4. merubah alokasi anggaran
e dari PEKM menjadi anggaran KUPK
(1.000.000.000)
o dari KUPK menjadi anggaran PEKM
(720.000.000)

Sumber: DPPKBPMD, 2019
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8.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

a.

Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan Pemberdayaan

Masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1)

2)

3)

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

a) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan

b) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

c) Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi
bagi Masyarakat Desa

d) Kegiatan Penyiapan masyarakat pengelola air
bersih (PAB) Pedesaan

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

a) Kegiatan Pelatihan ketrampilan usaha Ekonomi
Perdesaan

b) Kegiatan Pemberdayaan usaha EKONOMI
perdesaan

c) Kegiatan Pengembangan Tekonologi Tepat Guna

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa

a) Kegiatan Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa

b) Kegiatan Penyelenggaraan lomba desa

c) Kegiatan Bulan bakti gotong royong masyarakat
dan LKD

d) Kegiatan PeHdaT?jngan kegiatan TMMD
)
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4)

5)

e) Kegiatan Bantul Ekspo dan karnaval
f)  Kegiatan Pengembangan desa siaga

g) Kegiatan Pengembangan Kerjasama Desa

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
a) Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju
keluarga Sehat sejahtera ( P2WKSS)

Program Pemberdayaan Masyarakat
a) Kegiatan Pembinaan Organisasi Masyarakat
b) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan

Masyarakat

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Urusan

Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul Tahun
2019 adalah sebagai berikut:

1)

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat  dalam
pendayagunaan Sumber Daya Alam dalam rangka
pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar. Pagu
anggaran dari program ini sebesar Rp670.315.000

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan

antara lain:

a) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kegiatan ini dilaksanakan untuk operasional
pendampingan/fasilitasi serta monitoring dan
evaluasi pelaksanaan program Bantuan Keuangan

Partisipasi Peinbangunan Masyarakat Desa
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b)

(P2MD) dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari
Pemerintah Kabupaten Bantul. Kegiatan ini terdiri
dari 8 sub kegiatan. Pagu anggaran ini sebesar
Rp256.570.000,- dan sudah terealisasi sejumlah
Rp256.570.000,-.atau 100%.

Tahun anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten
Bantul mengalokasikan Bantuan P2MD dan BKK
sebesar Rp.38.960.044.000,- yang terdiri dari
bantuan P2MD sebesar Rp.20.160.000.000,- dan
BKK sebesar Rp.18.800.044.000,- yang
dialokasikan kepada 971 kelompok sasaran pada
75 desa di 17 kecamatan sebagai berikut: P2MD
kepada 403 kelompok sasaran pada 70 desa di 17
kecamatan dan BKK kepada 568 kelompok sasaran
pada 64 desa di 17 kecamatan.

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah
untuk pelaksanaan bimbingan teknis kepada
pemerintah desa tentang pengawasan,
perencanaan pembangunan desa, serta pengkajian
potensi desa agar stakeholders di pemerintah desa
dapat melaksanakan fungsi dengan baik dalam
melaksanakan pembangunan di tingkat desa.
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan. Pagu
anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp65.286.000,-
terealisasi sejumlah Rp65.106.000,- atau 99,73%.

Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi
Informasi bagi Masyarakat Desa
Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah

untuk operasional

az

pendampingan/fasilitasi

III - 253

g




LKP.J BLPATI BANTUL AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

d)

pelaksanaan pengumpulan hasil updating profil
desa oleh pemerintah desa di wilayah Kabupaten
Bantul. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan. Pagu
anggaran dari kegiatan ini adalah sebesar
Rp115.375.000,- terealisasi sebesar
Rp115.375.000,-.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang
dilaksanakan berupa:

(1) Bimbingan teknis peningkatan kapasitas desa
kurang berkembang, sebanyak 1 kali

(2) Bimbingan teknis profil desa dan desa on-line,
sebanyak 1 kali

(3) Evaluasi profil desa tahun 2019.

Kegiatan Penyiapan masyarakat pengelola air

bersih (PAB) Pedesaan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah
untuk operasional penyaluran dan pendampingan
bantuan Pembangunan Pengelolaan Air Bersih
(PPAB) dan Workshop Penyehatan Lingkungan
Permukiman (PLP). Kegiatan ini terdiri dari 10 sub
kegiatan. Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar
Rp233.084.000,- terealisasi sebesar
Rp233.064.000,-.

Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan
air bersih secara mudah, murah, merata dan
berkelanjutan dimasyarakat, khususnya
pemenuhan kebutuhan air didaerah perbukitan dan
daerah-daerah yang kesulitan air bersih, salah satu
program Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu
mengalokasikan untuk Bantuan PPAB melalui
Bantuan Keuangan Khusus (BKK) PPAB ke
Pemerintah Desa. Alokasi anggaran BKK PPAB
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2)

tahun anggaran 2019 sebesar Rp.2.000.000.000,-
yang penyalurannya dari rekening kas umum
daerah ke rekening kas desa. Selain BKK PPAB
dari APBD, pada tahun 2019 Pensiunan Pegawai
Bank Indonesia (PPBI) Cabang Yogyakarta juga
memberikan bantuan berupa 1 (satu) unit bantuan
PPAB di PAB Kalipakem Desa Seloharjo
Kecamatan Pundong sebesar Rp.300.000.000
melalui program CSR.

Keberhasilan dari program ini dapat dilihat dari

beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

a)

b)
c)

d)
e)

f)

9)

h)

Percepatan pembangunan fisik/infrastruktur di
pedesaan;

Tumbuhnya ide kreatif dan inovatif dari masyarakat;
Terpeliharanya budaya gotong-royong
dimasyarakat;

Peningkatan perekonomian dimasyarakat;

Tumbuh dan berkembangnya potensi desa.
Peningkatan pemahaman pengelola profil desa dan
evaluasi updating profil desa.

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang
kelembagaan PPAB

Tersalurkannya bantuan PPAB dari APBD dan CSR
di 20 lokasi.

Program  Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

Maksud dan tujuan dari program ini adalah Adapun

tujuannya adalah untuk meningkatkan usaha ekonomi

masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi Desa dan

pemberdayaan masyarakat miskin. Pagu anggaran dari

program ini adalah sebesar Rp853.862.000,-.
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Program pengembangan lembaga ekonomi
pedesaan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara

lain:

a) Kegiatan Pelatihan ketrampilan usaha Ekonomi

Perdesaan
Kegiatan ini di dukung anggaran daerah

Rp.297.160.000,- terealisasi Rp.294.827.000,- atau

99,22%. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha

Ekonomi Pedesaan terdiri dari 8 sub kegiatan,

diantaranya adalah :

(1) Sub Kegiatan Bimbingan teknis
peningkatan kapasitas pengelola UP2K-
PKK

Maksud dari diadakannya kegiatan ini
adalah sebagai acuan bagi TP-PKK dan Kader
UP2K-PKK dalam mengelola dan
menumbuhkan kembangkan usaha ekonomi
untuk  meningkatkan  pendapatan dan
kesejahteraan keluarga. Sedangkan
tujuannya adalah sebagai sarana untuk
mengetahui lebih dekat kegiatan UP2K-PKK
khususnya dalam pengelolaan kegiatan
beserta administrasinya.

Bimtek peningkatan kapasitas pengelola
UP2K-PKK dilaksanakan hari/tanggal, Rabu
13 Maret 2019, pukul 8.30-Selesai bertempat
di Gedung pertemuan Komplek Pemda |l
dengan jumlah peserta 75 orang pengelola
UP2K-PKK, serta 17 ketua TPPKK
Kecamatan.

(2) Sub Kegiatan Pembinaan UP2K-PKK

Kabumf
g
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Maksud diadakannya kegiatan ini adalah
untuk acuan bagi TP-PKK dan Kader UP2K-
PKK dalam mengelola dan mengembangkan
usaha ekonomi serta  meningkatkan
pendapatan & Kkesejahteraan keluarga.
Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah
untuk mendapatkan data & informasi tentang
progress kemajuan, hambatan dan
permasalahan yang berkaitan dengan UPK.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari
Senin tanggal 18 dan 25 Maret 2019 pukul
8.30-selesai bertempat di Aula DPPKBPMD
Kabupaten Bantul dengan jumlah peserta 102
peserta pengelola UP2K-PKK, dan 17 ketua
TP-PKK Kecamatan Se Kabupaten Bantul.

(3) Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis
Pengelolaan Pariwisata Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat Program Global
Gotong Royong (G2R)

Maksud dan tujuan diadakannya
kegiatan ini adalah sebagai sarana
komunikasi secara langsung antara tokoh
masyarakat & TPPKK Desa dengan pengurus
Yayasan SGR untuk mendapatkan gambaran
& informasi tentang keberhasilan dalam
menumbuhkan semangat untuk membangun
& memberdayajan desa. Kegiatan ini
dilaksanakan pada hari Rabu, 20 Maret 2019
pukul 08.30-selesai bertempat di Balai Desa
Girirejo Imogiri dengan peserta berjumlah 50
orang. Tahap kedua dilaksanakan pada hari

Kamis, 28 Maret 2019 pukul 08.30-selesai
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bertempat di Balai Desa Wukirsari Imogiri
dengan peserta sebanyak 50 orang.

(4) Sub Kegiatan Evaluasi kinerja pengelolaan
UP2K-PKK Tahun 2019

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini
adalah sebagai media pembinaan dan
penilaian sehingga bisa memberikan motivasi
dan semangat bagi para pelaku UP2K-PKK di
Tingkat Kecamatan.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang
dilaksanakan berupa:

(a) Pelaksanaan evaluasikinerja pengolaan

UP2K-PKK Administrasi dan ekspose 17

Desa dilaksanakan pada hari Senin,

Selasa, Rabu, tanggal 8, 9, 10 April

20109.

(5) Pelaksanaan vertifikasi lapangan di 3 desa
pemenang. Evaluasi kinerja pengelola UP2k-
PKK pertama dilaksanakan pada hari selasa,
tanggal 23 April 2019, bertempat di Desa
Tamanan Kecamatan Banguntapan. Evaluasi
kinerja pengelola UP2k-PKK kedua
dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 April
2019, bertempat di Desa Murtigading
Kecamatan Sanden. Sub Kegiatan Bimbingan
Teknis Produk Unggulan Pedesaan Tahun
2019

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah
memberikan tambahan pengetahuan dan
kemampuan pada pelaku ekonomi
masyarakat desa dalam mengembangkan

kegiaRe‘ I mereka. Sedangkan tujuan
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dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah
untuk memberikan tambahan skill bagaimana
memasarkan produk unggulan di setiap
desanya. Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari
Selasa, 15 Oktober 2019 bertempat di Gedung
Pertemuan Pemda Il dengan peserta dari UED
SP, Bumdes, Kelompok UPK
(6) Sub Kegiatan Fasilitas Pendampingan dan

Pembentukan Bumdes

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini
adalah untuk memberikan pemahaman bagi
masyarakat lebih terbuka bahwa perubahan
kehidupan harus dimulai dari diri sendiri serta
mengubah sikap masyarakat desa dalam
berwirausaha. Sub Kegiatan : Monitoring &
Evaluasi BUMDES

Maksud dan tujuan dari diadakannya
kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi
kegiatan teknis & administrasi Bumdes
supaya masing masing Bumdes dalam
menjalankan usahanya tidak menemui
hambatan.

(7) Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Lembaga

Keuangan Desa

Maksud dari diadakannya kegiatan ini
adalah  untuk  memberikan  tambahan
pengetahuan dalam pengelolaan LKD,
mengelola usaha secara efektif, mampu
memasarkan barang yang di produksi, mampu
menerima  informasi  pasar, memberi
pandangan baru kepada masyarakat desa

dalam berwirausaha. Sedangkan tujuan dari
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kegiatan ini adalah sebagai sarana untuk
mengetahui lebih dekat kegiatan UPK,
Bumdes & UED SP  khususnya dalam
pengelolaan kegiatan beserta
administrasinya, Sebagai sarana komunikasi
secara langsung dengan dengan para pelaku
pengelola UPK, Bumdes, UED SP, mengenai
proses pelaksanaan kegiatan.  Untuk
mendapatkan data dan informasi tentang
progress kemajuan, hambatan dan
permasalahan, yang berkaitan UPK, Bumdes,
UED SP. Sebagai media pembinaan dan
penilaian sehingga bisa memberikan motivasi
dan semangat bagi para pengelola UPK,
Bumdes, UED SP di Tingkat Kecamatan.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Senin, 21
Oktober 2019 pukul 08.30-selesai bertempat
di Gedung pertemuan komplek pemda |
dengan peserta dari Pewakilan Pengelola
Bumdes, UED SP, UPK
b) Kegiatan Pemberdayaan usaha EKONOMI
perdesaan
Kegiatan ini di didukung dengan anggaran
sebesar Rp276.637.000,- dan sudah terealisasi
sebesar Rp276.637.000,- atau 100%. Kegiatan ini
terdiri dari 7 sub kegiatan. Adapun bentuk dan
uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:
(1) Sub Kegiatan : Rakerda Asosiasi
Pengelola Pasar Desa
Maksud diadakannya kegiatan ini adalah
untuk memberikan tambahan pengetahuan

dan kemampuan pada Lurah Desa dalam
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pengelolaan pasar tradisional. Dan bertujuan
untuk memberikan pengertian bahwa pasar
desa memberikan manfaat yaitu tersedianya
tempat bagi masyarakat untuk memenuhi
kehidupan sehari — hari.

(2) Sub Kegiatan : Bi